
PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.Q.1

Q. PERTZTNAN BERUSAHA SEKTOR INFORMASI GEOSPASTAL

1 7tto2

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Tingkat
Risilo

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangke
Wettu

Penerbitan

KewaJiban PB UMKT' Perameter Kewenangan

(11 t2t (3) (4) (st (6) 17l (8t (e) (10) (11) (12) (131

Aktivrtas
Ke-
insinyur-
an dan
Konsul-
tansi
Teknis
YBDI

Kode
subklasifi-
kasi: IGOOl
Kelompok
ini
mencakup
layanan
usaha
terkait
penyiapan
dokumen
perencana-
an dan
pengawas-
an untuk
pelaksana-
an akuisisi
data
geospasial
(berbasis
metode

-Mikro
- Kecil
-Menengah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Berbentuk
badan usaha

2. Memiliki
sertifikat
penyedia jasa
bidang
informasi
geospasial
terkait
dengan
pekerjaan
perencana-
an dan
pengawasan
survei dan
pemetaan,
yang
diterbitkan
oleh
L,embaga
Penilaian

10 Hari 1. Memenuhi
kualihkasi
sesuai
Standar
Klasifikasi
dan
Kualifikasi
Penyedia
Jasa
perencanaan
dan
pengawasan
survei dan
pemetaan

2. Menyampai-
kan laporan
kegiatan
Usaha
tahunan
Badan Usaha

Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 143732 C



PRESIDEN
REPIJELIK INDONEgIA

T.Q.2

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngtup

Skala
Usaha

Tinghat
Risilo

Pcrlzlnen
Berusaha

Persyaretea Jengke
WaLtu

Peaerbitan

Kewqfiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(U l2t (31 (4) (s) (6) 17l (81 (e) (10) (111 lt2l (13)

terestrial,
teknik
fotogra-
metri,
pengindera-
an jauh,
dan
hidrografi),
pengolahan
foto udara
dan citra,
perancang-
an dan
pem-
bangunan
sistem
basis data
serta
analisis
spasial,
analisis
kewilayah-
an,
penyajian
informasi

Kesesuaian
Penyedia
Jasa bidang
informasi
geospasial
berdasarkan
SNI ISO/IEC
L7065

3. Badan usaha
penanarn
modal asing
wajib
berafiliasi
dengan
badan usaha
dalam negeri

3. Menerapkan
Standar
Keamanan,
Keselamatan,
Kesehatan
dan
Keberlanjut-
an meliputi:
a. Standar

mutu
peralatan

b. Standar
ke-
selamatan
dan
kesehat-
an kerja

c. Standar
Prosedur
perencan-
an dan
pengawas-
an survei
dan
pemetaan

SK No 143733 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.3

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

TingLet
RisiLo

Pcrizlnan
Bcrus.ha

Persyaraten Jangke
trIaktu

Penerbltan

Kewqfiban PB IIMKU Perameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6t t7t (8t (e) (10) (11) lt2l (13)

geospasial,
dan
pengelolaan
dan
penyebar-
luasan
Data
Geospasial
/Informasi
Geospasial

d. Standar
mutu
hasil pe-
rencanaan
dan
pengawas-
an survei
dan
pemetaan

e. Pedoman
per-
lindungan
sosial
tenaga
ke{a
sesuai
ketentuan
peraturan
per-
undang-
undangan

4. Menerapkan
Sistem
Manajemen
Mutu

SK No 143734C



FRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA

I.Q.4

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llnglrup

SLel,a
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinen
Berueehe

Persyaratan Janglra
Waktu

Penerbiten

Kcwqiiban PB UMKT' Paramctcr Kcwenangan

(1) t2t (31 (4t (st (61 17l (81 (et 110) (1U lt2l (13)

5. Mengguna-
kan SDM
dengan
sertihkasi
bidang IG

6. Menerapkan
spesifikasi
teknis
pemrosesan
dan produk
DG/IG

Kode
subklasifi-
kasi: IGOO2
Kelompok
ini
mencakup
layanan
usaha
terkait
pelaksana-
an akuisisi
data
geospasial
berbasis

- Mikro
- Kecil
- Menengah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Berbentuk
badan usaha

2. Memiliki
sertifikat
penyedia jasa
bidang
informasi
geospasial
terkait
dengan
pelaksanaan
survei
terestris,
yang

10 Hari 1. Memenuhi
kualifikasi
sesuai
Standar
Klasihkasi
dan
Kualifikasi
Penyedia Jasa
Survei
Terestris

2. Menyampai-
kan laporan
kegiatan
Usaha

Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 143735C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.5

ITo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Useha

TingLet
RisiLo

Pcrizinan
Berusaha

Persyaratan Jangta
Wehu

Penerbiten

Kcwejibaa PB UMKTI Peramcter Kewenengan

(rl t2l (3t (41 (sl (6) t7l (8t (e) (10) ( 11) lr2l 113)

metode
terestrial,
utamanya
keahlian
penentuan
posisi 3
(tiga)
dimensi
titik kontrol
geodesi,
pengukur-
an sudut,
jarak, luas,
dan beda
tinggi
dalam
lingkup
survei titik
kontrol
tanah,
survei
Jaring
Kontrol
Horizontal,
survei

diterbitkan
oleh
Lembaga
Penilaian
Kesesuaian
Penyedia
Jasa bidang
informasi
geospasial
berdasarkan
SNI ISO/IEC
17065

3. Badan usaha
penanam
modal asing
wajib
berafiliasi
dengan
badan usaha
dalam negeri

tahunan
Badan
Usaha.

3. Menerapkan
Standar
Keamanan,
Keselamatan,
Kesehatan
dan
Keberlanjut-
an meliputi:

a. Standar
mutu
peralatan

b. Standar
keselamat-
an dan
kesehatan
kerja

c. Standar
Prosedur
Pelaksana-
an akuisisi
data
geospasial

SK No 143736C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.Q.6

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltngkup

St "la
Ueaha

Tinglat
Risiho

Pcrizinen
Bcrusehe

Pcrsyareten Jangla
trIaLtu

Penerbitan

Kewajlban PB I,MKU Parameter Kewenangan

(1) t2l (3t (4t (s) (6) t7l (8) (el (101 ( 1r) lt2l (131

Jaring
Kontrol
Vertikal,
survei
detail
situasi,
survei
utilitas,
survei
toponim,
survei
penegasan
batas, dan
survei gaya
berat

berbasis
metode
terestrial

d. Standar
mutu hasil
pelaksana-
an Jasa
akuisisi
data
geospasial
berbasis
metode
terestrial

e. Pedoman
per-
lindungan
sosial
tenaga
kerja
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang
-undangan

SK No 143737 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

T.Q.7

lYo Kode
I{BLI

Judul
KBLI

Rueng
Liagkup

Stnla
Usehe

Tingkat
Risiko

Pcrlzlnan
Berusahe

Persyeratan Jangka
Wektu

Penerbltan

Kewajiban PB UMITU Paremeter Kewenangan

t1) t2t (3) (4t (st (61 17l (81 (et (101 (1U lt2l (131

4. Menerapkan
Sistem
Manajemen
Mutu

5. Mengguna-
kan SDM
dengan
sertifikasi
bidang IG

6. Menerapkan
spesifikasi
teknis
pemrosesan
dan produk
DG/IG

Kode
subklasifl-
kasi:
rcroo3

Kelompok
ini
mencakup
layanan
usaha

- Mikro
- Kecil
- Menengah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Berbentuk
badan usaha

2. Memiliki
sertifikat
penyedia jasa
bidang
informasi
geospasial
terkait
pelaksanaan

10 Hari 1. Memenuhi
kualifikasi
sesuai
Standar
Klasil-rkasi
dan
Kualifikasi
Penyedia Jasa
fotogrametri
dan

Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 143738C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.8

Ito Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Skala
Useha

Tinglet
RlsiLo

Perizinan
Benrsaha

Persyeratan Jenglra
Waktu

Pcnerbitan

Kewqilban PB I'MKU Paremctcr Kewenangan

(U t2t (3) (4) (5) (6t 17t (8t tet llol (1U lt2l (131

terkait
Foto-
grametri
dan
Pengindera-
an Jauh
(Earth
Obseruing
and
Scanningl
untuk
pelaksana-
an:

(1) akuisisi
data geo-
spasial
berbasis
wahana
udara
meng-
gunakan
metode
foto-
grametri,
lidar, dan

pekerjaan
fotogrametri
dan
pengindera-
an jauh,
yang
diterbitkan
oleh
Lembaga
Penilaian
Kesesuaian
Penyedia
Jasa bidang
informasi
geospasial
berdasarkan
SNI ISO/IEC
17065

3. Badan usaha
penanam
modal asing
wajib
berafiliasi
dengan

penginderaan
jauh

2. Menyampai-
kan laporan
kegiatan
Usaha
tahunan
Badan Usaha

3. Menerapkan
Standar
Keamanan,
Keselamatan,
Kesehatan
dan
Keberlanjut-
an meliputi:
a. Standar

mutu
peralat-
an

b. Standar
ke-
selamat-
an dan

SK No 143739C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.Q.9

ItTo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLale
Usahe

Tinglat
Rislho

Perizlnan
Berusaha

Persyeretan JangLa
I[ehu

Penerbitan

Kewajiban PB I'UKU Paremeter Kewcnangaa

l1) t2l (3) (41 (s) (6) 17l (8t (e) (101 tlu lt2l (131

Sgnthetic
Aperfitre
Radar
atau SAR

(2) akuisisi
data geo-
spasial
berbasis
wahana
satelit
peng-
inderaan
jauh
meng-
gunakan
sensor
optik,
Iidar, dan
radar

(3) Peng-
olahan
hasil
akuisisi
data foto-
srametri

badan usaha
dalam negeri

kesehat-
an kerja

c. Standar
Prosedur
Pelaksa-
naan
pekeda-
an foto-
grametri
dan
peng-
inderaan
jauh

d. Standar
mutu
hasil pe-
laksana-
an Jasa
peke{a-
an foto-
grametri
dan
peng-
inderaan
iauh

SK No 143740C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.Q.1O

IIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Slnle
Usehe

TingLat
Rlslto

Pcrlzlnan
Beruseha

Pcrsyaratan Janglra
I[aktu

Pcnerblten

Kewqiiban PB UMI{U Parameter Kcwcaangan

(1) l2t (3t l4l (s) (6t 17l (Et (e) (101 (11) lr2l (131

dan
peng-
inderaan
jauh
untuk
meng-
hasilkan
antara
lain
ortofoto,
Digital
Surface
Model
(DSM),
Dgital
Terrain
Model
(DrM)
sesuai
ketentu-
an

e. Pedoman
per-
lindung-
an sosial
tenaga
ke{a
sesuai
ketentu-
an
peratur-
an per-
undang-
undang-
an

4. Menerapkan
Sistem
Manajemen
Mutu

5. Mengguna-
kan SDM
dengan
sertifikasi
bidang IG

6. Menerapkan
spesifikasi

SK No 143741 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.Q.11

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzlnan
Bcrusaha

Persyaretan Jangka
f,Iaktu

Penerbltan

Kewqilban PB IruKTI Parrmeter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (5t (6) 17l (8t (et (10) ( 11) lr2l (13)

teknis
pemrosesan
dan produk
DG/IG

Kode
subkLasi-
fikasi:
IGO04
Kelompok
ini
mencakup
layanan
usaha
terkait
pelaksana-
an akuisisi
data
geospasial
hidrograh
utamanya
untuk
kegiatan
pengamat-
an pasut,
penzukur-

-Mikro
- Kecil
- Menengah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Berbentuk
badan usaha

2. Memiliki
sertifrkat
penyedia jasa
bidang
informasi
geospasial
terkait
pelaksanaan
pekerjaan
hidrografr
yang
diterbitkan
oleh
L,embaga
Penilaian
Kesesuaian
Penyedia
Jasa bidang
informasi

10 Hari 1. Memenuhi
kualihkasi
sesuai
Standar
Klasihkasi
dan
Kualifikasi
Penyedia Jasa
hidrograh

2. Menyampai-
kan laporan
kegiatan
Usaha
tahunan
Badan Usaha

3. Menerapkan
Standar
Keamanan,
Keselamatan,
Kesehatan
dan

Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 143742 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.Q.r2

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

Skala
Useha

Tinglat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Pcreyaratan Jangka
Wektu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (51 (6t 17t (Et (e) (10) (11) lt2l (13)

an garis
pantai, dan
pemerum-
an
termasuk
pengolahan
datanya

geospasial
berdasarkan
SNI ISO/IEC
L7065

3. Badan usaha
penanam
modal asing
wajib
berafiliasi
dengan
badan usaha
dalam negeri

Keberlanjut-
an meliputi:
a. Standar

mutu
peralat-
an

b. Standar
ke-
selamat-
an dan
kesehat-
an ke{a.

c. Standar
Prosedur
pe-
laksana-
an
akuisisi
data
hidro-
grafr

d. Standar
mutu
hasil
pelaksa-

SK No 143743 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.Q.13

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltngkup

SLah
Usehe

Ttngkat
Rlsilo

Pcrlzlnan
Beruseha

Persyarataa Jengka
Wehu

Pencrblten

Kcwqilbaa PB UMKTI Parametcr Kcwenangaa

(1) t2l (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) l10l ( 11) lt2l (131

naan
Jasa
akuisisi
data
hidro-
grah

e. Pedoman
per-
lindung-
an sosial
tenaga
keda
sesuai
ketentu-
an
peratur-
an per-
undang-
undang-
an

4. Menerapkan
Sistem
Manajemen
Mutu

SK No 143744C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.Q.14

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltnglup

Skda
Useha

Tinglat
Rlslto

Perizinan
Berusaha

Persyeretan Jenglra
Waktu

Pencrbltan

Kewajiban PB I,MKT' Perameter Kewenangan

l1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (81 lel (10) ( 11) lr2l (13)

5. Mengguna-
kan SDM
dengan
sertil-rkasi
bidang IG

6. Menerapkan
spesifikasi
teknis
pemrosesan
dan produk
DG/IG

Kode
subklasifik
asi: IGOOS

Kelompok
ini
mencakup
layanan
usaha
terkait:
(1) Kompi-

Iasi/
ekstrak-
si data

- Mikro
- Kecil
- Menengah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Berbentuk
badan usaha

2. Memiliki
sertifikat
penyedia jasa
bidang
informasi
geospasial
terkait
pelaksanaan
pekerjaan
sistem
informasi
geografis dan

10 Hari 1. Memenuhi
kualifikasi
sesuai
Standar
Klasifikasi
dan
Kualifikasi
Penyedia Jasa
sistem
informasi
geografis dan
analisis
spasial

Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 143745C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.Q.1s

ilo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltnglrup

Skda
Usaha

Tinglat
Risiko

Pcrizinan
Berusaha

Persyeratrn Jangka
Wektu

Penerblten

Kewajlban PB I'TIKU Paramctcr Kewenangan

(U t2l (3) (4) (s) (61 17l (8) (e) (101 (1 rl lr2l 113)

berbasis
foto
udara
dan
citra
peng-
inderaan
jauh
untuk
men-
dapat-
kan
informa-
si geo-
spasial

(21 Pe-
rancang
-an dan
pem-
bangun-
an
sistem
basis
data
serta

analisis
spasial, yang
diterbitkan
oleh
Lembaga
Penilaian
Kesesuaian
Penyedia
Jasa bidang
informasi
geospasial
berdasarkan
SNI ISO/IEC
t7065

3. Badan usaha
penanam
modal asing
wajib
berafiliasi
dengan
badan usaha
dalam negeri

2. Menyampai-
kan laporan
kegiatan
Usaha
tahunan
Badan Usaha

3. Menerapkan
Standar
Keamanan,
Keselamatan,
Kesehatan
dan
Keberlanjut-
an meliputi:
a. Standar

mutu
peralat-
an

b. Standar
ke_
selamat-
an dan
kesehat-
an keda

SK No 143746C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.Q.16

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skela
Usaha

Tingkat
Risilo

Perizinan
Berusaha

Persyaraten Jangka
Waktu

Pcnerbitan

Kewqilban PB IIMKU Peremctcr Kewenangan

(u t2t (3) (4) (st (6) 17l tEt (e) (10) (11) lt2l (13)

analisis
spasial

(3) Analisis
ke-
wilayah-
an

(4) Penyaji-
an
informa-
si geo-
spasial

(5) Pe-
ngelolaan
dan
penyebar-
luasan
Data
Geo-
spasial/
Informasi
Geo-
spasial

c. Standar
Prosedur
Pelaksa-
naan
pekerja-
an
sistem
informa-
si
geografis
dan
analisis
spasial

d. Standar
mutu
hasil
pelaksa-
naan
pekeda-
an
sistem
informa-
si
geografrs
dan

SK No 143747 C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.Q.17

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglrup

Skeh
Usahe

TingLat
Risiko

Periziaan
Beruseha

Pcrsyaratan Jangha
Waktu

Pencrbiten

Kewqilban PB I'MKTI ParaECter Kewenangan

(U t2t (31 t4t (5) (6) 17l tE) te) 110) (1U lr2l (131

analisis
spasial

e. Pedoman
per-
lindung-
an sosial
tenaga
kery'a
sesuai
ketentu-
an
peratur-
an per-
undang-
undang-
an

4. Menerapkan
Sistem
Manajemen
Mutu

5. Mengguna-
kan SDM
dengan
sertihkasi
bidane IG

SK No 143748 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.Q.18

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Useha

Tingkat
Risiko

Perlzlnan
Berusaha

Persyeretea Jangka
Welrtu

Penerbitan

Kewqiiben PB IIMKTI Peremeter Kewenangan

(1) tzt (3) (4t (s) t6) 17l (8t (el (10) ( 1r) lr2l (131

6. Menerapkan
spesif,rkasi
teknis
pemrosesan
dan produk
DG/IG

SK No 143749 C



PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.1

R. PERIZINAN BERUSATIA SEKTOR KETENAGAKERJAAN
No

I

Pcrsyaratan Jangke
Wettu

Penerbltan

Kewqfiban PB
IIMKI'

Parameter Kcwenangan

(1) (Et (el (101 ( 11) lr2l l13l
5 Hari 1. Melaksanakan

kegiatan
pelatihan
keq'a paling
lambat 1 ta-
hun sejak PB
diterbitkan

2. Melaksanakan
akreditasi
lembaga
pelatihan
kerja paling
lambat 3 ta-
hun sejak PB
diterbitkan

3. Melaporkan
perubahan
atau penaln-
bahan prog-
ram pelatihan
kerja

4. Menggunakan
instruktur

Seluruh Bupati/ Wali-
kota

Judul KBLI

(3) (s) (6t t7tl2l
78421

(4)

Seluruh

Kode
XBLI

SLala
Usaha

Perlzinen
Berusehe

Ruang
Lingkup

Ttnglat
RisiLo

Pelatihan
Keq'a
Teknik
Swasta

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Melampirkan
riwayat hiciup
penanggung
jawab usaha
pelatihan
kerja berupa
CV Pe-
nanggung Ja-
wab LPK

2. Melampirkan
profil lembaga
pelatihan
kerja berupa
Dokumen Pro-
fil Lembaga
yang ditanda-
tangani oleh
pen€rnggung
jawab LPK
memuat:
a. stnrktur

organisas!

SK No 112552 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.2

Ilo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LingLup

SLah
Usaha

Tiaglat
Risilro

Perizinan
Beruseha

Persyeratan Jangke
trIaLtu

Pcncrblten

Kewqiiben PB
IruKU

Parameter Kewcnangan

(U tzt (3) (41 (sl (6t 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (131

dan uraian
tugas

b. daftar &
CV ins-
truktur
dan tenaga
pelatihan,
sertifikat
kompetensi
instruktur

c. program
ke{a dan
RAB untuk
3 tahun

d. program
PBK

e. kapasitas
Iatih per
tahun

f. daftar &
foto sarana
dan
prasarana
pelatihan
Per

atau tenaga
pelatihan
sesuai dengan
program
pelatihan
keda

5. Melaksanakan
pelatihan
keda sesuai
dengan pro-
gram yang di-
setujui

6. Menggunakan
sarana dan
prasarana
pelatihan
keda sesuai
dengan
program

7. Melaporkan
realisasi
kegiatan
pelatihan
kerja pada
pemerintah

SK No 112553 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.3

I{o Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltnglup

Stala
Usaha

Tingtat
Risilro

Perlzlnan
Beruseha

Persyeratan Jenglra
Welrtu

Penerbitan

KeweJiben PB
I'ItrKII

Paremeter Kewenangan

(1) tzt (3) t4) (s) (6t 17l (8) (el (10) (11) lt2l (131

program
pelatihan

3. Melampirkan
tanda bukti
kepemilikan
atau sewa
atas sarana
dan prasarana
usaha
pelatihan
ke4'a berupa
Dokumen
Bukti
Kepemilikan
atau sewa
bermeterai
cukup

4. Surat
kerjasama
dengan
Lembaga
Pelatihan
Keq'a yang
sudah
memperoleh

kabupaten/
kota secara
berkala 6
bulan sekali

8. Mewajibkan
alih teknologi
dalam hal LPK
menggunakan
TKA untuk
jabatan
instruktur

9. Dalam hal
usaha pelati-
han kerja
mempekerja-
kan Tenaga
Ke{a Asing
(TKA)wajib
memiliki
pengesahan
Rencana
Penggunaan
Tenaga Kerja
Asing (RPTI(A)
sesuai dengan

SK No 112554 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.R.4

ItIO Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tiagkat
Rlslto

Periziuan
Bcnrsaha

Persyeretan Jenglra
Wattu

Penerbitan

Kewqilban PB
I'UKII

Parameter Kewcnangan

(1) t2t (3) t4) (s) (6) t7t (Et (el (10) ( 11) lr2l (13)

akreditasi dari
lembaga
akreditasi
lembaga
pelatihan
kerja berupa
Dokumen
Keq'asama
dengan LPK
terakreditasi
bermeterai
cukup

5. Apabila
Pelaku Usaha
menggunakan
standar
kompetensi
khusus maka
Pelaku Usaha
wajib
melampirkan
bukti
registrasi
standar
kompetensi

ketentuan
per-undang-
undangan di
bidang
ketenagakeq'a
-an

SK No 112555 C



PRESIDEN
REPUBLIK INI}ONESIA

I.R.5

IIo Kode
I{BLI

Judul KBLI Ruang
Ltnglrup

Stala
Usaha

Tingkat
Rislto

Perizlnan
Benrsaha

Persyeraten Jangln
Waktu

Pencrbltsa

KcwaJlban PB
IIMKTI

Parameter Kewcnangan

(1) t2t (3) t4) (5) (6) 17l (81 (e) (10) (1U lt2l (131

khusus dari
kementerian
yang akan
dijadikan
acuan
pelaksanaan
program
pelatihan
berupa
Dokumen
Registrasi SKK
dari
Kementerian
Ketenaga-
keriaan

o 78422 Pelatihan
Keda
Teknologi
Informasi
dan Komu-
nikasi
Swasta

Seluruh - Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Melampirkan
riwayat hidup
Penanggung
jawab usaha
pelatihan
kerja berupa
CV
Penanggung
Jawab LPK

5 Hari 1. Melaksanakan
kegiatan
pelatihan
keg'a paling
lambat I
tahun sejak
PB diterbitkan

2. Melaksanakan
akreditasi
lembasa

Seluruh Bupati/
Walikota

SK No 112556 C



PRESTDEN
REPUBLIK TNDONESIA

I.R.6

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Stala
Usaha

Ttnglat
Rlelko

Perizinen
Beruseha

Persyaratan Jangta
If,aLtu

Pcncrbiten

KeweJiban PB
IruKTI

Parameter Kcwenangan

(u l2l (3) (4) (5) (6) t7l (81 (et (101 (111 lt2l (13)

2. Melampirkan
prohl lembaga
pelatihan
keq'a berupa
Dokumen
Profrl
Lembaga yang
ditanda-
tangani oleh
penanggung
jawab LPK
memuat:
a. struktur

organisasi
dan uraian
tugas

b. daftar &
CV ins-
truktur
dan tenaga
pelatihan,
sertifikat
kompetensi
instruktur

pelatihan
kerja paling
lambat 3
tahun sejak
PB diterbitkan

3. Melaporkan
perubahan
atau penam-
bahan prog-
ram pelatihan
ke{a

4. Menggunakan
instruktur
atau tenaga
pelatihan
sesuai dengan
program
pelatihan
ke{a

5. Melaksanakan
pelatihan
kerja sesuai
dengan prog-
ram yang di-
setuiui

SK No 112557 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.7

Ilto Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Slrela
Usaha

Ttngkat
Rlsilo

Perizlnan
Beruseha

Pcrsyeretrn Jangke
WaLtu

Penerbitrn

KewqJiban PB
IruKU

Parameter Kewenangan

IU t2t l3) (4t t5) (61 17l t8t (el (101 (1U lt2l (13)

c. program
kerja dan
RAB untuk
3 tahun

d. program
PBK

e. kapasitas
latih per
tahun

f. daftar &
foto sarana
dan
prasarana
pelatihan
per
program
pelatihan

3. Melampirkan
tanda bukti
kepemilikan
atau sewa
atas sarana
dan prasarana
usaha
pelatihan

6. Menggunakan
sarana dan
prasarana
pelatihan
kerja sesuai
dengan
program

7. Melaporkan
realisasi
kegiatan
pelatihan
kerja pada
pemerintah
kabupaten/
kota secara
berkala 6
bulan sekali

8. Mewajibkan
alih teknologi
dalam hal LPK
menggunakan
TKA untuk
jabatan
instruktur

SK No I12558 C



PRESIOEN
REPUBLIK I}IDONESIA

I.R.8

No

(U

Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Tinglat
Risiko

Pcrlzinan
Bcrueahe

Persyeratra Jangka
WaLtu

Peaerblten

KewaJiban PB
UMKTI

Parameter Kewenangan

t2l (3) l4) l5) (6t 17l (8) (el (ro) (1U lt2l (131

keda berupa
Dokumen
Bukti
Kepemilikan
atau sewa
bermeterai
cukup

4. Surat
kerjasama
dengan
lembaga
pelatihan
kerja yang
sudah
memperoleh
akreditasi
dari lembaga
akreditasi
lembaga
pelatihan
kerja berupa
Dokumen
Kerjasama
dengan LPK
terakreditasi

9. Dalam hal
usaha pelati-
han kerja
mempekerja-
kan Tenaga
Kerja Asing
(TKA)wajib
memiliki
pengesahan
Rencana
Penggunaan
Tenaga Kerja
Asing (RPTI(A)
sesuai dengan
ketentuan pe-
rundang-un-
dangan di bi-
dang
ketenagakerja
-an

SK No 112559 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.9

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llngkup

SLala
Usahe

TtngLat
Rlelko

Perlzlnan
Berusaha

Persyareten Jengle
Wattu

Penerblten

KewaJlban PB
IIMI(I

Parametcr Kewenangan

tu tzt (3) (4) (st t6) 17l (8) (e) (10) (ru lt2l 113)

bermeterai
cukup

5. Apabila
Pelaku Usaha
menggunakan
standar
kompetensi
khusus maka
Pelaku Usaha
wajib
melampirkan
bukti
registrasi
standar
kompetensi
khusus dari
kementerian
yang akan
dijadikan
acuan
pelaksanaan
program
pelatihan
berupa
Dokumen

SK No 112560 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.10

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Stela
Usaha

Tinglat
Rlslho

Pcrizlnan
Bcrusahe

Persyeretan Jangka
WaLtu

Peaerbitan

KewaJlben PB
UUI(II

Parameter Kcwenangan

(U t2t (31 l4) (5t (6t t7t (8) (e) (101 llu lt2l l13l
Registrasi SKK
dari
Kementerian
Ketenaga-
keriaan

3 78423 Pelatihan
Kerja In-
dustri Kre-
atif Swasta

Seluruh Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Melampirkan
riwayat hidup
penanggung
jawab usaha
pelatihan
keda berupa
CV Pe-
nanggung Ja-
wab LPK

2. Melampirkan
profrl lembaga
pelatihan
ke{a berupa
Dokumen Pro-
fil Lembaga
yang ditanda-
tangani oleh
penarlggung
jawab LPK
memuat:

5 Hari 1. Melampirkan
riwayat hidup
penanggung
jawab usaha
pelatihan
kerja berupa
CV Pe-
nanggung Ja-
wab LPK

2. Melaksanakan
akreditasi
lembaga
pelatihan
ke{a paling
lambat 3 ta-
hun sejak PB
diterbitkan

3. Melaporkan
perubahan
atau penam-

Seluruh Bupati/
Walikota

SK No 11256l C



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

r.R.11

!to Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLrla
Usaha

Tlngkat
Risllo

Perlzlnen
Berusaha

Persyeratan Jenglra
Waktu

Penerbitaa

KcwaJlban PB
I'ItrKTI

Paramcter Kewenangan

(U t2l (3) (41 (s) (6) 17l (8t te) l10l (1U ltzl (13)

a. struktur
organisasi
dan uraian
tugas

b. daftar &
CV ins-
truktur
dan tenaga
pelatihan,
sertifikat
kompetensi
instruktur

c. program
ke{a dan
RAB untuk
3 tahun

d. program
PBK

e. kapasitas
latih per
tahun

f. daftar &
foto sarana
dan prasa-
rana

bahan prog-
ram pelati-
han kerja

4. Menggunakan
instruktur
atau tenaga
pelatihan
sesuai dengan
program
pelatihan
ke{a

5. Melaksanakan
pelatihan
kerja sesuai
dengan prog-
ram yang di-
setujui

6. Menggunakan
sarana dan
prasarana
pelatihan
kerl'a sesuai
dengan prog-
ram

SK No 112562 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.R.12

Ilo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltnglup

SLrla
Usaha

Ttaglrat
RlslLo

Perizlnan
Bcrusaha

Persyeratan Jangta
WaLtu

Peaerbitan

Kewqliban PB
I'UKtI

Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (s) (6t 17l (Et (el (10) ( 1r) lt2l (131

pelatihan
per pro-
gram
pelatihan

3. Melampirkan
tanda bukti
kepemilikan
atau sewa
atas sarana
dan prasarana
usaha pelati-
han kerja
berupa Doku-
men Bukti
Kepemilikan
atau sewa
bermeterai
cukup

4. Surat ker-
jasama
dengan lem-
baga pelati-
han kery'a
yang sudah
memperoleh

7. Melaporkan
realisasi
kegiatan
pelatihan
kerja pada
pemerintah
kabupaten/
kota secara
berkala 6 bu-
lan sekali

8. Mewajibkan
alih teknologi
dalam hal LPK
mengguna-
kan Tenaga
Keq'a Asing
(TKA)untuk
jabatan ins-
truktur

1O.Dalam hal
usaha pelati-
han kerja
mempekerja-
kan Tenaga
Keria Asing

SK No 112563 C



PRESIDEN
FEPUBLIK TNDONESIA

I.R.13

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Stah
Usahe

Tinglat
Risiko

Perlzinan
Berusehe

Pcrsyaratan Jaaglra
Wehu

Penerbitra

KewaJiban PB
IIMKII

Parameter Kewenangen

(1) t2t t3t (4) (sl (6) 17t (8t (et (10) (1U lt2l (131

akreditasi dari
lembaga
akreditasi
lembaga
pelatihan
kerja berupa
Dokumen Ker-
jasama
dengan LPK
terakreditasi
bermeterai
cukup

5. Apabila
Pelaku Usaha
menggunakan
standar kom-
petensi khu-
sus maka
Pelaku Usaha
wajib
melampirkan
bukti regis-
trasi standar
kompetensi
khusus dari

(TKA)wajib
memiliki
pengesahan
Rencana
Penggunaan
Tenaga Ke4'a
Asing (RPTKA)
sesuai dengan
ketentuan
perundang-
undangan di
bidang
ketenagaker-
jaan

SK No 1125640



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA

I.R.14

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLrla
Useha

Tingtat
Risiko

Perizinan
Benrsahe

Persyaratan JangLe
Waktu

Penerbltan

Kcwqflban PB
IIMKT'

Parameter Kewenengan

(1) t2t (3) (41 (s) (6) 17t (8) (et (10) (1U lr,zl l13l
kementerian
yang akan di-
jadikan acuan
pelaksanaan
progr€rm
pelatihan
berupa Doku-
men Regis-
trasi SKK dari
Kementerian
Ketenagaker-
iaan

4 78424 Pelatihan
Kerja Pari-
wisata dan
Perhotelan
Swasta

Seluruh - Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Melampirkan
riwayat hidup
penanggung
jawab usaha
pelatihan
kerja berupa
CV Pe-
nanggung Ja-
wab LPK

2. Melampirkan
profil lembaga
pelatihan
keria berupa

5 Hari 1. Melaksanakan
kegiatan
pelatihan
kerja paling
lambat 1 ta-
hun sejak PB
diterbitkan

2. Melaksanakan
akreditasi
lembaga
pelatihan
ke{a paling
lambat 3

Seluruh Bupati/
Walikota

SK No 112565 C



PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA

I.R.15

No Kode
ITSLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Strela
Usahe

Tingtat
Risilro

Perlzlnea
Berueeha

Persyareten Jenglra
WeLtu

Penerbitan

KewaJiban PB
T'MKI'

Parameter Kewcnangan

(U t2t (3) (4) (st (6) 17l (8) (et (101 (1r) lt2l (131

Dokumen Pro-
I-rl L,embaga
yang ditanda-
tangani oleh
penanggung
jawab LPK
memuat:
a. struktur

organisasi
dan uraian
tugas

b. daftar &
CV ins-
truktur
dan tenaga
pelatihan,
sertifrkat
kompetensi
instruktur

c. program
keda dan
RAB untuk
3 tahun

d. program
PBK

tahun sejak
PB diterbitkan

3. Melaporkan
perubahan
atau penam-
bahan prog-
ram pelatihan
ke{a

4. Menggunakan
instruktur
atau tenaga
pelatihan
sesuai dengan
program
pelatihan
keda

5. Melaksanakan
pelatihan
keq'a sesuai
dengan prog-
ram yang di-
setujui

6. Menggunakan
sarana dan
prasarana

SK No 112566 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.R.16

I{o Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingtup

SLrla
Usaha

TingLat
Rlslko

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jaaglra
WaLtu

Pcnerbltan

Kewqfiban PB
UItrKTI

Parameter Kewenaugan

(1) t2t (3) (41 (s) (6) 17l (8) (e) (101 (11) lt2l (13)

e. kapasitas
latih per
tahun

f. daftar &
foto sarana
dan prasa-
rana pelati-
han per
program
pelatihan

3. Melampirkan
tanda bukti
kepemilikan
atau sewa
atas sarana
dan prasarana
usaha pelati-
han keq'a
berupa Doku-
men Bukti
Kepemilikan
atau sewa
bermeterai
cukup

pelatihan
kerja sesuai
dengan prog-
ram

7. Melaporkan
realisasi
kegiatan
pelatihan
kerja pada
pemerintah
kabupaten/
kota secara
berkala 6 bu-
Ian sekali

8. Mewajibkan
alih teknologi
dalam hal LPK
menggunakan
Tenaga Kerja
Asing (TKA)
untuk jabatan
instruktur

9. Dalam hal
usaha pelati-
han keria

SK No 112567 C



PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.17

IVo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usehe

TingLat
Rislko

Perizinan
Berusahe

Persyaratea Jangla
WeLtu

Penerbitan

KewqJlban PB
I'UKII

Parameter Kewenangan

(u t2t (3) (41 (sl (6) 17l t8) (el (rol ( 11) lt2l (13)

4. Surat ker-
jasama
dengan lem-
baga pelati-
han kerja
yang sudah
memperoleh
akreditasi dari
lembaga
akreditasi
lembaga
pelatihan
kerja berupa
Dokumen Ker-
jasama
dengan LPK
terakreditasi
bermeterai
cukup

5. Apabila
Pelaku Usaha
menggunakan
standar kom-
petensi khu-
sus maka

mempeker-
jakan Tenaga
Keq'a Asing
(TKA)wajib
memiliki
pengesahan
Rencana
Penggunaan
Tenaga Kerja
Asing (RPTI(A)
sesuai dengan
ketentuan
per-undang-
undangan di
bidang
ketenagaker-
jaan

SK No 112568 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.18

![o Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SlraIa
Usahe

TingLat
Rlsilo

Perizinen
Berusaha

Pcrsyeratan Jangta
WaLtu

Pcncrbitsn

KewaJlben PB
IIMKII

Parameter Kewenangan

(rt l2t t3) (4) (st (61 t7l (8) (el (10) ( 11) lt2l (131

Pelaku Usaha
wajib
melampirkan
bukti regis-
trasi standar
kompetensi
khusus dari
kementerian
yang akan di-
jadikan acuarl
pelaksanaan
program
pelatihan
berupa Doku-
men Regis-
trasi SKK dari
Kementerian
Ketenagaker-
jaan

5 78425 Pelatihan
Kerja Bisnis
dan Mana-
jemen
Swasta

Seluruh - Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Melampirkan
riwayat hidup
penanggung
jawab usaha
pelatihan
keria berupa

5 Hari Melaksanakan
kegiatan
pelatihan
ke{a paling
lambat I

Penye-
leng-
garaan
Pema-
gangan

Seluruh Bupati/
Walikota

SK No 112569 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.19

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Slrrla
Useha

TtngLat
Rleiho

Pcrizinan
Bcruseha

Persyeretaa Jangla
Welrtu

Penerbiten

Kewqjiban PB
I'UKII

Parameter Kewcnangen

(1) l2t (3i (4) (s) (61 17l (8) (et (ro) ( 11) lt2l (13)

CV Pe-
nanggung Ja-
wab LPK

2. Melampirkan
profil lembaga
pelatihan
kerja berupa
Dokumen Pro-
hl Lembaga
yang ditanda-
tanga-ni oleh
penanggung
jawab LPK
memuat:
a. struktur

organisasi
dan uraian
tugas

b. daftar &
CV ins-
truktur
dan tenaga
pelatihan,
sertihkat

tahun sejak
PB diterbitkan

2. Melaksanakan
akreditasi
lembaga
pelatihan
kerja paling
lambat 3 ta-
hun sejak PB
diterbitkan

3. Melaporkan
perubahan
atau penam-
bahan prog-
ram pelatihan
ke{a

4. Menggunakan
instruktur
atau tenaga
pelatihan
sesuai dengan
prograrn
pelatihan
keria

di Luar
Negeri

SK No 112570 C



PRESIT'EN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.20

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Ltngkup

SLala
Useha

Ttngtat
Rlslko

Perizinan
Beruseha

Persyaraten Jangla
If,ettu

Peaerbitan

KcwaJiban PB
IIMKII

Paranctcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4t (s) (61 t7l (8t (e) 110) (1U lt2l (13)

kompetensi
instruktur

c. program
kerja dan
RAB untuk
3 tahun

d. program
PBK

e. kapasitas
latih per
tahun

f. daftar &
foto sarana
dan prasa-
rana pelati-
han per
Program
pelatihan

3. Melampirkan
tanda bukti
kepemilikan
atau sewa
atas sarana
dan prasarana
usaha

5. Melaksanakan
pelatihan
kerja sesuai
dengan prog-
ram yang di-
setujui

6. Menggunakan
sarana dan
prasarana
pelatihan
kerja sesuai
dengan prog-
ram

7. Melaporkan
realisasi
kegiatan
pelatihan
kerja pada
pemerintah
kabupaten/
kota secara
berkala 6 bu-
lan sekali

8. Mewajibkan
alih teknolosi

SK No ll257l C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.R.21

No Kode
I{BLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

Slrala
Usaha

Tingtat
Risiko

Perlzinan
Bcnrsaha

Persyeratea Jengle
WeLtu

Penerbiten

Kcwqllban PB
UUI(TI

Parameter Kewenangan

(r) t2t (3) (41 (s) (6t t7t (E) (et llo) (1rl lt2l 113)

pelatihan
kerja berupa
Dokumen
Bukti
Kepemilikan
atau sewa
bermeterai
cukup

4. Surat ker-
jasama
dengan lem-
baga pelati-
han kerja
yang sudah
memperoleh
akreditasi dari
lembaga
akreditasi
lembaga
pelatihan
kerja berupa
Dokumen Ker-
jasama
dengan LPK
terakreditasi

dalam hal LPK
menggunakan
Tenaga Kerja
Asing (TKA)
untuk jabatan
instruktur

9. Dalam hal
usaha pelati-
han ke{a
mempeker-
jakan Tenaga
Kerja Asing
(TKA)wajib
memiliki
pengesahan
Rencana
Penggunaan
Tenaga Kerja
Asing (RPTKA)
sesuai dengan
ketentuan
perundang-
undangan di
bidang

SK No 112572 C



PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.R.22

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLrla
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Beruseha

Persyerrtrn Jengta
Walrtu

Penerbitan

Kewqfibaa PB
IIMKTI

Pererneter Kewcnangan

(U t2t (3) (41 (5t (6) 17t (81 (e) (10) (1U lt2l (131

bermeterai
cukup

5. Apabila
Pelaku Usaha
menggunakan
standar kom-
petensi khu-
sus maka
Pelaku Usaha
wajib
melampirkan
bukti regis-
trasi standar
kompetensi
khusus dari
kementerian
yang akan di-
jadikan acuarl
pelaksanaan
program
pelatihan
berupa Doku-
men Regis-
trasi SKK dari
Kementerian

ketenagaker-
jaan

SK No 112573 C



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.23

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltnglup

Stah
Usaha

Tingtat
RisiLo

Perizlnan
Bcrusahe

Persyereten Jangla
WeLtu

Pencrbitan

Kcwqilban PB
IIMI(tI

Paramcter Kcwcnangan

(1) l2l (3t (4) (s) (6t 17l (81 (e) (10) ll r) lt2l (13)

Ketenagaker-
iaan

6 78426 Pelatihan
Kerja Peker-
jaan Do-
mestik
Swasta

Seluruh - Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Melampirkan
riwayat hidup
penanggung
jawab usaha
pelatihan
kerja berupa
CV Pe-
nanggung Ja-
wab LPK

2. Melampirkan
profrl lembaga
pelatihan
kerja berupa
Dokumen Pro-
hl l.embaga
yang ditanda-
tangani oleh
penarlggung
jawab LPK
memuat:
a. struktur

organisasi

5 Hari 1. Melaksanakan
kegiatan
pelatihan
keq'a paling
lambat 1 ta-
hun sejak PB
diterbitkan

2. Melaksanakan
akreditasi
lembaga
pelatihan
ke{a paling
lambat 3 ta-
hun sejak PB
diterbitkan

3. Melaporkan
perubahan
atau penam-
bahan prog-
ram pelatihan
ke{a

4. Menggunakan
instruktur

Seluruh Bupati/
Walikota

SK No 112574 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.R.24

IIIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llnglup

Strata
Usaha

TingLat
Rislko

Perlzlnen
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka
WeLtu

Penerbiten

KeweJiban PB
I'MKU

Paramcter Kewcnangan

(r) t2t (3) (4) (s) (61 17l (81 (el (101 (1U lt2l (131

dan uraian
tugas

b. daftar &
CV ins-
truktur
dan tenaga
pelatihan,
sertihkat
kompetensi
instruktur

c. program
kery'a dan
RAB untuk
3 tahun

d. program
PBK

e. kapasitas
latih per
tahun

f. daftar &
foto sarana
dan
prasarana
pelatihan
per

atau tenaga
pelatihan
sesuai dengan
program
pelatihan
ke{a

5. Melaksanakan
pelatihan
kerja sesuai
dengan prog-
ram yang di-
setujui

6. Menggunakan
sarana dan
prasarana
pelatihan
ker;'a sesuai
dengan
program

7. Melaporkan
realisasi
kegiatan
pelatihan
kerja pada
pemerintah

SK No 112575 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.25

ITo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linglup

SLala
Usaha

Tingtat
Risiko

Perizinea
Berusaha

Persyaratan JeagLa
Waktu

Penerbltan

Kewejiban PB
IIUKTI

Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) t6) 17l (8t (el (101 ( 11) lt2l (13)

program
pelatihan

3. Melampirkan
tanda bukti
kepemilikan
atau sewa
atas sarana
dan prasarana
usaha
pelatihan
keq'a berupa
Dokumen
Bukti
Kepemilikan
atau sewa
bermaterai
cukup

4. Surat
ke4'asama
dengan
lembaga
pelatihan
keq'a yang
sudah
memperoleh

kabupaten/
kota secara
berkala 6
bulan sekali

8. Mewajibkan
alih teknologi
dalam hal LPK
menggunakan
Tenaga Ke{a
Asing (TIG)
untuk jabatan
instruktur

9. Dalam hal
usaha pelati-
han kerja
mempekerja-
kan Tenaga
Kerl'a Asing
(TKA)wajib
memiliki
pengesahan
Rencana
Penggunaan
Tenaga Kerja
Asine (RPTKA)

SK No 112576 C



PRESTDEN
REPUELIK INDONESIA

I.R.26

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLell
Usaha

Tingket
RlsiLo

Perizinan
Benrsahr

Pcrsyarataa Jangta
Walrtu

Pencrbitan

Kewrjiban PB
IruKU

Paramctcr Kewenangan

(U l2l t3t (4) (s) (61 17l (8) (el (10) (11) lt2l (131

akreditasi dari
lembaga
akreditasi
lembaga
pelatihan
kerja berupa
Dokumen
Ke4'asama
dengan LPK
terakreditasi
bermeterai
cukup

5. Apabila
Pelaku Usaha
menggunakan
standar
kompetensi
khusus maka
Pelaku Usaha
wajib
melampirkan
bukti
registrasi
standar
kompetensi

sesuai dengan
ketentuan pe-
rundang-un-
dangan di bi-
dang
ketenagaker-
jaan

SK No 112577 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

1.R.27

No Kode
I(BLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

SLah
Usahe

Tingket
Risllro

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jauglra
If,ektu

Penerbitan

Kcwqfiban PB
I'UKI'

Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (sl (61 17l (8) (e) (101 (r r) lt2l (13)

khusus dari
kementerian
yang akan
dijadikan
acuan
pelaksanaan
program
pelatihan
berupa
Dokumen
Registrasi
SKK dari
Kementerian
Ketenaga-
keriaan

7 78427 Pelatihan
Kerja Per-
tanian dan
Perikanan
Swasta

Seluruh - Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Melampirkan
riwayat hidup
penanggung
jawab usaha
pelatihan
kerja berupa
CV Pe-
nanggung Ja-
wab LPK

5 Hari 1. Melaksanakan
kegiatan
pelatihan
kery'a paling
lambat I ta-
hun sejak PB
diterbitkan

2. Melaksanakan
akreditasi
lembaga

Seluruh Bupati/
Walikota

SK No 112578 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.28

No Kode
I(BLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

SlraL
Usaha

Tingkat
Risilo

Perlzlnan
Berusaha

Persyeretan Jangte
Waktu

Penerbiten

KewaJlban PB
TIMKI'

Perameter Kewenangen

(1) t2t t3t (4) (st (6t 17l (81 tel (10) t1u lt2l (131

2. Melampirkan
profil lembaga
pelatihan
keda berupa
Dokumen Pro-
fil Lembaga
yang ditanda-
tangani oleh
penanggung
jawab LPK
memuat:
a. struktur

organisasi
dan uraian
tugas

b. daftar &
CV ins-
truktur
dan tenaga
pelatihan,
sertifikat
kompetensi
instruktur

c. program
keria dan

pelatihan
keda paling
lambat 3 ta-
hun sejak PB
diterbitkan

3. Melaporkan
perubahan
atau penam-
bahan pro-
gram pelati-
han kerja

4. Menggunakan
instruktur
atau tenaga
pelatihan
sesuai dengan
program
pelatihan
kerja

5. Melaksanakan
pelatihan
kerja sesuai
dengan prog-
ram yang di-
setuiui

SK No 112579 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.29

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linglrup

Skrla
Usaha

Tinglat
Risiko

Perlzinan
Bcnrsaha

Persyaratan Jangke
Waltu

Pencrbitan

Kewajlban PB
IIMKII

Parameter Kewcnangan

(1) l2t (3) (41 (s) (6) 17t (8) (e) (10) 111) lt2l l13l
RAB untuk
3 tahun

d. program
PBK

e. kapasitas
latih per
tahun

f. daftar &
foto sarana
dan prasa-
rana pelati-
han per
program
pelatihan

3. Melampirkan
tanda bukti
kepemilikan
atau sewa
atas sarana
dan prasarana
usaha pelati-
han kerja
berupa Doku-
men Bukti
Kepemilikan

6. Menggunakan
sarana dan
prasarana
pelatihan
keg'a sesuai
dengan prog-
ram

7. Melaporkan
realisasi
kegiatan
pelatihan
kerja pada
pemerintah
kabupaten/
kota secara
berkala 6 bu-
lan sekali

8. Mewajibkan
alih teknologi
dalam hal LPK
menggunakan
Tenaga Keg'a
Asing (TKA)
untuk jabatan
instruktur

SK No I12580 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LR.30

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Stala
Usaha

Tinglat
Rlslko

Perizlnen
Berusaha

Persyereten Jangka
WeLtu

Penerbitan

KewaJlben PB
IIMI(tI

Parametcr Kewcnangan

(1) t2t (3) (4) (5t (6) 17l (8) (et (10) (11) lt2l (131

atau sewa ber-
meterai cukup

4. Surat ker-
jasama
dengan lem-
baga pelatihan
kerja yang su-
dah mem-
peroleh
akreditasi dari
lembaga
akreditasi
lembaga
pelatihan
kerja berupa
Dokumen Ker-
jasama
dengan LPK
terakreditasi
bermeterai
cukup

5. Apabila
Pelaku Usaha
enggunakan
standar

9. Dalam hal
usaha pelati-
han kerja
mempeker-
jakan Tenaga
Keda Asing
(TKA)wajib
memiliki
pengesahan
Rencana
Penggunaan
Tenaga Kerja
Asing (RPTIG)
sesuai dengan
ketentuan
perundang-
undangan di
bidang
ketenagaker-
jaan

SK No I12581 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.R.31

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLala
Usrha

Tingtat
Rlslko

Pcrizinan
Bcrusaha

Persyaraten Jangka
Waktu

Peacrbitan

Kcwqiiban PB
IIMKI'

Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) (4t (s) (6) 17l (8) (el (10) (1U lt2l (13)

kompetensi
khusus maka
Pelaku Usaha
wajib
melampirkan
bukti regis-
trasi standar
kompetensi
khusus dari
kementerian
yang akan di-
jadikan acuan
pelaksanaan
prograrn
pelatihan
berupa Doku-
men Registrasi
SKK dari Ke-
menterian
Ketenaga-ker-
jaan

8 78429 Pelatihan
Keda

Pelatihan
Ke{a Keju-
ruan

- Mikro
- Kecil

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Melampirkan
riwayat hidup
pen€rnggung

5 Hari l. Melaksanakan
kegiatan
pelatihan

Peman-
faatan
Sumber

Seluruh Bupati/ Wali-
kota

SK No 112582 C



PREsIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LR.32

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingtup

Stele
Usahe

Ttngtat
RlslLo

Perlzinan
Berusaha

Persyeratrn Jangle
Waktu

Penerbitaa

Kewqilban PB
IIMKII

Parameter Kcwcnangan

(U t2t (3t (4) (s) (6t 17l (8) (el (10) ( 1r) lL2l (13)

Swasta
Lainnya

Swasta
Lainnya di
Luar Pem-
binaan dan
Konsultasi
K3

Mene-
ngah
Besar

jawab usaha
pelatihan
kerja berupa
CV Pe-
nanggung Ja-
wab LPK

2. Melampirkan
profil lembaga
pelatihan
kerja berupa
Dokumen Pro-
fil Lembaga
yang ditanda-
tangani oleh
penarlggung
jawab LPK
memuat:
a. struktur

organisasi
dan uraian
tugas

b. daftar &
CV tenaga
pembina/
tenaga

keda paling
lambat 1 ta-
hun sejak PB
diterbitkan

2. Melaksanakan
akreditasi
lembaga
pelatihan
keq'a paling
lambat 3 ta-
hun sejak PB
diterbitkan

3. Melaporkan
perubahan
atau penam-
bahan prog-
ram pelatihan
kerja

4. Menggunakan
instruktur
atau tenaga
pelatihan
sesuai dengan
program

Radiasi
Pengion
untuk
Tujuan
Pendidi-
kan,
Peneliti-
an, danf
atau
Pelatihan

SK No I12583 C



PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.33

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Llngkup

Stala
Usaha

TingLat
Risiko

Perizinen
Benrsehe

Pcrsyeretan Jeagla
WeLtu

Penerbiten

KewaJlban PB
I'MKII

Perameter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (st (6t t7l (81 (el (10) ( 11) lt2l (131

a}rln/
tenaga
teknis, ser-
tifrkat
kompetensi
instruktur

c. program
ker;'a dan
RAB untuk
3 tahun

d. program
PBK dan
Standar
Operasio-
nal
Prosedur
(soP)
dan/atau
petunjuk
teknis
pelaksa-
naan kerja

e. kapasitas
latih per
tahun

pelatihan
keq'a

5. Melaksanakan
pelatihan
keq'a sesuai
dengan prog-
ram yang di-
setujui

6. Menggunakan
sarana dan
prasarana
pelatihan
kerja sesuai
dengan prog-
ram

7. Melaporkan
realisasi
kegiatan
pelatihan
keq'a pada
pemerintah
kabu-
paten/kota
secara berkala
6 bulan sekali

SK No 112584 C



PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.34

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Stele
Usaha

Tingtat
Risiko

Pcrlzlnen
Benrsehe

Pcrsyereten Janglra
WaLtu

Penerbitan

Kewqfiban PB
IIMI(tI

Paramcter Kewcnangan

(r) tzt (3) (4) (s) (6) 17l (81 te) (10) lr 1) lt2l (131

f. daftar &
foto sarana
dan prasa-
rana pelati-
han per
program
pelatihan

g. bukti Wajib
Lapor
Ketenaga-
kedaan
Online
(wLKP
Online)

h. bukti
kepeserta-
an BPJS
Ketenaga-
kerjaan da-
lam bentuk
sertifikat

3. Melampirkan
tanda bukti
kepemilikan
atau sewa

8. Mewajibkan
alih teknologi
dalam hal LPK
menggunakan
TKA untuk
jabatan in-
struktur

9. Dalam hal
usaha pelati-
han keq'a
mempekerja-
kan Tenaga
Kerja Asing
(TKA)wajib
memiliki
pengesahan
RPTKA sesuai
dengan ke-
tentuan per-
undang-un-
dangan di bi-
dang
ketenagaker-
jaan

SK No 112585 C



PRESIDEN
REPUBLTK TNDONESIA

I.R.35

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
Ltngkup

Skeh
Usaha

Tingkat
Risilo

Perizlnan
Berueehe

Pcrsyaratan Jangka
Wektu

Pcnerbltan

KewaJiban PB
IruKTI

Parameter Keweaangan

(1) t2t (3) (4) l5) (6) 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

atas sarana
dan prasarana
usaha pelati
han kerja
berupa Doku-
men Bukti
Kepemilikan
atau Sewa
bermeterai
cukup

4. Surat ker-
jasama
dengan lem-
baga pelati-
han kerja
yang sudah
memperoleh
Akreditasi dari
lembaga
akreditasi
lembaga
pelatihan
keq'a berupa
Dokumen Ker-
iasama

SK No 112586 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.36

I{o Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlziaan
Berusahe

Pcrsyereten Janghe
WaLtu

Peuerbitan

KewaJiban PB
UMKII

Parametcr Kewenangan

(u l2t (3) (41 (sl (6) 17l (8) tel (101 (rr) lt2l (13)

dengan LPK
terakreditasi
bermeterai
cukup

5. Apabila
Pelaku Usaha
menggunakan
standar kom-
petensi khu-
sus maka
pelaku usaha
wajib
melampirkan
bukti regis-
trasi standar
kompetensi
khusus dari
kementerian
yang akan di-
jadikan acuarl
pelaksanaan
Program
pelatihan
berupa Doku-
men

SK No t12587 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.37

Ilto Kode
KITLI

Judul KBLI Ruang
Lingtup

SLala
Usaha

Tinglat
Risiko

Perlzlnan
Berusaha

Pcrsyeratan Janglre
Wektu

Pcncrbltan

KewaJibrn PB
IIMKI'

Paremctcr Kewenangen

(1) tzt l3) (4) (5) (6t 17l t8) (e) (10) 111) lt2l (131

Registrasi
SKK dari Ke-
menterian
Ketenagaker-
iaan

Pembinaan
dan Kon-
sultasi K3

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Melampirkan
surat permo-
honan

2. Melampirkan
pas poto pe-
nanggungja-
wab Perusa-
haan Jasa K3

3. Melampirkan
Berita acara
pemeriksaan
dari pengawas
ketenagaker-
jaan setempat
diketahui oleh
pimpinan unit

4. Melampirkan
profil perusa-
haan

5 Hari l. Durasi
pemenuhan
kewajiban un-
tuk
melaksanakan
sertifrkasi
standar paling
Iambat 1 ta-
hun setelah
usaha jasa K3
bidang pem-
binaan dan
konsultasi K3
beroperasi

2. Melaksanakan
kegiatan pem-
binaan dan
konsultasi
keselamatan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 112588 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.38

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLah
Usaha

Tiugtat
Risilo

Perlzinau
Bcrusahe

Pcrsyaretan Jangka
Weltu

Penerbitan

KewaJlban PB
T'MKT'

Paremeter Kcwenangan

(1) t2l (3) (4) (5) (6) 17l (8) (e) 110) (111 lt2l (131

5. Melampirkan
struktur or-
ganisasi dan
uraian tu-
gasnya

6. Melampirkan
daftar dan
foto dokumen-
tasi sarana
dan prasarana
pembinaan K3

7. Melampirkan
surat per-
nyataan se-
bagai tenaga
ahli dan
tenaga teknis
yang menya-
takan bekerja
penuh di pe-
rusahaan

8. Melampirkan
sertil-rkat ahli
K3 sesuai bi-
dang iasa dan

dan kesehatan
keg'a

3. Memelihara
dokumen
kegiatan
selama
kegiatan ber-
laku

4. Menggunakan
sarana dan
prasarana
pembinaan
sesuai dengan
bidang usaha.

5. Menyam-
paikan
laporan
kepada Men-
teri

SK No 112589 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.39

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perlzinan
Bcrusaha

Pcreyeretan Jangta
If,eLtu

Penerbltrn

KewaJiben PB
UMKTI

Paramcter Kewenangan

t2t (3) (41 (s) (6) 17l (8) te) (10) ( 11) lt2l (131

khusus untuk
bidang
kesehatan
keg'a sertifikat
dokter
hiperkes

9. Melampirkan
serlihkat
kepesertaan
BPJS
Kesehatan
dan BPJS
Ketenagaker-
jaan

l0.Melampirkan
sertifikat TOT
sesuai bi-
dangnya

1 l.Melampirkan
NPWP dan
SPT pajak 2
tahun terakhir
dengan kete-
rangan status
valid

(U

SK No 112590 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LR.40

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Ltnghrp

Stela
Usaha

Tingkat
Risito

Perlzlnan
Beruseha

Pcrsyaretaa Jangle
WaLtu

Penerbitan

KewaJiben PB
IIMI(tI

Perameter Kewcnangan

(1) t2t (3t t4) ts) (6) 17l (Et (el (10) (11) lr2l (131

l2.Melampirkan
dokumen
wajib lapor
ketenagaker-
jaan di per-
usahaan
(WLKP) online

l3.Melampirkan
KTP dan
daftar riwayat
hidup tenaga
ahli dan
tenaga teknis

l4.Melampirkan
Surat Kepu-
tusan Penun-
jukan (SKP)
tenaga ahli
yang masih
berlaku

l5.Melampirkan
Standar
Operasional
Prosedur

SK No I12591 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.R.41

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Slrrle
Useha

Tingtat
Rlsiko

Periziuan
Berusaha

Pcrsyeretan Jangka
Waktu

Penerbitan

KewaJiban PB
IIMKT'

Perameter Kcwcnangan

(1) t2t (3) (4) (st (61 t7l (8) (el (10) (ru lt2l (13)

(SOP) pem-
binaan

l6.Melampirkan
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP) keber-
langsungan
usaha

9 74321 Aktivitas
Sertifikasi
Profesi
Pihak Ke-3

Seluruh - Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. LSP memiliki
legalitas
pendirian
yang teregis-
trasi di Ke-
menterian
Hukum dan
HAM

2. LSP memiliki
dokumen sis-
tem mana-
jemen mutu

3. LSP memiliki
skema sesuai
dengan ruang
linekup sektor

67 Hari 1. LSP
melaksanakan
sertil-rkasi
kompetensi
kerja sesuai
ruang lingkup
lisensi yang
kredibel

2. LSP mempub-
likasikan
layanan serti-
fikasi secara
transparan

3. LSP mengelola
kelem-
bagaannya

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 112592 C



PRESTDEN
REPUELIK INDONESIA

1.R.42

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skah
Usahe

Tingkat
Rislto

Perizinan
Bcrusaha

Persyereten Jangka
Ws,Ltu

Pcncrbltan

Kcwqilban PB
IIMKI'

Paraneter Kewenangan

(U t2t (3) (4) ts) (6) t7t t8) (el (101 (11) lt2l (13)

/sub sektor,
bidang/sub
bidang/
profesi

4. LSP memiliki
sarana prasa-
rana ter-
standar

5. LSP memiliki
perangkat
asesmen ber-
dasarkan
skema sesuai
dengan ruang
lingkup
sektor/sub
sektor, bi-
dang/sub bi-
dangl profesi

6. LSP memiliki
tata kelola
yang
baiklGood
Gouemance
dibuktikan

melalui penja-
minan mutu
yang konsis-
ten

4. LSP menyam-
paikan
laporan secara
periodik
kepada BNSP

SK No 112593 C



PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA

I.R.43

ITo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLrls
Useha

Tingtat
Risiko

Perlziaan
Beruseha

Persyaratan Jangta
Wahu

Pcncrbltan

KewaJlban PB
IIMKII

Parameter Kewenaagen

(1) tzt (31 (4) (s) t6) t7l (E) (e) (10) 111) lt2l (131

dengan doku-
men hasil au-
dit internal
dan kaji ulang
manajemen.

7. LSP memiliki
sistem infor-
masi yang
mudah di-
akses publik
dibuktikan
dengan
adanya uteb-
site, sosial
media dan
publikasi
lainnya

8. LSP
mendapatkan
lisensi dari
BNSP

10 78101 Aktivitas
Penyeleksi-
an dan

Seluruh - Mikro
- Kecil
- Mene-

nsah

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Berbadan
hukum dalam
bentuk

5 Hari 1. Melakukan
penempatan
tenaga kerja
palins lambat

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 112594 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.44

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLrle
Useha

Ttngkat
Rlsiho

Perizinan
Bcrusaha

Persyaratan Jangka
Wattu

Penerbitan

Kewqllban PB
UUITU

Paremeter Kewcnangen

(u t2l (3t (4t (s) (61 17l (8) (el (10) ( 11) lt2l (131

Penem-
patan
Tenaga
Kerja Da-
lam Negeri

- Besar Perseroan
Terbatas

2. Penguasaan
sarana dan
prasarana
kantor dibuk-
tikan dengan
surat
kepemilikan
atau perjan-
jian
sewa/kon-
traklker-
jasama paling
singkat 3 ta-
hun berupa
dokumen Su-
rat Perjanjian
Sewa dengan
Materai
Cukup

3. Rencana kerl'a
usaha penem-
patan tenaga
kerja dalam

1 tahun sejak
PB diterbitkan

2. Menyampai-
kan laporan
penempatan
tenaga kerja
secara berkala
setiap 3 bulan
kepada Men-
teri

3. Memiliki sis-
tem mana-
jemen mutu
yang dibuk-
tikan dengan
sertil-rkat ISO
9001 setelah 5
tahun PB
yang diterbit-
kan berupa
dokumen Ser-
tifikat ISO

SK No 112595 C



PRESIOEN
REPUELIK INDONESIA

I.R.45

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Ttnglat
RlslLo

Perlziaan
Berusaha

Persyaratan Janglra
WaLtu

Penerbitan

KeweJiban PB
I'UKTI

Parameter Kewenengan

(U t2t (3) (41 (sl (6t 17l (8) (e) (101 (11) lt2l (131

negeri paling
singkat I ta-
hun berupa
dokumen
Rencana
Usaha Penem-
patan Tenaga
Keda I tahun

4. Memiliki per-
janjian kerja
sama dengan
pengguna
tenaga keq'a
atau perjan-
jian keagenan
dengan Prinsi-
pal

5. Dokumen Su-
rat Pernya-
taan
mengenai
Komitmen pe-
nanggungja-
wab perusa-
haan memuat:

SK No ll2596c



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.46

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Slrah
Usahe

Tingkat
Risllo

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Janglra
Waktu

Pcacrbltan

KewaJiban PB
IIMKTI

Parameter Kewcnengan

(U t2t (3) l4l (sl t6) 17l (81 (e) (101 (1U lt2l (13)

a. Bersedia
menerap-
kan
standar
penem-
patan
tenaga
keq'a da-
lam negeri

b. Tidak me-
rangkap
sebagai pe-
nanggung-
jawab pada
usaha
penem-
patan
tenaga
keda da-
lam negeri
lain

c. Tidak
pernah di-
jatuhi
hukuman

SK No 112597 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.R.47

No Kode
I(BLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

SLala
Usehe

Tingket
Risilo

Perizinan
Benrsahe

Persyaratea Jangta
WaLtu

Penerbitan

KewaJiben PB
IIMI(tI

Parametcr Kewenangan

(r) t2l (3) (4) (st (6t t7t (8t (et 110) (11) ltzl (131

pidana
yang
berkaitan
dengan
penem-
patan
tenaga
kerja da-
lam negeri

d. Bersedia
memiliki
petugas
antar kerja
paling sedi-
kit 1 orang

e. Menguta-
makan
keterli-
batan
tenaga
kefa lokal

6. Memiliki alur
bisnis penem-
patan tenaga
keria dalam

SK No I12598 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.48

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Periziaan
Berusahe

Persyaretan Janglra
Walrtu

Penerbitan

Kewajiben PB
UUKTI

Parameter Kewcnangan

(1) t2t (31 (4) (sl (61 17t t8) (el (10) ( 11) lt2l (131

negeri berupa
Dokumen Alur
Bisnis Proses
Penempatan
Tenaga Kerl'a

7. Melampirkan
profil perusa-
haan penem-
patan tenaga
keq'a dalam
negeri yang
ditandatanga-
ni oleh pe-
nanggungja-
wab memuat:
a. struktur

organisasi
dilengkapi
dengan
foto, nama
yang men-
jabat dan
uraian tu-
gas

SK No 112599 C



PRESTDEN
REPUBUK INDONESIA

I.R.49

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Stql,e
Usaha

Ttngtat
Rlslko

Perlzlnan
Bcrusaha

Persyeretan Jangla
Waktu

Penerblten

KewaJlban PB
IIMKII

Perameter Kewenengan

(u l2t (3) (4) (51 (6) 17l (8) (el (10) ( 11) lr2l (13)

b. CV
direktur

8. Memiliki
tenaga ahli di
bidang
pengawakan
kapal peri-
kanan/niaga
yang dibuk-
tikan dengan
Sertifikat Ahli
Nautika Kapal
perikanan/ni-
aga atau Ser-
tifikat Ahli
Teknika Kapal
perikanan/ni-
aga (*bagi
PPTKS yang
menempatkan
awak kapal
perikanan/ni-
aga)

9. Memiliki bukti
lulus seleksi

SK No 112600 C



PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.50

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLata
Usaha

Tinglat
Rlslko

Perizinen
Benrsaha

Pereyerataa Janglra
WaLtu

Penerbitan

Kewqflban PB
I'MI(tI

Parameter Keweaangen

(U t2l (3) (4) (s) t6) 17l t8) (el (10) (11) lt2l (r3l

teknis dari ke-
menterian
yang menye-
lenggarakan
urusan
pemerintahan
di bidang
kelautan dan
perikanan
(*bagi PPTKS
yang menem-
patkan awak
kapal peri-
kanan) dan
dari kemen-
terian yang
menyeleng-
garakan uru-
san
pemerintahan
di bidang
transportasi
(*bagi PPTKS
Yanq

SK No I12601 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.51

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

Strla
Usehe

Tingtat
Risilo

Perlzinan
Bcrusaha

Persyeratan Jangka
WaLtu

Penerbitan

KewaJiban PB
IIMKII

Paremcter Kewenangan

(u l2t (3) (41 (sl (6) t7t t8l (el (101 ( 11) lt2l (13)

menempatkan
awak kapal
niaga).

l0.Memiliki sis-
tem pen-
dataan awak
kapal peri-
kanan/awak
kapal niaga
(*bagi PPTKS
yang menem-
patkan awak
kapal peri-
kanan/niaga)

11 78rO2 Aktivitas
Penyeleksi-
an dan
Penempat-
an Tenaga
Kerja Luar
Negeri

Kantor
Pusat
Penempa-
tan Tenaga
Kerja

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Berbadan
hukum
Perseroan
Terbatas

2. Memiliki
modal disetor
dalam akta
pendirian per-
usahaan pa-
ling sedikit
Rp5.000.0O0.

7 Hai 1. Melakukan
proses penem-
patan Pekeg'a
Migran Indo-
nesia sesuai
standar paling
lambat 1 ta-
hun sejak
memperoleh
PB

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 112602 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.52

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Lingkup

Strrta
Useha

Tinglrat
Rislko

Pcrlzinaa
Bcrusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pencrbitan

KewaJiben PB
I'MKII

Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (sl (6) 17l (8t (et (10) ( 11) lt2l (13)

000,00 (lima
miliar rupiah);
untuk PMDN,
dan untuk
PMA sesuai
ketentuan
peraturan per-
undang-un-
dangan

3. Melampirkan
Struktur or-
ganisasi per-
usahaan
dilengkapi
dengan nama
yang menjabat

4. Memiliki bilyet
deposito atas
nama perus-
ahaan sebesar
Rp1.500.000.
000,00 (satu
miliar lima
ratus juta ru-
piah) pada

2. Memiliki Ma-
najemen Mutu
yang di buk-
tikan dengan
sertihkat ISO
9001 dalam
jangka waktu
paling lambat
1 tahun sejak
memperoleh
PB

3. Melaporkan
kegiatan
usaha kepada
pejabat pe-
nerbit tzin pal-
ing sedikit I
kali dalam 1

tahun
4. Memiliki

SIP2MI dalam
melakukan
penempatan
Calon Pekeq'a
Misran

SK No 112603 C



PRESTOEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.53

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llngkup

Slgla
Usaha

Ttnglat
Risll,o

Pcrizlaan
Bcrusaha

Persyaraten Jangta
trIaktu

Penerbltan

KewaJiben PB
I'MI(tI

Parameter Kcwenangen

(1) t2t (3) l4) (s) (6) 17l (8) (e) (ro) ll r) lt2l (131

bank
pemerintah
untuk
penyelesaian
permasala-
han/kasus
pekerja Mig-
ran Indonesia
yang ditem-
patkan

5. Bukti pengu-
asaan sarana
dan prasarana
kantor dibuk-
tikan dengan
surat
kepemilikan
berupa sertil-r-
kat a.n. per-
usahaan atau
akta notaris
peq'anjian
sewa/kon-
trak/ ker-
iasama

Indonesia,
calon Awak
Kapal Niaga
Migran, atau
calon Awak
Kapal Peri-
kanan Migran

5. Memiliki per-
janjian kea-
genan dengan
Pemberi Ke{a
atau Prinsipal
yang disahkan
(endorsement)
oleh Perwaki-
Ian Republik
Indonesia da-
lam hal P3MI
melaksana-
kan penem-
patan Awak
Kapal Niaga
Migran atau
Awak Kapal

SK No 112604 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.R.54

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Tinglat
Rislko

Pcrlzinen
Berusehe

Pcrsyaratan Jangle
Wahu

Pcnerbltea

Kewqflben PB
UMKII

Perrmeter Kewcnangan

(U t2t (3) (41 (s) (6) 17l (8) (el (101 ( 11) lt2l (131

dengan jangka
waktu
sewa/kon-
trak/ke{a
sama paling
singkat 5 ta-
hun

6. Surat Pernya-
taan Pe-
nanggung Ja-
wab Perusa-
haan yang
memuat:
a. Tidak me-

rangkap
jabatan se-
bagai
direksi
pada
usaha
penem-
patan
Peke{a
Misran

Perikanan Mi-
gran

6. Melakukan
penempatan
Calon Pekerja
Migran Indo-
nesia sesuai
dengan jaba-
tan dan jenis
pekerjaan se-
bagaimana
tercantum da-
lam Perjanjian
Keda

7. Melakukan
seleksi pada
dinas yang
bertanggung-
jawab di bi
dang
ketenagaker-
jaan kabu-
paten/kota
atau LTSA

SK No 112605 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.R.55

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
Lingkup

Slrala
Usahe

TiagLat
Risilro

Pcrlzlaan
Bcrusaha

Persyaraten Jangta
Waktu

Pencrbltan

KewaJiben PB
IIMKTI

Parametcr Kewenangan

(u t2t (3) (4) l5) (6) 17l (81 (et (10) (1U lt2l (131

Indonesia
lain

b. Tidak
pernah di-
jatuhi
hukuman
pidana
yang
berkaitan
dengan
penem-
patan
Pekerja
Migran In-
donesia

7. Surat Pernya-
taan Bersedia
mengubah
dan menye-
rahkan bilyet
deposito sebe-
sar
Rp1.500.000.
000,00 (satu
miliar lima

Peke{a Mig-
ran Indonesia

8. Melaporkan
hasil seleksi
Calon Pekeg'a
Migran Indo-
nesia pada di-
nas yang me-
nyelenggara-
kan urusan
pemerintahan
daerah di bi-
dang
ketenagaker-
jaan kabu-
paten/kota

9. Mendaftarkan
dan mengikut-
sertakan
Calon Pekeq'a
Migran Indo-
nesia dalam
orientasi pra
pemberang-
katan

SK No 112606 C



FRESIDEN
REPUBLIK TNOONESIA

I.R.56

![o Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linglup

Skala
Usaha

Tinglat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyeratan JangLa
I[aktu

Penerbitan

Kewajiban PB
IIMI(tI

Parameter Kcwenangan

(U l2t (3t (4) t5) (6) 17l (8t (e) (10) (1U lt2l (13)

ratus juta ru-
piah) atas
nama perus-
ahaan men-
jadi atas
nama Menteri
q.q P3MI bagi
perusahaan
yang ditetap-
kan sebagai
P3MI

8. Rencana Kerja
Penempatan
(RKP)dan
pelindungan
Peke4'a Mig-
ran Indonesia
dalam bentuk
proposal yang
memuat data
P3MI meliputi
nama, alamat,
surat elek-
tronik (emai[],
no

l0.Melaporkan
Calon Pekerja
Migran Indo-
nesia yang
akan di-
berangkatkan
dan dipu-
Iangkan
kepada Atase
Ketenagaker-
jaan atau pe-
jabat dinas
luar negeri
yang ditunjuk

I l.Melaporkan
data ke-
berangkatan
dan/atau per-
panjangan
Perjanjian
Kerja Pekeg'a
Migran Indo-
nesia kepada
Perwakilan
Republik

SK No 112607 C



PRESIOEN
REPUBLTK INDONESIA

r.R.57

IiIo Kode
KBLI

Judul KBLI Rueag
Ltngtup

SLals
Usahe

Tingkat
Risiko

Perlzinaa
Berusahe

Persyereten Jengta
Waktu

Peaerbltan

KewaJiban PB
T'UKI'

Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (et (10) (1U lr2l (131

telepon/faksi-
mili paling
singkat 3 ta-
hun berdasar-
kan:
a. kesem-

patan kerja
yang dapat
dimanfaat-
kan di luar
negeri

b. target
Penem-
patan
Pekeda
Migran In-
donesia se-
tiap tahun
per negera
tujuan

c. pemantau-
an dan
pembinaan
Pekerl'a

Indonesia di
negara tujuan
penempatan

l2.Menempatkan
Calon Peke4'a
Migran Indo-
nesia yang te-
lah memenuhi
persyaratan
kelengkapan
dokumen
sebelum
beke{a

l3.Menempatkan
Calon Pekerja
Migran Indo-
nesia untuk
jabatan yang
tidak berten-
tangan
dengan norrna
kesusilaan
dan/atau ke-
tentuan pera-
turan

SK No 112608 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.58

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLah
Useha

Tinglat
Rislko

Pcrlzinan
Berusaha

Persyeratan Jangke
Waktu

Penerbitan

Kewqflban PB
IruKII

Parametcr Kewenangen

(1) t2t (3) (41 (sl (6t t7t (E) (e) 110) (1U lt2l (13)

Migran In-
donesia

d. upaya
penyelesai-
an masa-
lah Pekerja
Migran In-
donesia

e. pelindung-
an Pekerja
Migran In-
donesia

f. Lampiran
Uraian
RKP meli-
puti tahun,
negara
tujuan dan
peluang
serta target
penempat-
an Pekery'a
Migran In-
donesia
dari

perundang-
undangan

l4.Menempatkan
Calon Pekerja
Migran Indo-
nesia pada
negara ter-
tentu yang
dinyatakan
tidak tertutup

l5.Menempatkan
Calon Pekerja
Migran Indo-
nesia yang te-
lah memenuhi
persyaratan
kelengkapan
dokumen
sebelum
bekeq'a

l6.Menempatkan
Peke{a Mig-
ran Indonesia
pada Pemberi
Keria

SK No 112609 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.R.59

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltaglup

SLale
Useha

Tinglet
Risilro

Perizinan
Berusaha

Persyeretan Janglra
Wattu

Penerbitan

Kewqflban PB
I'UKII

ParaEcter Kcwcnangan

(1) t2t (3) (4) (st (6) 17l (81 (et (10) ( 1r) lt2l (r3l

pengguna
perseo-
rangan dan
berbadan
hukum

perseorangan
melalui mitra
usaha di
negara tujuan
penempatan

lT.Melaporkan
hasil monitor-
ing terhadap
Peke{a Mig-
ran Indonesia
yang ditem-
patkan

l8.Memberita-
hukan ten-
tang kematian
Peke{a Mig-
ran Indonesia
kepada
keluarganya
paling lambat
3 kali24 jam
sejak
diketahuinya
kematian ter-
sebut

SK No 112610 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.60

Itto Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltagkup

Stah
Usaha

Tingkat
Rlelko

Pcrlzlnan
Beruseha

Pcrsyeratan Jangla
WaLtu

Penerblten

KcwaJlban PB
I'MKTI

Perameter Kcwenangan

IU t2t (3) (4t (s) (6) 17l (8) (el (rol 111) lt2l (13)

l9.Mencari infor-
masi tentang
sebab ke-
matian dan
memberita-
hukannya
kepada pe-
jabat Perwaki-
lan Republik
Indonesia dan
anggota
keluarga
Pekerja Mig-
ran Indonesia
yang ber-
sangkutan

20.Memulangkan
jenazah
Pekerja Mig-
ran Indonesia
ke tempat asal
dengan cara
yang layak
serta me-
nanggung

SK No 1126l,l C



PRESTDEN
REPUELIK INDONESIA

I.R.61

IIIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Ttngkat
Rleito

Perizinan
Beruseha

Pereyeratan Jangka
Welrtu

Penerbitan

Kewqllban PB
IIMI(tI

Perameter Keweneagan

(u t2t (3t (4) (51 (6) 17l t8l (el (10) llu lt2l (13)

semua biaya
yang diper-
lukan, terma-
suk biaya
pengu-buran
sesuai dengan
tata cara
agama Pekerja
Migran Indo-
nesia yang
bersangkutan

2l.Mengurus
pemakaman
di negara
tujuan
penempatan
Peke{a Mig-
ran Indonesia
atas
persetujuan
pihak
keluarga
Pekeq'a Mig-
ran Indonesia
atau sesuai

SK No 112612 C



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.62

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Llngkup

SLeh
Ueeha

Ttngkat
Rlsiko

Pcrlzlnan
Bcrusaha

Pcrcyaretan Janglra
Waktu

Penerbitan

KewaJlban PB
IIMKII

Parameter Kewenangan

(r) t2l (3t (4t (sl (6) 17l (8) (el (101 (1U lt2l (r3l

dengan ke-
tentuan yang
berlaku di
negara yang
bersangkutan

22.Memberikan
pelindungan
terhadap se-
Iuruh harta
milik Calon
Pekefa Mig-
ran Indonesia
atau Pekerl'a
Migran Indo-
nesia untuk
kepentingan
keluarganya

23.Mengurus
pemenuhan
semua hak
Pekerja Mig-
ran Indonesia
yang seha-
rusnya
diterima

SK No 112613 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.63

!Io Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skah
Usaha

Tingtat
RlslLo

Perlzlnen
Berusaha

Pcrsyeratan Jangke
trIaktu

Penerbltan

KewaJiban PB
UMKU

Parameter Kewenengan

IU t2t (3t (41 tsl (6) 17l (8) (e) (101 ( 11) lt2l (13)

24.Memulang-
kan Pekerja
Migran Indo-
nesia dalam
hal ber-
akhirnya Per-
janjian Kerja,
pemutusan
hubungan
keq'a, me-
ngalami kece-
lakaan ke{a,
dan/atau sa-
kit yang
mengakibat-
kan tidak
dapat men-
jalankan,
dan/atau
sebab lain
yang men-
imbulkan ke-
rugian Pekerja
Migran Indo-
nesia

SK No ll26l4c



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.64

No Kode
KBLI

Judul KBLI

(3t

Ruang
Lingkup

Strle
Useha

Tingket
RisiLo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Janglre
Waktu

Pcnerbltan

KeweJlben PB
IIMI(tI

Parameter Kewenangan

(u t2t (41 (5t t6) 17l (8) (e) (10) (r1) (12) 113)

25.Menambah
biaya keper-
luan
penyelesaian
perselisihan
atau sengketa
Calon Pekerja
Migran Indo-
nesia
dan/atau
Peke{a Mig-
ran Indonesia
jika deposito
yang
digunakan
tidak
mencukupi

26.Tidak mem-
bebankan
komponen
biaya penem-
patan yang te-
Iah di-
tanggung
calon Pemberi

SK No ll26t5 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.65

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLela
Ueehe

Ttngkat
Rislko

Perlzinan
Berusaha

Persyeraten Jengta
Welrtu

Penerbiten

KewaJiban PB
IIMKI'

Parameter Kewenangan

IU t2l t3t (41 (sl (6) 17l (8) (el (10) (11) lt2l (13)

Kerja atau
Pemberi Kerja

27.Tidak mem-
bebankan
biaya penem-
patan yang
menimbulkan
kerugian
sepihak atau
berakibat
pada pemo-
tongan
penghasilan
selama
bekerja di
negara tujuan
penempatan

28.Memberikan
pelindungan
kepada Calon
Peke{a Mig-
ran Indonesia
atau Pekeda
Migran Indo-
nesia

SK No 112616C



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

r.R.66

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLala
Usahe

Tingkat
Risiho

Perizinen
Beruseha

Persyeraten Jengla
Wahu

Peaerbitan

KewaJlban PB
III}IKII

Paramctcr Keweaangaa

(U t2l (3t (4t (s) (6) 17l (81 (el (rol (1rl lt2l (13)

termasuk
Awak Kapal
Niaga Migran
atau Awak Ka-
pal Perikanan
Migran

29.Menyelesai-
kan permasa-
lahan atau
kasus Calon
Peke{a Mi-
gran Indone-
sia atau
Peke{a Mig-
ran Indonesia
yang ditem-
patkan

30.Memenuhi
persyaratan
SIP3MI terma-
suk menyetor-
kan kembali
deposito uang
jaminan yang
telah

SK No 112617 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.67

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLela
Useha

Tinglat
Rislko

Perizinen
Beruseha

Penyaratan Jangke
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB
U}IKt'

Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6t t7t (81 (e) (101 ( 11) lt2l (13)

dicairkan un-
tuk
penyelesaian
permasalahan
atau kasus
Calon Pekerja
Migran Indo-
nesia atau
Peke{a Mi-
gran Indone-
sia paling
lama 1 bulan

Kantor
Cabang
Penem-
patan
Tenaga
Ke{a

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi NIB dan
lzin

Memiliki Su-
rat Izin Per-
usahaan
Penempatan
Pekeda Mig-
ran Indonesia
(SIP3MI)yang
diterbitkan
oleh Menteri
Inves-
tasi/Kepala
Badan Koordi-
nasi

7 Han Melaksanakan
kegiatan
usaha paling
lambat 1 ta-
hun sejak PB
diterbitkan,
meliputi:
a. pemberian

informasi
terkait
peluang
ke{a di
luar negeri

Provinsi Gubernur

SK No 112618 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.68

ItIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Slreh
Useha

Ttnglat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangle
Wahu

Penerbiten

KewaJiban PB
I'UKII

Parameter Kewenangan

(U l2t (3) (41 (51 (6) 17l (8) (et (101 ( 11) lt2l (13)

Penanaman
Modal atas
nama Menteri
Ketenagaker-
jaan

2. Salinan KTP
Kepala Kantor
Cabang

3. Foto Kepala
Kantor
Cabang

4. Struktur Or-
ganisasi Kan-
tor Cabang
yang disahkan
oleh Direktur
Utama P3MI
dengan men-
cantumkan
nama dan ja-
batan

5. Surat Permo-
honan Pem-
bentukan
Kantor

b. melakukan
penyeleksi-
an Calon
Pekerja
Migran In-
donesia

c. menyelesai-
kan perma-
salahan
atau kasus
Calon
Pekeda Mi-
gran Indo-
nesia atau
Peke{a Mi-
gran Indo-
nesia sebe-
lum bekeda
atau
setelah
bekerja

2. Menyam-
paikan
Iaporan
kegiatan

SK No 112619 C



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.69

ITo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Ttngkat
Rlsiho

Perizlnan
Bcrueeha

Persyaratan Jangka
Waktu

Peacrbltan

KewaJiban PB
TIMKI'

Paramctcr Kewenaagan

(1) t2t {3) (41 (s) (6t 17l (8t (e) (101 (11) lt2l (13)

Cabang P3MI
dari Direktur
Utama P3MI
diatas kertas
bermaterai
cukup

6. Surat Kepu-
tusan
Direktur
Utama P3MI
tentang
pengangkatan
dan penem-
patan kepala
kantor cabang
P3MI beserta
karyawan

7. Surat
kepemilikan
atau perjan-
jian
sewa/kon-
trak/ker-
jasama yang
membuktikan

kepada pe-
jabat penerbit
izin paling
sedikit I kali
dalam 1 ta-
hun

SK No 1126200



PREsIDEN
REPUBLIK INDONF.SIA

r.R.70

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linglup

SLah
Usaha

Ttngkat
RlsiLo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Janglra
WeLtu

Pencrblten

KewaJiban PB
IIMKII

Parameter Kcwenangan

(1) t2l (3) (4) (s) (6) 17t (8) (el (10) (1U lt2l 113)

penguasaan
sarana dan
prasarana
kantor cabang
P3MI paling
singkat 2 ta-
hun

8. Rekomendasi
Dinas yang
membidangi
ketenagaker-
jaan kabu-
paten/kota
setempat

t2 78103 Aktivitas
Penem-
patan
Pekeg'a Ru-
mah Tangga

Seluruh - Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Berbadan
hukum dalam
bentuk
Perseroan
Terbatas

2. Dokumen Su-
rat Per-
nyataan
mengenai
Komitmen

5 Hari 1. Menyampai-
kan laporan
penempatan
tenaga kerja
secara berkala
setiap 3 bulan

2. Melaksanakan
penempatan
pekeg'a rumah
tangga paling
lambat 1

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 11262l C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.71

Ilo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLrla
Useha

Tingkat
Risiko

Perlziaan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Itraktu

Penerblten

Kewqilban PB
IIMI(I'

Paremeter Kewenangan

(1) t2t t3) (4) (sl (6t 17t (8t (e) (101 (11) lt2l (13)

penanggung-
jawab perusa-
haan memuat:
a. Bersedia

meneraP-
kan
standar
penem-
patan
tenaga
ke{a dan
sertifikasi
standar

b. Tidak me-
rangkap
sebagai pe-
nanggung-
jawab pada
usaha
penem-
patan
peke{a ru-
mah
tangga lain

tahun sejak
PB diterbitkan

SK No 112622 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

t.R.72

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngtup

SLah
Usaha

Tinglrat
Risiko

Perizinaa
Benrsehe

Persyereten Janglra
Waktu

Penerbltan

KewqJlban PB
IIMKTI

Paremeter Kewenangaa

(1) t2t (3t (4) (s) {6t t7l (8) (et (10) (1U (12) (131

c. Tidak
pernah di-
jatuhi
hukuman
pidana
yang
berkaitan
dengan
penem-
patan
pekerja ru-
mah
tangga

d. Bersedia
memiliki
petugas
antar keda
minimal I
orang

e. Memiliki
alur bisnis
penem-
patan
tenaga
keria

SK No 112623 C



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.73

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLele
Usrha

Tingkat
Risilo

Periziaan
Berusaha

Persyeretan Janglra
Wattu

Pencrbitan

Kewejlben PB
UMKTI

Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (41 (5t (6) t7t (8t (e) 110) ( 11) lt2l (13)

rumah
tangga
berupa
Dokumen
Alur Bisnis
Proses
Penem-
Patan
Tenaga
Keq'a

3. Surat per-
nyataan
penempatan
tenaga kerja
non-formal
untuk peker-
jaan ke-
rumahtang-
gaan
(perseorangan
)

4. Penguasaan
sarana dan
prasarana
kantor

SK No 112624 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.R.74

No Kode
I(BLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLeIa
Ueaha

Tinglat
Rlslto

Perlzlnan
Bcrusaha

Pcrsyaratan Jangka
Waktu

Pcaerbitaa

Kewajiban PB
UUKTI

Parameter Kewenangan

(u t2l (3) (4) (sl (6t 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

dibuktikan
dengan surat
kepemilikan
atau perjan-
jian
sewa/kon-
trak/ker-
jasama paling
singkat 3 ta-
hun (Doku-
men Surat
Pe{anjian
Sewa dengan
Materai
Cukup)

5. Rencana keq'a
usaha penem-
patan pekerja
rumah tangga
paling singkat
I tahun
berupa Doku-
men Rencana
Usaha

SK No ll2625c



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

r.R.75

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linglup

SLala
Usaha

Tingkat
Risllro

Perlzinan
Bcrusaha

Persyeretan Jangka
WaLtu

Pencrbitan

KewaJlban PB
IruKII

Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) l4) (5t (6t 17l (81 (e) (rol (1U lt2l (131

Penempatan
Tenaga Kerja
1 tahun

6. Melampirkan
profil perusa-
haan penem-
patan pekerja
rumah tangga
yang ditanda-
tangani oleh
penanggung
jawab
memuat:
a. stntktur

organisasi
dilengkapi
dengan
foto, nama
yang men-
jabat dan
uraian tu-
gas

b. CV
direktur

SK No 112626 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.76

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltnglrup

Slrela
Usaha

Tinglat
Rislko

Perizlnan
Eerusaha

Persyaratan Jangke
trIaLtu

Peaerblten

KewaJlban PB
TIMKT'

'Parameter Kcweneagan

(U t2t t3t (4) (s) (6) 17t (E) te) l10l (1U lt2l (13)

13 78LO4 Aktivitas
Penem-
patan
Tenaga
Kerl'a Dar-
ing (Job Por-
tat)

Seluruh - Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

l. Berbadan
hukum dalam
bentuk
Perseroan
Terbatas

2. Bersedia ber-
integrasi
dengan sistem
informasi
ketenagaker-
jaan dari Ke-
menterian
berupa Doku-
men Surat
Pernyataan

3. Dokumen Su-
rat Per-
nyataan
mengenai
Komitmen pe-
nanggung ja-
wab perus-
ahaan
memuat:

5 Hari 1. Melaksanakan
penempatan
tenaga kerja
daring paling
lambat 1 ta-
hrln sejak PB
diterbitkan

2. Menyam-
paikan
laporan
penempatan
tenaga kerja
secara berkala
setiap 3 bulan

3. Memiliki sis-
tem mana-
jemen mutu
yang dibuk-
tikan dengan
sertifikat ISO
9001 setelah 5
tahun PB
diterbitkan
berupa

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 112627 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

1.R.77

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Stala
Usaha

Tinglat
Rlslko

Pcrlzlnan
Bcrusaha

Persyareten Jangla
I[aktu

Penerbltan

Kewqliban PB
IIMKI'

Peremetcr Kewenangrn

(1) tzt (3t l4l (s) (6) 17l (8) te) (101 (11) lt2l (131

a. Bersedia
menerap-
kan
standar
penem-
patan
tenaga
ke{a dan
sertihkasi
standar

b. Tidak me-
rangkap
sebagai pe-
nanggung-
jawab pada
usaha
penem-
patan
tenaga
kerja dar-
ing (job
portal) lair:

c. Tidak
pernah di-
iatuhi

Dokumen Ser-
tifikat ISO

4. Memiliki re-
komendasi
dari Penye-
lenggara Sis-
tem El-
ektronik (PSE)
dari Kemen-
terian Komu-
nikasi dan In-
formatika
(KOMTNFO)
berupa Doku-
men PSE pa-
ling lambat 1

bulan sejak
PB diterbitkan

SK No 112628 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.78

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llnglup

Skela
Usaha

Tingkat
Rlsiko

Pcrlzinan
Bcrusaha

Porsyaratan JangLa
Wektu

Pencrblten

KcwaJlban PB
I'MKU

Parametcr Keweneagan

(1) l2l t3t (4) (5t (6) 17l (8t (et (10) (11) lt2l (13)

hukuman
pidana
yang
berkaitan
dengan
penem-
patan
tenaga
kerja dar-
ing (job por-
tua

d. Bersedia
memiliki
petugas
Antarkeda
minimal 1

orang
e. Memiliki

alur bisnis
penem-
patan
tenaga
kerja dar-
ing flob
Portal)

SK No 112629 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.79

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skela
Usaha

Tingtat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaraten Jangka
WaLtu

Pencrblten

Kewqiiban PB
IIMKTI

Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (4t (sl (6) 17t t8t (e) (101 (1U lt2l (131

berupa
Dokumen
Alur Bisnis
Proses
Penem-
patan
Tenaga
Kerja

4. Memiliki kan-
tor yang
berkedudukan
di wilayah
NKRI dengan
alamat dan
nomor telepon
yang jelas

5. Melampirkan
bukti
Kepemilikan/
bukti Sewa
paling singkat
3 tahun

6. Memiliki Sis-
tem database
untuk data

SK No 112630 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.R.80

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltagkup

Slrele
Usaha

Tingtat
Risiko

Perizinen
Beruseha

Pcrsyareten Jangka
Waktu

Penerbitan

KewaJlban PB
I'MKII

Paramctcr Kewenangan

(1) l2l (3t (4) (s) (6t 17l (8) (el (10) (1U lt2l (13)

pencari kerja,
pemberi kerl'a,
lowongan
kerja dan
penempatan
berupa Surat
Pernyataan
Bersedia
memiliki sis-
tem Database
dengan Mate-
rai cukup

7. Penguasaan
sarana dan
prasarana
kantor dibuk-
tikan dengan
surat
kepemilikan
atau perjan-
jian
sewa/kon-
trak/ker-
jasama mini-
mal 3 tahun

SK No 11263l C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.81

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skata
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyarataa Jengka
Waktu

Penerbitan

Kewqiibaa PB
IIMKTI

Paramcter Kewenangan

(1) tzt (3) (41 (sl (6t 17t (8) (e) (10) (ru ltzl (131

berupa Doku-
men Surat
Perjanjian
Sewa dengan
Materai cukup

8. Rencana kerja
usaha penem-
patan tenaga
keda daring
(job portall
paling singkat
1 tahun
berupa Doku-
men Rencana
Usaha Penem-
patan Tenaga
Kerja 1 tahun

9. Melampirkan
profil perusa-
haan Penem-
patan Tenaga
Kerja Daring
(Job Portall
yang ditanda-
tansani oleh

SK No 112632 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.R.82

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risilro

Perlzlnan
Beruseha

Persyeratea JangLe
WaLtu

Penerbitan

Kewajiben PB
IIMKTI

Peremeter Keweneagan

(U l2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (el (10) (11) lt2l (13)

penanggung
jawab
memuat:
a. struktur

organisasi
dilengkapi
dengan
foto, nama
yang men-
jabat dan
uraian tu-
gas

b. CV
direktur

t4 78300 Penyediaan
Sumber
Daya
Manusia
dan Mana-
jemen
Fungsi
Sumber
Daya me-
lalui Alih
Daya

Seluruh - Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Renda-l.. NIB Otomatis 1. Menerapkan
standar K3L

2. Mencatatkan
perjanjian alih
daya kepada
instansi yang
berwenang

3. Menjalankan
kegiatan
usaha paling
lambat I

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 1126330



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.83

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Strala
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyarataa Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB
IIMKTI

Parameter Kewcnangan

(r) t2t (3) (41 (s) (6) t7l (8) lel (10) (1U lt2l (131

tahun setelah
PB diterbitkan

4. Melaporkan
perubahan
data meliputi:
a. Nama pe-

rusahaan
alih daya

b. Pe-
nanggung
jawab pe-
rusahaan
alih daya

c. Alamat pe-
rusahaan
alih daya-
dan/ atau

d. Bidang
usaha

15 7L20t Jasa Sertifi-
kasi

Lembaga
Audit
SMK3

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Berbadan
hukum
dengan status
Perseroan
Terbatas

5 Hari 1. Durasi
pemenuhan
kewajiban un-
tuk
melaksanakan
Sertifrkasi

Pendafta-
ran [.em-
baga Pe-
nilaian
Kesesuai-
an (LPK)

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 112634 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.84

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Slrah
Ueeha

Tingkat
Risilo

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangke
Walrtu

Pcncrbltan

KewaJlban PB
I'MI(tI

Parameter Kewcnangan

(1) t2t (3) (41 (51 (61 t7t (8t (et (10) (1r) lt2l (131

2. Pernyataan
untuk me-
menuhi
pelaksanaan
kegiatan
usaha dan
standar usaha
dalam rangka
melakukan
kesanggupan
untuk di-
lakukan verifi-
kasi oleh Men-
teri

3. Memenuhi
standar
pelaksanaan
kegiatan
usaha sesuai
pernyataan
yang telah
disampaikan
dan sesuai
dengan ke-
tentuan

Standar pa-
Iing lambat I
tahun setelah
usaha [.em-
baga Audit
SMK3
beroperasi

2. Melaksanakan
audit SMK3

3. Menjaga ke-
rahasiaan pe-
rusahaan
yang diaudit

4. Memelihara
dokumen
kegiatan

5. Melaporkan
kegiatan dan
hasil audit
SMK3 kepada
menteri, per-
usahaan yang
diaudit, dan
dinas provinsi

SK No 112635 C



PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.85

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llngkup

Skah
Usahe

Tingkat
Rlsllo

Perizinen
Beruseha

Pcrsyaretan Jenglra
WaLtu

Penerbiten

Kcwqliban PB
IIMI(tI

Parametcr Kewcnangan

(1) t2t (3t (4) (st (6t 17l (8) (e) (10) llu lt2l (13)

peraturan pe-
rundang-un-
dangan

4. Memiliki bukti
kepemilikan
kantor cabang
paling sedikit
di 3 wilayah
pada Indone-
sia bagian
barat, bagian
tengah, dan
bagian timur

5. Memiliki surat
keputusan
penunjukan
auditor eks-
ternal SMK3
sebanyak 4
auditor eks-
ternal senior
dan 8 auditor
eksternal ju-
nior yang
masih berlaku

SK No 1126360



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.R.86

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skale
Usaha

Tingkat
Rlsllo

Perizlnan
Bcrusaha

Pcrsyaraten Jangke
WaLtu

Penerbitan

KewaJiben PB
UMKII

Perametcr Kcwcnangan

(U t2t (3t (4) (s) (6t 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l l13l
6. Memiliki

dokumen
akreditasi dari
Komite
Akreditasi Na-
sional (tGN)
yang mem-
buktikan telah
berpengala-
man
melakukan
sertifikasi sis-
tem mana-
jemen

7. Memiliki
struktur or-
ganisasi Lem-
baga Audit
SMK3 kantor
pusat dan
kantor cabang

8. Memiliki
dokumen pan-
duan audit
sistem

SK No 112637 C



PRESTDEN
REPUELIK INDONESIA

I.R.87

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Strale
Useha

Ttngtat
Rislko

Perizinen
Benrsaha

Persyereten Jangka
Wahu

Penerbitaa

KewaJiban PB
UMKI'

Parameter Kewenangan

(rl t2t (31 (4t (st (6) t7t (81 (el (101 (1U lt2l (13)

manaJemen
yang
digunakan
oleh lembaga
audit sesuai
dengan
standar yang
berlaku

SK No I12638 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.1

S. PERIZINAN BERUSATIA SEKTOR PERKOPERASIAN
No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

Skala

Usaha

Tinglat
Risilo

Perlzinan

Berusaha

Pcrsyaretan Jenglra

Wehu
Peaerbiten

KewqJiban PB

UMKU

Parameter Kcwenangaa

(1) t2t (3t (4) (st (6t 17l t8t te) (10) llu lt2l (13)

1 64t41 Koperasi
Simpan
Pinjam
Primer
(KSP
Primer)

Usaha KSP
Primer

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Bukti setoran
modal usaha
awal atau ekuitas
pada laporan
keuangan
terakhir

2. Memiliki rencana
kerja

3. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas dan
surat
pernyataan
bermeterai

4. Surat keterangan
lulus uji
kelayakan dan
kepatutan
pengurus dan
pengawas

5. Surat pernyataan
kepatuhan atas

3 Hari 1. Men5rusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen (SOM)

2. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
penerapan prinsip
kehati-hatian

3. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143693 C



PRESIDEN
R.EPUELIK INDONESIA

I.S.2

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Ltngkup

Skah

Usehe

Tiagtat
Rislho

Perizinan

Berusaha

Pcreyaratan Jangka

Walrtu

Pcacrbltan

KeweJiban PB

UMKT'

Paramctcr Kewenlngan

(u l2t (3) (41 (5t (6) 17l (8) (e) 110) (1U lt2l (13)

ketentuan
peraturan
perundang-
undangan usaha
simpan pinjam

6. Surat pernyataan
penerima
manfaat
(Beneficial Atruer)

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
pengguna jasa

8. Sertifikasi
kompetensi di
bidang
keuangan
koperasi bagi
pengelola

9. Bukti
kepemilikan
dan/atau sewa

4. Dalam hal
melaksanakan
aktifitas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
Lembaga otoritas
keuangan

SK No 143694C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.3

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Linglup
Skala

Usaha

Ttngkat

Risito
Perlzlnan

Berusaha

Persyaratan Jangka

Waktu

Pencrbltaa

KewaJlban PB

UMKT'

Perameter Kewenengan

(1) t2t (3) (4) (5) (6t 17l (8t (el 110) (1U lt2l 113)

kantor, papan
nama
koperasi, dan sa-
rana kerja

Jaringan
Pelayanan
Kantor
Cabang KSP
Primer

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Memiliki Izin
untuk usaha
koperasi simpan
pinjam primer

2. Laporan
keuangan
tahunan koperasi

3. Hasil audit dari
akuntan publik
dengan opini
wajar

4. Hasil
pemeriksaan
kesehatan
dinyatakan sehat

5. Anggaran dasar
koperasi

3 Hari 1. Men5rusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen
(soM)

2. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
penerapan prinsip
kehati-hatian

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

SK No 143695C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESI,A

I.S.4

IIo Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

Skala

Usaha

Tingtat
Rislho

Perizinan

Benrsaha

Persyaratan Jangka

trIektu

Penerbitan

Kewajiban PB

IIMKII
Parameter Kewenangan

(1) l2t (31 (4) (s) t6) 17l (8) le) (ro) (1U lr2l (13)

6. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
penggunajasa

8. Bukti
penerimaan surat
pemberitahuan
tahunan pajak

9. Jumlah minimal
anggota di daerah
yang akan
dibuka jaringan
pelayanan

10. Jumlah minimal
modal keg'a

1 1. Rencana kerja
jaringan
pelayanan

12. Bukti
kepemilikan

3. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

4. Mengonsolidasi-
kan kegiatan
usaha jaringan
pelayanan kantor
cabang

5. Dalam hal
melaksanakan
aktifitas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
Lembaga otoritas
keuangan

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143696C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.S.5

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruaag

Ltngkup

SLala

Usaha

Ttngtat
Rlslko

Perlzlnan

Berusaha

Persyaratan Jangka

Wektu

Penerbitan

KeweJiban PB

UMKT'

Parameter Keweaangra

(U t2t (3t (41 lsl (6t 17t (8t (e) (rol tlu lt2l (131

dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana kerj'a

13. Daftar nama dan
riwayat hidup
calon pimpinan
dan daftar nama
calon karyawan

14. Sertifikat
kompetensi calon
kepala jaringan
pelayanan dan

15. Surat pernyataan
integritas calon
kepala jaringan
pelayanan

SK No 143697 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.S.6

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Ltngkup

SLda

Ueaha

Ttngkat
Risilo

Perlzinan

Berusaha

Persyaratan Jaugka

Welrtu

Penerbitan

KewaJiban PB

UMKTI

Peramctcr Kewenangan

(U l2t (3t (4) (s) (6) 17l t8) (e) llol tlu lt2l (13)

Jaringan
Pelayanan
Kantor
Cabang
Pembantu
KSP Primer

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Memiliki Izin
untuk usaha
koperasi simpan
pinjam primer

2. Laporan
keuangan
tahunan koperasi

3. Hasil audit dari
akuntan publik
dengan opini
wajar

4. Hasil
pemeriksaan
kesehatan
dinyatakan sehat

5. Anggaran dasar
koperasi

6. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas

7. Mempunyai
peraturan

3 Hari 1. Menyusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen
(soM)

2. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
penerapan prinsip
kehati-hatian

3. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

SK No 143698C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.7

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

Skala

Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan

Beruseha

Persyaratan Jangke

Walrtu

Pencrbltan

Kewqfiban PB

IIMKT'

Paramctcr Kewenangan

(U t2t t3) t4t (s) (6t 17l (81 (e) l10l (1U lr2l (13)

tentang prinsip
mengenali
pengguna jasa

8. Bukti
penerimaan surat
pemberitahuan
tahunan pajak

9. Jumlah minimal
anggota di daerah
yang akan
dibuka jaringan
pelayanan

10. Jumlah minimal
modal kerja

11. Rencana keda
jaringan
pelayanan

12. Bukti
kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana keqja

4. Mengonsolidasi-
kan kegiatan
usaha jaringan
pelayanan kantor
cabang pembantu

5. Dalam hal
melaksanakan
aktifitas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
Lembaga otoritas
keuangan

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143699C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.8

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

Skrta

Usaha

Tinglat
Rislho

Perizinan

Berusrha

Persyaratan Janglra

Wettu
Peaerbiten

Kcwqilban PB

UMI(U

PararnCtcr Kewenangan

(U t2t (3) (41 (51 (6) 17l (8) (e) (10) lr 1) lt2l (13)

13. Daftar nama dan
riwayat hidup
calon pimpinan
dan daftar nama
calon karyawan

14. Sertifikat
kompetensi calon
kepala jaringan
pelayanan dan

15. Surat pernyataan
integritas calon
kepala jaringan
pelayanan

Jaringan
Pelayanan
Kantor Kas
KSP Primer

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Tinggi NIB dan
lzir:

1. Memiliki Izin
untuk usaha
koperasi simpan
pinjam primer

2. Laporan
keuangan
tahunan koperasi

3 Hari l. Menyusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen
(soM)

2. Melaksanakan
ketentuan

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas

Gubernur

SK No 143700 C



FRE9IDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.9

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruaag

Lingkup

SLala

Usaha

Tinglat
Risiko

Perizinan

Benrsaha

Persyaratan Jangla
Wahu

Penerbltan

Kcwqilban PB

IIMKT'

Parameter Kewenangan

(U t2t t3t (41 (s) (6t 17l (8) (el (10) (1U lr2) (131

3. Hasil audit dari
akuntan publik
dengan opini
wajar

4. Hasil
pemeriksaan
kesehatan
dinyatakan sehat

5. Anggaran dasar
koperasi

6. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
pengguna jasa

8. Bukti
penerimaan surat
pemberitahuan
tahunan pajak

9. Jumlah minimal
anssota di daerah

penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
penerapan prinsip
kehati-hatian

3. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

4. Mengonsolidasi-
kan kegiatan
usaha jaringan
pelayanan kantor
kas

5. Dalam hal
melaksanakan
aktifitas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)waiib

kabupaten/
kota

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143701 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.S.10

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

SLala

Usaha

Tingkat
Risiho

Perlzinan

Berusahe

Persyaraten Janglra

Wehu
Pencrbltan

Kcwajiban PB

IIMKT'

Parameter Kewcnangan

(u t2t (3t (4) (s) (61 17l tE) (el (10) (1U lt2l (13)

yang akan
dibuka jaringan
pelayanan

10. Jumlah minimal
modal keda

1 1. Rencana ke{a
jaringan
pelayanan

12. Bukti
kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana kerja

13. Daftar nama dan
riwayat hidup
calon pimpinan
dan daftar nama
calon karyawan

14. Sertifikat
kompetensi calon
kepala jaringan
pelavanan dan

memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
Lembaga otoritas
keuangan

SK No 143702 C



FRESlDEN
REPUELIK INDONESIA

I.S.1 I

IYo Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

Skala

Usaha

Ttaglat
Rlsllo

Perlzinan

Benrseha

Persyaretan Jangka

Waku
Pcacrbitan

Kewqflban PB

UMKT'

Paremctcr Kewenangan

(1) t2t (31 t4t (s) (6t t7l (8) (e) (101 (1U lt2l 113)

15. Surat pernyataan
integritas calon
kepala jaringan
pelayanan

2 64t42 Unit
Simpan
Pinjam
Koperasi
Primer
(usP
Koperasi
Primer)

Usaha USP
Koperasi
Primer

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi NIB dan
Izin

1. Bukti setoran
modal usaha
awal

2. Memiliki rencana
keda

3. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas dan
surat pernyataan
bermeterai

4. Surat lulus uji
kelayakan dan
kepatutan
pengurus dan
Pengawas

5. Surat pernyataan
kepatuhan atas
ketentuan
peraturan
perundang-

3 Hari 1. Menyusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen
(soM)

2. Mengelola unit
simpan pinjam
sebagai unit
usaha otonom
dengan
pembukuan
terpisah

3. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143703C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.S.12

Itto Kode

KBLI

Judul
KBLI

Rueng

Lingkup

SLala

Usaha

Ttngkat
Rlslho

Perizinen

Berusaha

Persyaratan Janglra

Wahu
Penerblten

Kewqiiben PB

UMKTI

Peremeter Kewcnangan

(rl t2t l3) (4) (st (61 17l (8t (e) (101 (1U lt2l (13)

undangan usaha
simpan pinjam

6. Surat pernyataan
penerima
manfaat
(Beneficial Owner)

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
pengguna jasa

8. Sertihkasi
kompetensi di
bidang keuangan
koperasi bagi
pengelola dan

9. Bukti
kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana kerl'a

perundang-
undangan dan
penerapan prinsip
kehati-hatian

4. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

5. Dalam hal
melaksanakan
aktifitas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
Lembaga otoritas
keuangan

SK No 143704C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.S.13

I{o Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

Skala

Usaha

Tingkat
Risiko

Pcrlzinan

Bcrusaha

Persyaraten Jengka

Waktu

Pcaerbitan

Kewqiiban PB

IIIIKI'
Paremeter Kewcnengan

(rl t2t (3t (4) (5) (6) t7l (8) (et (101 ( 11) lt2l (13)

3 64r43 Koperasi
Simpan
Pinjam
Sekunder
(KSP
Sekun-
der)

Usaha KSP
Sekunder

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi lzin 1. Bukti setoran
modal usaha awal

2. Memiliki rencana
keda

3. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas dan
surat pernyataan
bermeterai

4. Surat lulus uji
kelayakan dan
kepatutan
pengurus dan
pengawas

5. Surat pernyataan
kepatuhan atas
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan usaha
simpan pinjam

6. Surat pernyataan
penerima

3 Hari 1. Men5rusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen
(soM)

2. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
penerapan prinsip
kehati-hatian

3. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

4. Dalam hal
melaksanakan

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143705 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.14

ITo Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Liagkup

SLala

Useha

TtngLat

Rlsiko

Perizinan

Beruseha

Persyaratan Janglra

WeLtu

Penerbitan

Kewqflban PB

IIMKTI

Parameter Kewenangan

(u t2t (3) (4) (5) (6) 17l (8) te) (10) ( 11) (121 (r3l
manfaat
(Beneficial Owner)

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
penggunajasa

8. Sertifikasi
kompetensi di
bidang keuangan
koperasi bagi
pengelola dan

9. Bukti
kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana keq'a

aktihtas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
l,embaga otoritas
keuangan

Jaringan
Pelayanan
Kantor

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Tinggi NIB dan
lzin

1. Memiliki Izin
untuk usaha
koperasi simpan
pinjam sekunder

3 Hari 1. Men5rusun dan
menerapkan
Standar
Operasional

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 143706C



PRESIDEN
R,EPUBLIK INDONESIA

r.s.15

No Kodc

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Ltngkup

Skala

Usaha

Ttngkat
Rlslko

Pcrizinen

Berusaha

Persyaretan Jangka

WeLtu

Penerbitaa

KewqJiban PB

UMKT'

Parameter Kewcnangen

(1) l2t (3) (4) (sl (6t 17l (8) te) (101 (1r) lt2l (r3l

Cabang KSP
Sekunder

Besar 2. Laporan
keuangan
tahunan koperasi

3. Hasil audit dari
akuntan publik
dengan opini
wajar

4. Hasil
pemeriksaan
kesehatan
dinyatakan sehat

5. Anggaran dasar
koperasi

6. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
penggunajasa

8. Bukti
penerimaan surat

Manajemen
(soM)

2. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
peneraparl prinsip
kehati-hatian

3. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

4. Mengonsolidasi-
kan kegiatan
usaha jaringan
pelayanan kantor
cabang

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143707 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.s.16

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

LtngLup

St qla

Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan

Berusaha

Persyaretan Jangka

Wektu

Pcncrbltan

Kcwqiiben PB

IIMKT'

Paramctcr Kcwenengen

(r) t2t (3t (41 (s) (6t 17l (Et (et (10) (1 1) lt2l 113)

pemberitahuan
tahunan pajak

9. Jumlah minimal
anggota di daerah
yang akan
dibuka jaringan
pelayanan

10. Jumlah minimal
modal kefa

1 1. Rencana kerja
jaringan
pelayanan

12. Bukti
kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana kerja

13. Daftar nama dan
riwayat hidup
calon pimpinan
dan daftar nama
calon karyawan

5. Dalam hal
melaksanakan
aktihtas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK) wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
Lembaga otoritas
keuangan

SK No 143708 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.17

ItIo Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

SLala

Usaha

Tingkat
Risilro

Pcrlzlnan

Bcrusahe

Persyaraten Jangka

trIektu

Penerbitaa

Kewqfiben PB

UMKI'

Parameter Keweaangan

IU t2t (3t (41 (s) (6) t7t (8) (e) (101 ( 11) (r2) (131

14. Sertifikat
kompetensi calon
kepala jaringan
pelayanan dan

15. Surat pernyataan
integritas calon
kepala jaringan
pelayanan

4 64t44 Unit
Simpan
Pinjam
Koperasi
Sekunder
(usP
Koperasi
Sekun-
der)

Usaha USP
Koperasi
Sekunder

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Bukti setoran
modal usaha
awal

2. Memiliki rencana
keq'a

3. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas dan
surat pernyataan
bermeterai

3 Hari 1. Men5rusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manqjemen
(soM)

2. Mengelola unit
simpan pinjam
sebagai unit
usaha otonom

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

SK No 143709C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.18

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Rueag

Linglup
Slrala

Useha

Ttngtat
Rislko

Perizinan

Berusaha

Pcrsyaretan Jangka

Wektu

Penerbitan

KewaJiben PB

UMKU

Perametcr Kewcnangaa

(1) t2t (3t (4) (sl (61 17l (8) (e) (101 ( 11) (121 (131

4. Surat lulus uji
kelayakan dan
kepatutan
pengurus dan
pengawas

5. Surat pernyataan
kepatuhan atas
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan usaha
simpan pinjam

6. Surat pernyataan
penerima
manfaat
{Beneficial Oune)

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
penggunajasa

8. Sertifikasi
kompetensi di
bidang keuangan

dengan
pembukuan
terpisah

3. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
penerapan prinsip
kehati-hatian

4. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

5. Dalam hal
melaksanakan
aktifitas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK) wajib

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143710 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.s.19

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Ltngkup

Slrela

Usaha

TingLet
Risiho

Perizinan

Berusahe

Persyaratan Jangka

Waktu

Penerbitan

KewaJiban PB

UMKTI

Parameter Kewcnangan

(r) l2t (3) (41 (51 (6t 17l (81 (e) (101 (1U lr2l (r3l
koperasi bagi
pengelola dan

9. Bukti
kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana kerja

memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
l,embaga otoritas
keuangan

5 64t45 Koperasi
Simpan
Pinjam
dan
Pembia-
yaan
Syariah
Primer
(KSPPS
Primer)

Usaha
KSPPS
Primer

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Bukti setoran
modal usaha
awal pada bank
syariah

2. Memiliki rencana
ke{a

3. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas dengan
melampirkan
surat pernyataan
bermaterai

4. Surat lulus uji
kelayakan dan
kepatutan

3 Hari 1. Men5rusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen
(soM)

2. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undansan dan

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

Wilayah
keanggotaan

Bupati/
Walikota

SK No l437ll C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.s.20

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Linglup
SLala

Usahe

Tlngket
Rlslko

Perlziann

Berusaha

Pereyaretan JangLa

Waktu

Pcnerbitan

Kcwqiiban PB

UMKI'

Parameter Kewenrngaa

(1) t2t (3t (4) (st (61 17l (8) (e) (101 (1U lt2l (13)

pengurus dan
pengawas

5. Surat pernyataan
kepatuhan atas
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan usaha
simpan pinjam

6. Surat pernyataan
penerima
manfaat
(Beneficial Owne)

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
pengguna jasa

8. Sertilikasi
kompetensi di
bidang keuangan
koperasi bagi
pengelola dan

penerapan pnnslp
kehati-hatian

3. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

4. Dalam hal
melaksanakan
aktifitas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki hin
operasional yang
diterbitkan
L,embaga otoritas
keuangan

kabupaten/
kota

SK No l437l2i



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.S.21

Itto Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Ltngkup

Skah
Usaha

Tingkat
RisiLo

Perizinan

Benrsaha

Persyaraten Jangka

WeHu

Pcnerbitan

Kewqiiban PB

UMKU

Parametcr Kewenangan

(U t2t (3) (4) lsl (6) 17l t8) (e) (10) (1U lt2l l13l
9. Bukti

kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana kerja

Jaringan
Pelayanan
Kantor
Cabang
KSPPS
Primer

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Memiliki Izin
untuk usaha
koperasi simpan
pinjam dan
pembiayaan
syariah primer

2. Laporan
keuangan
tahunan koperasi

3. Hasil audit dari
akuntan publik

3 Hari l. Men5rusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen
(soM)

2. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

SK No 143713 C



PRESIDEN
R.EPUELIK INDONESIA

r.s.22

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Ltngtup
SLala

Usaha

Tiugtat
Rieiko

Perlzinan

Berusahe

Persyeratan Jengta
Waktu

Pencrbltan

KewqJiban PB

UMKT'

Parameter Keweaangan

(1) t2t (3t (4) (st (6t 17l (8t (el (101 ( 11) lt2l (131

dengan opini
wajar

4. Hasil
pemeriksaan
kesehatan
dinyatakan sehat

5. Anggaran dasar
koperasi

6. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
pengguna jasa

8. Bukti
penerimaan surat
pemberitahuan
tahunan pajak

9. Jumlah minimal
anggota di daerah
yang akan

tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
penerapan prinsip
kehati-hatian

3. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

4. Mengonsolidasi-
kan kegiatan
usaha jaringan
pelayanan kantor
cabang

5. Dalam hal
melaksanakan
aktifrtas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No l437l40



PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.s.23

ItIO Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

LingLup

Skala

Usaha

Tingkat
Risilo

Perizinan

Berusaha

Persyeratan Jangha

WeLtu

Penerbitan

Kewqfiban PB

UMKT'

Parameter Kewenangan

(r) t2t (3) (4) ts) (6t 17l (Et (e) (101 (ru lt2l (13)

dibuka jaringan
pelayanan

10. Jumlah minimal
modal kerja

1 1. Rencana kerja
jaringan
pelayanan

12. Bukti
kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana kerja

13. Daftar nama dan
riwayat hidup
calon pimpinan
dan daftar nama
calon karyawan

14. Sertihkat
kompetensi calon
kepala jaringan
pelayanan dan

15. Surat pernyataan
inteqritas calon

Lembaga otoritas
keuangan

SK No 143715 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

t.s.24

ItIo Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

Skala

Usaha

Tingtat
Rlsllo

Perlzinen

Benrsaha

Perryaratan Jangta
WaLtu

Peaerbltan

Kewqflban PB

UMKI'

Parameter Kewenengan

(1) t2t (3t t4) (s) (6) 17l tE) (et l10l (1U lt2l (r3l
kepala jaringan
pelayanan

Jaringan
Pelayanan
Kantor
Cabang
Pembantu
KSPPS
Primer

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Memiliki Izin
untuk usaha
koperasi simpan
pinjam primer

2. Laporan
keuangan
tahunan koperasi

3. Hasil audit dari
akuntan publik
dengan opini
wajar

4. Hasil
pemeriksaan
kesehatan
dinyatakan sehat

5. Anggaran dasar
koperasi

3 Hari 1. Menyusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen
(soM)

2. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
penerapan prinsip
kehati-hatian

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143716C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.s.25

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Ltngkup

Stala
Usaha

Tiagkat
Rislko

Perizlnan

Berusaha

Persyaratan Janglra

Waltu
Peaerbita,n

Kewqiiben PB

UMI(U

Peramctcr Kewenengaa

(u t2t (3) t4t (s) (6) 17l (E) (et l10l (1U lt2l (131

6. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
pengguna jasa

8. Bukti
penerimaan surat
pemberitahuan
tahunan pajak

9. Jumlah minimal
anggota di daerah
yang akan
dibuka jaringan
pelayanan

10. Jumlah minimal
modal kerja

1 1. Rencana keq'a
jaringan
pelayanan

12. Bukti
kepemilikan

3. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

4. Mengonsolidasi-
kan kegiatan
usaha jaringan
pelayanan kantor
cabang pembantu

5. Dalam hal
melaksanakan
aktifitas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
lembaga otoritas
keuangan

SK No 143717 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDOHESIA

r.s.26

!to Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

Stala
Usaha

Ttngkat
Rlslto

Perlzinen

Benrsaha

Persyeretan Jangka

trIaktu

Pcnerbiten

Kewqflban PB

IIMKT'

Paremeter Kewenangan

(u t2t (3) (41 (sl (6) 17l (8t (et 110) (1U (121 (13)

dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana kerja

13. Daftar nama dan
riwayat hidup
calon pimpinan
dan daftar nama
calon karyawan

14. Sertifikat
kompetensi calon
kepala jaringan
pelayanan dan

15. Surat pernyataan
integritas calon
kepala jaringan
pelayanan

Jaringan
Pelayanan
Kantor Kas

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Tinggi NIB dan
lzin

I. Memiliki Izin
untuk usaha
koperasi simpan
pinjam primer

3 Hari 1 Men5rusun dan
menerapkan
Standar
Operasional

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 143718 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.5.27

ItIo Kode

KBLI

Judul
KBLI

Rueag

Lingkup

Skela

Usaha

TtngLat

Rlsllo
Perizinan

Berusehe

Pcrsyaratan Jangta
Wektu

Penerbitan

KewaJiban PB

UMXU

Peremctcr Kewcaangan

(rl t2t (3) (41 (sl (6t 17l (81 (e) 110) (1U lt2l 113)

KSPPS
Primer

Besar 2. Laporan
keuangan
tahunan koperasi

3. Hasil audit dari
akuntan publik
dengan opini
wajar

4. Hasil
pemeriksaan
kesehatan
dinyatakan sehat

5. Anggaran dasar
koperasi

6. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
penggunajasa

8. Bukti
penerimaan surat

Manajemen
(soM)

2. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
penerapan prinsip
kehati-hatian

3. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

4. Mengonsolidasi-
kan kegiatan
usaha jaringan
pelayanan kantor
kas

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143719 C



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

r.s.28

IYo Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingtup
SLqla

Usaha

Ttngkat
Rislko

Pcrizinaa

Bcrusaha

Pereyaratan Jangke

WaLtu

Penerbitan

Kewajiban PB

UMIIU

Parametcr Kewcaangan

(U t2t (3) (4t (sl (61 17l (81 (el (101 (1U lt2l (13)

pemberitahuan
tahunan pajak

9. Jumlah minimal
anggota di daerah
yang akan
dibuka jaringan
pelayanan

10. Jumlah minimal
modal kerl'a

I 1. Rencana kerja
jaringan
pelayanan

12. Bukti
kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana keq'a

13. Daftar nama dan
riwayat hidup
calon pimpinan
dan daftar nama
calon karyawan

5. Dalam hal
melaksanakan
aktifitas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
lcmbaga otoritas
keuangan

SK No 143720C



PRESlDEN
REPUELIK INDONESIA

r.s.29

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Ltngkup

Stala
Usaha

Ttngket
Rislko

Pcrizinan

Benrsahe

Persyeratan Jangka

trIaktu

Penerbitan

Kewqiiban PB

UMKT'

ParaECtcr Kewcnangaa

(rt l2t (3) (41 lsl (61 17l (81 (e) (10) (1 1) lt2l (13)

14. Sertifikat
kompetensi calon
kepala jaringan
pelayanan dan

15. Surat pernyataan
integritas calon
kepala jaringan
pelayanan

6 64146 Unit
Simpan
Pinjam
dan
Pembia-
yaan
Syariah
Koperasi
Primer
(USPPS
Koperasi
Primer)

Usaha
USPPS
Koperasi
Primer

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Bukti setoran
modal tetap pada
bank syariah

2. Memiliki rencana
kery'a

3. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas dengan
melampirkan
surat pernyataan
bermaterai

4. Surat lulus uji
kelayakan dan
kepatutan

3 Hari 1. Men5rusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen
(soM)

2. Mengelola unit
simpan pinjam
sebagai unit
usaha otonom
dengan
pembukuan
terpisah

3. Melaksanakan
ketentuan

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

Wilayah
keanggotaan

Bupati/
Walikota

SK No l4372lc



FRES!DEN
R.EFUELIK INDONESIA

I.S.30

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

SLala

Usaha

Tingkat

Risiho

Perizinan

Berusaha

Persyaraten Jangke

Waktu

Penerbitan

KewaJiban PB

UMKT'

Paramcter Kewcnaagan

(1) l2l (3) l4) (sl (6) 17l (81 (et (10) (1U lt2l (131

pengurus dan
pengawas

5. Surat pernyataan
kepatuhan atas
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan usaha
simpan pinjam

6. Surat pernyataan
penerima
manfaat
(Beneficial Atnef

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
pengguna jasa

8. Sertilikasi
kompetensi di
bidang keuangan
koperasi bagi
pengelola dan

penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
penerapan prinsip
kehati-hatian

4. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

5. Dalam hal
melaksanakan
aktifitas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
Lembaga otoritas
keuangan

kabupaten/
kota

SK No 143722C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.s.31

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Liagkup

Skah
Useha

Tingkat
Rlsiko

Perizinan

Berusaha

Pcrsyaratan Jangka

Walrtu

Pcnerbitan

KewaJiban PB

UMKTI

Parameter Kewcnangan

(rl t2t (3) (41 (s) (6) 17l (8t (et (rol (11) lr2l (13)

9. Bukti
kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana kerja

7 64t47 Koperasi
Simpan
Pinjam
dan
Pembia-
yaan
Syariah
Sekunder
(KSPPS

Usaha
KSPPS
Sekunder

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Bukti setoran
modal usaha awal
pada bank
syariah

2. Memiliki rencana
kerja

3. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas dengan
melampirkan

3 Hari 1. Men5rusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen
(soM)

2. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

SK No 143723C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.32

No

(u

Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

Stala
Usaha

Ttagkat
Rlslko

Perizinan

Bcrusaha

Pcrsyaratan Jangka

Welrtu

Penerbltan

Kcwqfiban PB

UMKI'

Paremeter Kewenangan

t2t (3) (4t (5t (6t t7l (81 (e) (101 ( 11) lt2l (r3l
Sekun-
der)

surat pernyataan
bermaterai

4. Surat lulus uji
kelayakan dan
kepatutan
pengurus dan
pengawas

5. Surat pernyataan
kepatuhan atas
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan usaha
simpan pinjam

6. Surat pernyataan
penerima manfaat
(Beneficial Ouner)

7. Mempunyai
peraturan tentang
prinsip mengenali
pengguna jasa

8. Sertifikasi
kompetensi di
bidang keuangan

pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
peneraparl prinsip
kehati-hatian

3. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

4. Dalam hal
melaksanakan
aktifitas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
Lembaga otoritas
keuangan

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143724C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.33

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Ltngkup

Strala

Usaha

Tingkat
Rislko

Perizinen

Benrsaha

Persyaretan Janglra

Wahu
Penerbiten

KewaJlban PB

UMKI'

Paremeter Kewenangan

(1) t2l (3t (4) (s) (6) 17l (8t (e) (10) (1U lt2l (13)

koperasi bagi
pengelola dan

9. Bukti kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana kerja

Jaringan
Pelayanan
Kantor
Cabang
KSPPS
Sekunder

a

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Memiliki Izin
untuk usaha
koperasi simpan
pinjam dan
pembiayaan
syariah sekunder

2. Laporan
keuangan
tahunan koperasi

3. Hasil audit dari
akuntan publik
dengan opini
wajar

4. Hasil
pemeriksaan

3 Hari 1. Men5rusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen
(soM)

2. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan

Wilayah
keanggotaan
Iintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

SK No 143725C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.34

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Ltngkup

SLaIe

Usahe

Tingkat
RisiLo

Perlzlnan

Bcrusaha

Persyaratan Jangla
trIaktu

Penerbltan

Kcwqiiban PB

UMIIU

Paremctcr Kewcnangan

(u l2t (3) (4) (sl (6) t7l (8) (e) l10l l1u lt2l (13)

kesehatan
dinyatakan sehat

5. Anggaran dasar
koperasi

6. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas

7. Mempunyai
peraturan
tentang prinsip
mengenali
penggunajasa

8. Bukti
penerimaan surat
pemberitahuan
tahunan pajak

9. Jumlah minimal
anggota di daerah
yang akan
dibuka jaringan
pelayanan

10. Jumlah minimal
modal keria

penerapan prinsip
kehati-hatian

3. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

4. Mengonsolidasi-
kan kegiata
usaha jaringan
pelayanan kantor
cabang

5. Dalam hal
melaksanakan
aktif,rtas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
tembaga otoritas
keuangan

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143726C



PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.s.35

No Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruaag

Lingkup

gLala

Usahe

Ttngkat
Rlsiko

Perizinen

Beruseha

Persyaratan Jangka

Walrtu

Pencrbitaa

KewaJiban PB

IIMKI'
Paramcter Kewenangan

(1) t2l (3) (4) (sl (6) 17l t8t (e) (10) (1U lt2l (13)

I 1. Rencana keg'a
jaringan
pelayanan

12. Bukti
kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana kery'a

13. Daftar nama dan
riwayat hidup
calon pimpinan
dan daftar nama
calon karyawan

14. Sertifikat
kompetensi calon
kepala jaringan
pelayanan dan

15. Surat pernyataan
integritas calon
kepala jaringan
pelayanan

SK No 143727 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.s.36

IYo Kode

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

SLala

Usahe

TingLat
Risiho

Perizinan

Benrsahe

Persyaratan Jangka

Waktu

Penerbitan

KewaJiban PB

I,MXU

Paremeter Kewenaugan

(u I t2t (3t (4) (5t (61 171 (8) (e) (101 ( 11) lt2l (13)

8 64t48 Unit
Simpan
Pinjam
dan
Pembia-
yaan
Syariah
Koperasi
Sekunder
(USPPS
Koperasi
Sekun-
der)

Usaha
USPPS
Koperasi
Sekunder

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Bukti setoran
modal tetap pada
bank syariah

2. Memiliki rencana
kerja

3. Riwayat hidup
pengurus dan
pengawas dengan
melampirkan
surat pemyataan
bermaterai

4. Surat lulus uji
kelayakan dan
kepatutan
pengurus dan
pengawas

5. Surat pernyataan
kepatuhan atas
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan usaha

3 Hari 1. Menyusun dan
menerapkan
Standar
Operasional
Manajemen
(soM)

2. Mengelola unit
simpan pinjam
sebagai unit
usaha otonom
dengan
pembukuan
terpisah

3. Melaksanakan
ketentuan
penyelenggaraan
usaha simpan
pinjam sesuai ke-
tentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
penerapan prinsip
kehati-hatian

Wilayah
keanggotaan
lintas
provinsi

Menteri/
Kepala
Badan

Wilayah
keanggotaan
lintas
kabupaten/
kota

Gubernur

Wilayah
keanggotaan
kabupaten/
kota

Bupati/
Walikota

SK No 143728C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LS.37

No Kode

I(BLI

Judul
KBLI

Ruaag

Lingkup

Slrala

Usaha

Ttnglat
Risllo

Perizlnen

Berusehe

Persyaratan Jangke

Wektu

Pencrbltan

Kcwqiiban PB

UMKI'

Parameter Kewenangaa

(1) t2t (3) (4) (st (6t t7l l8l (e) (10) (1U lt2l (13)

simpan pinjam
6. Surat pernyataan

penerima manfaat
(Beneficial Ouner)

7. Mempunyai
peraturan tentang
prinsip mengenali
pengguna jasa

8. Sertifikasi
kompetensi di
bidang keuangan
koperasi bagi
pengelola dan

9- Bukti
kepemilikan
dan/atau sewa
kantor, papan
nama koperasi,
dan sarana kerja

4. Menyampaikan
laporan keuangan
dan kegiatan
usaha kepada
pemerintah

5. Dalam hal
melaksanakan
aktifitas Koperasi
Jasa Keuangan
(KJK)wajib
memiliki izin
operasional yang
diterbitkan
Lembaga otoritas
keuangan

SK No 143729C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONEEIA

I.S.38

Kode

KBLI

No Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

SLala

Usaha

Tingtat
RisiLo

Perlzinen

Berusaha

Persyaraten Jangta
Walrtu

Peaerbltan

Kewqiiban PB

UMIIU

ParaEeter Kewenangan

(1) l2t (3) (4) (s) (6t t7l l8t (el (101 (1U lt2l (131

9 66292 Aktivitas
Pemering-
kat
Usaha
Mikro,
Kecil,
Mene-
ngah dan
Koperasi

Aktifitas
Lembaga
Independen
Pemeringkat
Koperasi

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1

2

Berbentuk
badan hukum
Memiliki
struktur
organisasi,
uraian tugas,
kewenangan dan
tanggungjawab
Menyampaikan
laporan kegiatan
kepada
kementerian
koperasi dan
ukm.
Memiliki standar
operasional
manajemen
aktivitas
pemeringkatan
koperasi.
Personil yang
melaksanakan

3

4

5

Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 143730C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.39

No Kodc

KBLI

Judul
KBLI

Ruang

Lingkup

Slrala

Useha

Tingkat
RlsiLo

Perlzlnan

Berusaha

Persyaratan Janglra

Wahu
Peaerbitrn

Kewqfiban PB

UMI(U

Parameter Kewenangen

(U l2t (3t t4t (s) (6) 171 (8) tet (101 ( 11) lt2l (131

6

aktifitas
pemeringkatan
bebas konflik
kepentingan
Memiliki personil
yang
mempunyai
keahlian dan
pengalaman
dibidang
pemeringkatan
koperasi yang
dibuktikan
dengan sertihkat
atau tanda bukti
pendidikan
dan/atau
pelatihan yang
dikeluarkan
pejabat
berwenang

SK No 143731 C



FRES!DEN
REFUELIK INDONESIA

I.T.1

T. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENANAIVIAN MODAL

Ifo Kode
KBLI

Judul

KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Periziuan
Berusaha

Persyaratan Janglra
trIaktu

Penerbitan

KeweJlbaa PB

UMKTI

Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (5t (6) 17l (8t (e) (rol (11) t2 (13)

1 64200 Aktivitas
Perusaha-
an HolCing

Seluruh Mikio
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Rendah NIB Otomatis Menyampaikan
LKPM melalui
Sistem OSS per
triwulan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

2 6910r Al(tivitas
Pengacara

Kantor
Acivokat

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Rendah NIB Otomatis 1. Menyampai-
kan LKPM
melalui
Sistem OSS
per triwulan

2. Advokat yang
bekerja pada
Kantor
Advokat
wajib
mendapat-
kan Surat
Keputusan
Pengangkat-
an Advokat
dari Organi-

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143638 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.T.2

Tinghat
Rlsiko

No Kode
KBLI

Judul

KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Perizinan
Berusaha

Persyeretan Jangka
Waktu

Penerbiten

KewaJlbaa PB

UMKT'

Parameter Kcwcnangaa

(u t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8t (e) l10l (1U t2 (131

sasi Advokat,
yang salinan-
nya disam-
paikan kepa-
da Mahka-
mah Agung
dan
Kementerian
Hukum,
serta
berkegiatan
sesuai
ketentuan
perundang-
undangan

3. Advokat
Asing yang
bekerja pada
Kantor Advo-
kat, wajib
memilki izin
keda berda-
sarkan reko-

SK No 152278C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.3

No Kode
KBLI

Judul

KBLI

Ruang
Ltngkup

gtnla
Usahr

Ttngkat
Risiho

Perlzinan
Beruseha

Persyeratan Jangka
I[aktu

Penerbitan

Kewajiben PB

UMKTI

Peramcter Kcwcnangan

(1) t2t (31 (41 (st (6t 17l (8) (et (10) ( 1r) 12 (13)

mendasi dari
Organisasi
Advokat dan
Kementerian
Hukum,
serta
berkegiatan
sesuai
ketentuan
perundang-
undangan

3 69tO2 Aktivitas
Konsultan
Hukum

Kantor
Advokat

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Rendah NIB Otomatis l. Menyampai-
kan LKPM
melalui
Sistem OSS
per triwulan

2. Advokatyang
bekerja pada
Kantor
Advokat
wajib
mendapat-
kan Surat

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 152279 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.4

No Kodc
XBLI

Judul

KBLI

Ruang
Ltngkup

SLale
Usahe

Ttagtat
RisiLo

Perizinaa
Bcruseha

Persyaratan Jangle
Waktu

Penerbltan

Kewqflben PB

UMKT'

Parameter Kewenengen

(1) t2t (3) (4) (st (6) 17l (81 (e) (10) 111) t2 (13)

Keputusan
Pengangkat-
an Advokat
dari Organi-
sasi Advokat,
yang salinan-
nya disam-
paikan kepa-
da Mahka-
mah Agung
dan
Kementerian
Hukum,
serta
berkegiatan
sesuai
ketentuan
perundang-
undangan

3. Advokat
Asing yang
bekeq'a pada
Kantor Advo-

SK No 152280 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.5

IYo Kodc
KBLI

Judul

KBLI

Ruang
Liagkup

Stala
Usaha

TingLet
Risilo

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Illalrtu

Pcaerblten

KewaJiban PB

UMKTI

Peremeter Kewenangan

(U t2t (3) (41 (st (6) 17l (8) (et (10) ( 11) t2 (131

kat, wajib
memilki izin
kerja berda-
sarkan reko-
mendasi dari
Organisasi
Advokat dan
Kementerian
Hukum,
serta
berkegiatan
sesuai
ketentuan
perundang-
undangan

4 69 103 Aktivitas
Konsultan
Kekayaan
Intelektual

Kantor
konsultan
kekayaan
intelektual

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Rendah NIB Otomatis 1. Menyampai-
kan LKPM
melalui
Sistem OSS
per triwulan

2- Konsultan
kekayaan
intelektual

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No l5228l0



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.T.6

No Kode
KBLI

Judul

KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Jangka
I[ahu

Pcnerbitan

Kewajiban PB

UMKT'

ParaECter Kewenangan

(1) t2t (31 (4t (sl (6t t7t (E) te) (101 (11) t2 (131

yang bekerja
pada kantor
konsultan
kekayaan
intelektual
wajib menda-
patkan Surat
Keputusan
Pengangkat-
an Konsultan
Kekayaan
Intelektua-t
dari Menteri
Hukum cq.
Direktur
Jenderal KI,
sesuai
ketentuan
perundang-
undangan

SK No 152282 C



PRESIDEN
R.EFUBLIK INDONESIA

t.T.7

No Kode
KBLI

Judul

I(BLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangka
Welrtu

Pcnerbiten

KeweJlban PB

UMI(U

Peramcter Kcwenangen

(1) t2t (3t (41 (st (6t t7t (8t (et (10) (1r) t2 (13)

5. 69 109 Aktivitas
Hukum
Lainnya

Kantor
Advokat

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Rendah NIB Otomatis 1. Menyampai-
kan LKPM
melalui
Sistem OSS
per triwulan

2. Advokatyang
bekeq'a pada
Kantor
Advokat
wajib
mendapat-
kan Surat
Keputusan
Pengangkat-
an Advokat
dari Organi-
sasi Advokat,
yang salinan-
nya disam-
paikan kepa-
da Mahka-
mah Agung
dan Kemen-

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 14364/. C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.8

IYo Kode
I{BLI

Judul

KBLI

Rueng
Ltagkup

Skele
Usshe

Ttngket
Rislko

Perlzinrn
Benrsaha

Persyeratan JangLe
Ilhktu

Pcnerbitan

Kewqflben PB

UMKU

Peramctcr Kewcnangen

(1) t2t (3) (4) (s) (6t t7t (81 (e) (10) (11) t2 l13)

terian
hukum, serta
berkegiatan
sesuai
ketentuan
perundang-
undangan

3. Advokat
Asing yang
bekerja pada
Kantor Advo-
kat, wajib
memilki izin
kerja berda-
sarkan reko-
mendasi dari
Organisasi
Advokat dan
Kementerian
Hukum,
serta
berkegiatan

SK No 152283 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.9

IYo Kode
KBLI

Judul

KBLI

Ruang
Lingkup

Stala
Usaha

Ttngkat
Rieiko

Pedzinen
Berueaha

Persyaratan Janglrn
Waktu

Penerbltan

Kewqfibaa PB

UMKt'

Parameter Kewcnangan

(1) tzt (3t l4) (5) (61 17l (8) (e) (10) (1U t2 (r3)

sesuai
ketentuan
perundang-
undangan

6. 7490t Aktivitas
Penerje-
mah atau
Interpreter

Seluruh Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Rendah NIB Otomatis 1. Menyampai-
kan LKPM
melalui
Sistem OSS
per triwulan

2. Mengikuti
proses
pengangkat-
an Penerje-
mah Tersum-
pah, sebagai-
mana diatur
dalam Pera-
turan Men-
teri Hukum
dan HAM
Nomor 29
Tahun 2016
juncto Nomor

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 152284 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.T.10

Ilo Kode
KBLI

Judul

KBLI

Ruaag
Linglrup

Skata
Useha

Tiagket
Risiko

Perizinan
Berueaha

Persyaratan Janglra
Waktu

Peaerbiten

KeweJiban PB

UMKTI

Peramcter Kewenangan

(1) t2t (3t t4t (s) (6t 17l (E) (e) (101 (11) t2 (13)

04 Tahun
20 19 tentang
Syarat Dan
Tata Cara
Pengangkat-
an, Pelapo-
ran, dan
Pemberhen-
tian Peneq'e-
mah
Tersumpah

7 9tot2 Perpusta-
kaan dan
Arsip
Swasta

Kegiatan
perpusta-
kaan yang
dilakukan
oleh swasta

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Rendah NIB Otomatis 1. Menyampai-
kan LKPM
melalui
Sistem OSS
per triwulan

2. Mendapat-
kan Nomor
Pokok
Perpustaka-
an (NPP)dan
Akreditasi
Perpustaka-

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143647 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONE5IA

I.T.11

No Kode
KBLI

Judul

KBLI

Ruang
Linghup

Skala
Usaha

Tingkat
Rielko

Perizinen
Benrsaha

Persyaratan JangLa
Itraktu

Penerbitan

Kewajlban PB

UUKT'

Parameter Kcwcnangan

(1) t2t (31 (41 (st (6t 17l (8) (el 110) llu t2 (131

an Khusus
dari Lemba-
ga Akreditasi
Perpustaka-
an Nasional
(LAP-N) seba-
gaimana dia-
tur dalam
Undang-Un-
dang Nomor
43 Tahun
2OO7 tentang
Perpustaka-
an paling
lambat I
(satu) tahun
setelah
beroperasi

Kegiatan
pengelolaan
arsip yang

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Rendah NIB Otomatis 1 Menyampai-
kan LKPM
melalui
Sistem OSS
per triwulan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143648C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.T.r2

No Kode
KBLI

Judul

KBLI

Ruang
Lingkup

Stala
Useha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Benrsahe

Persyaratan Jangta
SIaLtu'

Penerbitan

Kewajiban PB

UMKI'

Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 tst (6) 17l (8) te) (10) (1U 12 113)

dilakukan
oleh swasta

2. Mendapat-
kan Akre-
ditasi Kear-
sipan dari
Pusat Akre-
ditasi Kear-
sipan - Arsip
Nasional
Indonesia
(ANRr)
sebagaimana
diatur dalam
Undang-Un-
dang Nomor
43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan
paling
lambat 1

(satu)tahun
setelah
beroperasi

SK No 143649 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.T.13

No Kode
KBLI

Judul

KBLI

Ruang
Llnglup

SLela
Useha

Tiaglat
Risllo

Perizinrn
Bcrueaha

Persyaratan Jauglra
Waktu

Pencrbitan

KewaJiben PB

UMKTI

Parameter Kewenangen

(r) t2t (3) (41 (s) (6) 17l (8t (el (10) (11) t2 (131

8. 96910 Aktivitas
Pemakam-
an dan
Kegiatan
YBDI

Seluruh - Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Rendah NIB Otomatis 1. Menyampai-
kan LKPM
melalui
Sistem OSS
per triwulan

2. Pengelolaan
Tempat
Pemakaman
Bukan
Umum dan
Krematorium
wajib
mendapat-
kan':lz,inl
keputusan
Bupati/Wali-
kota atau
Gubernur
apabila
berlokasi di
Provinsi DKI
Jakarta,
sebagaimana

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143650 C



PRES!DEN
REPUEUK INDONESIA

I.T.14

IIo I(odc
IIBLI

Judul

rBLI
Bueug

Llngkup
Strh
U.rhr

Tlnslrt
Rlrtlo

Porlzlnrn
Bcrunhr

Parryrntrn Jengte
WrLtu

Pcncrbltea

Kccqflben PB

UUIiU

Prnuctcr Kcwcanngrn

(1) l2t (31 t4t t5t (61 t7l 18) pt (rol (1lt t2 (13)

diatur dalam
Peraturan
Pemerintah
Nomor 9
Tahun 1987
tentang
Penyediaan
Penggunaan
Tanah untuk
Keperluan
Tempat
Pemakaman

9 70209 Aktivitas
Konsultasi
Manajemen
Lainnya

Seluruh Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Rendah NIB Otomatis Menyampaikan
Laporan
Kegiatan
Penanaman
Modal (LKPM)
melalui Sistem
OSS per
triwulan.

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 14r';070 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.1

U. PERIZINAN BERUSATIA SEKTOR PEIITYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LlngLup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlsiko

Perizinaa
Bcrusaha Persyaratan

Janglr
Waktu

Pencrbitan
KeweJiban PB

I'TIKTI Paremcter Kcwenangan

(1) t2t (3) (4) (sl (6) 17l (81 (e) llol ( 11) lt2l (13)

620r4 Aktivitas
Pengem-
bangan
Teknolo-
gi Block-
chain

Seluruh Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyerahkan
perencanaan/
Roadmap
teknologi
Blockchain
termasuk
rencana
menerapkan
aktivitas usaha
lainnya kepada
Menteri yang
menyelengga-
rakan urusan
pemerintahan
di bidang
komunikasi
dan
informatika

2.Pelaporan
secara berkala
setiap minimal
1 (satu) tahun
sekali

Pen-
daftaran
Penye-

lenggara
Sistem
Elek-
tronik

Lingkup
Privat
(dalam

hal
memiliki
sistem
elek-
tronik
yang
diper-

gunakan)

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

1

SK No 143815 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.u.2

No
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzinan
Benrseha Persyaretan

Janglra
Waktu

Pcncrblten
KewaJiben PB

UMKU Parameter Keweaangan

(1) l2t (3t (4) (s) t6) 17t t8) (e) (10) (11) lt2l (131

dan/atau jika
terjadi
perubahan
mengenai
perkembangan
proyek kepada
Menteri yang
menyelengga-
rakan urusan
pemerintahan
di bidang
komunikasi
dan
informatika

c 62015 Aktivitas
Pemro-
graman
Berbasis
Kecer-
dasan
Artifisial

Seluruh - Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis l.Membuat dan
menerapkan
internal
compo.na
policies
mengenai data
dan etika
internal
Kecerdasan
Artifisial

Pen-
daftar-
an
Penye-
leng-
gara
Sistem
Elek-
tronik
Lins-

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143816 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.U.3

No
Kode
I(BLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltngkup

Stala
Usahe

Tinghet
Risiho

Pcrizinan
Bcnrsaha Pcrsyeratan

Jangla
I[aLtu

Pcnerblten
Kcwqilban PB

UMKU
Parameter Kewenengen

(r) t2t (3) (4) (st (61 t7l (8) (e) (101 (1U lr2l (131

2.Memenuhi sef
declare untuk
tenaga ahli
sesuai Standar
Kompetensi
Keda Nasional
Indonesia
(SKKNI)
minimal untuk
Kategori
Informasi dan
Komunikasi
Golongan
Pokok Aktivitas
Pemrograman,
Konsultasi
Komputer dan
Kegiatan Yang
Berhubungan
Dengan Itu
(YBDI) bidang
Keahlian
Artificial
Intelligence Sts,b

kup
Privat
(dalam
hal
memi-
liki
sistem
elek-
tronik
yang
diper-
guna-
kan)

- lzir:
Pene-
tapan
Indust
ri Per-
taha-
nan

- Serti-
fikat
Perse-
tujuan
Kelaik

SK No 143817 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

T.U.4

IITo
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Strala
Usaha

TingLat
Risiko

Periziaan
Bcrusaha Pcrsyaretea

Jangta
Wahu

Penerbitan
KewaJiban PB

IIMKTI
Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8t (el (10) 111) lt2l (r3l

Bidang Data
Science

3.Mempublikasi-
kan inovasi
dan
pengembangan
teknologi
kepada publik
melalui event,
demo, maupun
cara-cara yang
dapat diakses
oleh publik
dengan
memperhatikan
aspek privasi
dan legalitas
informasi

4.Pelaporan
secara berkala
setiap 1 (satu)
tahun
mengenai
kegiatan
manaiemen

an
Fasi-
litas
Produ
ksi
Perta-
hanan
(Certi-
ficate
of App-
roual
Facili-
tg Wor-
thi-
ness o.f
De-
fence
Produc
tionl:
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/
atau

SK No 143818 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.5

Ilto
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

TingLet
Rlelko

Perlzinen
Berusrha Persyaraten

Jengka
Waktu

Penerbltan
Kewqiiban PB

I'MKU Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (41 (st (6) t7l (8) (e) (10) llu lr2l 113)

dan keamanan
data (data
securitg and
gouemancel
yang dilakukan
kepada Menteri
yang
menyelenggara
kan urusan
pemerintahan
di bidang
komunikasi
dan
informatika

Moda
Udara
lzin
Pro-
duksi
Alat
Pera-
latan
Perta-
hanan
dan
Kea-
ma-
nan

3 62022 Aktivitas
Penye-
diaan
Identitas
Digital

Seluruh Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Surat
pernyataan
kesediaan
untuk
menjamin
kerugian
Pengguna
Identitas
Digital akibat
kegagalan

2l Hai l.Menyerahkan
salinan bukti
laporan
sertifrkasi
sistem
manajemen
pengamanan
informasi
sesuai dengan
peraturan

Pen-
daftaran
Penye-
lenggara
Sistem
Elek-
tronik
Lingkup
Privat

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143819 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.U.6

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

glrola
Useha

TtngLat
Rlslko

Perizinan
Benrsaha Persyaratan

Jangta
Waktu

Pcncrbltaa
Kewqfiben PB

UMKt' Parametcr Kcwenengan

(u t2l (3t (4) (s) (6t 17t (8) (e) (10) (1U lr2l (13)

layanan
Identitas
Digital,
kesengajaan
danf atau
kelalaian
kepada Orang,
Badan Usaha,
atau Instansi
karena
kegagalannya

2.Memiliki
fasilitas dan
peralatan yang
berada di
wilayah
Indonesia
sebagai
berikut:
a. Sistem untuk

mengelola
informasi
pendaftaran
pemilik

perundang-
undangan

2.Memiliki
prosedur dan
metode untuk
mengelola dan
mengoperasi-
kan fasilitas
dan peralatan

3.Melakukan
validasi
Identitas
Digital sesuai
dengan standar
dan panduan
penyediaan
Identitas
Digital

4.Memberikan
edukasi kepada
calon pemilik
dan/atau
Pemilik
Identitas
Dieital

SK No 143820 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

t.u.7

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LingLup

SLaIa
Usahe

Tingtat
Risiko

Perlzinan
Berusaha Pcrsyeretan

Jangla
I[ahu

Penerbitan
Kewqflban PB

UMKII Perameter Kewenangan

(1) l2t (3) (41 (s) (6t 17l l8) (e) (101 (1rl lr2l (131

identitas
digital

b.Sistem untuk
menerbitkan
dan
mengelola
identitas
digital yang
diberikan
kepada
pemilik
identitas
digital

c. Sistem
perlindungan
untuk
menjamin
keamanan
fasilitas dan
peralatan
dalam
penyeleng-
garaan
identitas
dieital

mengenar
penggunaan
dan
pengamanan
Identitas
Digital

5.Memberitahu-
kan kontrak
berlangganan
(Subsciber
Agreement) d,an
kebijakan
privasi
Penyediaan
Identitas
Digitalnya
kepada calon
pemilik
dan/atau
Pemilik
Identitas
Digital

6.Membuat
daftar Identitas
Disital vane

SK No 143821C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.U.8

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liaglup

Stela
Usaha

Tingkat
Risito

Perlziann
Benrseha Persyenten

Jengka
Waktu

Pencrblten
Kewqiiban PB

UMKU Parameter Kewenangen

(rl t2t (3) (4) (s) (6) 17t (8) (e) (10) ( 11) lt2l (131

d.Sistem
verihkasi
identitas
digital

aktif dan yang
dicabut dengan
mengelola
sistem
verifikasi
Identitas
Digital

T.Memelihara
dokumen arsip
secara
sistematik dan
dapat
dipertanggung-
jawabkan baik
dalam bentuk
tertulis Qtaper
bosedl
dan/atau
elektronik
(electronic
basedl

8.Memeriksa
kebenaran
identitas calon
pemilik

SK No 143822 C



PRES!DEN
REPUELIK INDONESIA

I.U.9

No
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
LtngLup

Slrala
Usaha

Ttngkat
RlsiLo

Perizlnaa
Berusaha Persyeratan

Jengta
WaLtu

Pcnerbitan
Kewajiban PB

UMKI' PareEctcr Kewenangaa

(u t2l (31 (4! (s) {6) 17l (8) te) (10) ( 11) lt2l (131

dan/atau
Pemilik
Identitas
Digital

9.Mengelola dan
mengamankan
sistem yang
menyimpan
identitas digital
pelanggannya

l0.Menjamin
kerugian akibat
kegagalan
layanan
Penyediaan
Identitas
Digital,
kesengajaan,
dan/atau
kelalaian
kepada orang,
badan usaha,
atau Instansi
karena
kegagalannya

SK No 143823C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.10

No
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagtup

Skala
Usaha

Ttngkat
Rlsiko

Perlzlnaa
Berusaha Persyareten

JangLa
IlIahu

Penerbltan
KewaJlbaa PB

UMKII Parameter Kewenengaa

(1) t2t (3) (41 ts) (6) 17l (8) (e) (101 (1U lt2l (13)

dalam
mematuhi
kewajiban
sebagai
Penyedia
Identitas
Digital sesuai
dengan
ketentuan
perundang-
undangan

l l.Menyampaikan
laporan
kegiatan
Penyediaan
Identitas
Digital kepada
Menteri
sekurang-
kurangnya I
(satu)kali
dalam satu
tahun berjalan
atau sewaktu-

SK No 143824 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.11

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

SLah
Usaha

Tingkat
Risllro

Pcrlzlnan
Bcrusaha Persyaratan

Jaagke
Wektu

Penerbitan
Kewqiiben PB

UMKU Parameter Kewenangaa

(1) t2t (31 (41 (sl (6t t7t (81 (e) (10) (1U lt2l (131

waktu apabila
diminta

l2.Telah terdaftar
sebagai
Penyelenggara
Sistem
Elektronik di
Kementerian

4 62023 Aktivitas
Penye-
diaan
Sertifrkat
Elektro-
nik dan

layanan
yang
Menggu-
nakan
Sertifikat

Elektro-
nik

Seluruh Besar Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

l.Tidak menjadi
induk bagi
Penyelenggara
Sertifikasi
Elektronik
(PSrE) lain dan
tidak berinduk
kepada PSrE
lain

2.Telah
melakukan
penilaian
mandiri yang
mengacu pada
standar
fasilitas dan

2l Hari I. Melaksanakan
audit terhadap
otoritas
pendaftaran-
nya
(regbtration
authority)

2. Melakukan
validasi
Sertifrkat
Elektronik

3. Memberikan
edukasi
kepada calon
pemilik
dan/atau

Pen-
daftaran
Penye-
lenggara
Sistem
Elek-
tronik
Lingkup
Privat

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143825C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.u.t2

ItIo
Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skela
Usahe

Tinglat
RisiLo

Pcrlzinan
Berusehe Persyaretea

JaagLa
I[aLtu

Penerblten
Kcwqiiben PB

UMKTI
Parameter Kcweaangen

(1) tzt (3t (4t t5t (6) 17t (81 (el (10) ( 11) (12) (131

peralatan yang
diterbitkan oleh
Kementerian

3.Melampirkan
surat
permohonan
sesuai dengan
format
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran I
Peraturan
Menteri tentang
Penyelenggara-
an Sertihkasi
Elektronik yang
merupakan
bagian tidak
terpisahkan
dari Peraturan
Menteri ini

4.Memenuhi
interoperabili-
tas PSrE

Pemilik
Sertifikat
Elektronik
mengenai
penggunaan
dan
pengamanan
Sertihkat
Elektronik

4. Memberitahu-
kan kontrak
berlangganan
(Subscriber
Agreem.ent)
dan kebijakan
privasi
Penyelengga-
raan
Sertifikasi
Elektroniknya
kepada calon
pemilik
dan/atau
Pemilik

SK No 143826C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.13

No
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Linglup

Slrah
Useha

Tingkat
Risiho

Perlzinsn
Berusaha Persyeraten

Jeagta
Waktu

Penerbitan
Kewqllban PB

UMKT'
Paramctcr Kewcnangan

(U t2t (3) (4) (s) (6t 17l (8t (e) (10) (r1) lt2l (13)

Indonesia yang
mengacu pada
standar
interoperabili-
tas PSrE non-
Instansi yang
diterbitkan oleh
Kementerian

5.Memiliki bukti
sertifikat dan
laporan hasil
dari penilaian
sertifikasi
sistem
manajemen
pengamanan
informasi
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan

6.Memiliki
dokumen
kebijakan yang
berisi iaminan

Sertifikat
Elektronik

5. Memberitahu-
kan
Pernyataan
Penyelengga-
raan
Sertifikasi
Elektronik
(Certification
Practice
Statementl
Penyelengga-
raan
Sertihkasi
Elektroniknya
kepada pihak
lain yang
menggunakan
jasa PSrE
Indonesia

6. Membuat
daftar
Sertifikat
Elektronik

SK No 143827 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.u.14

No
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skatr
Usaha

Ttnglat
Rielho

Perlzlann
Beruseha Persyeratan

Jaagle
Wehu

Pcnerbitan
Kewqflben PB

UMKTI
Paramctcr Kcwcnangan

(1) t2t (31 (41 (st (6) 17t (81 (et (rol (r 1) lt2l (13)

ganti rugi yang
dialami Orang,
Badan Usaha,
atau Instansi
akibat
kegagalan
Iayanan
Penyeleggaraan
Sertifikasi
Elektronik baik
karena
kesengajaan
dan/atau
kelalaian dalam
mematuhi
kewajibannya
sebagai PSrE

T.Memiliki
kemampuan
keuangan
berupa harta
paling sedikit
Rp30 000 000
000,00 (tiga
puluh miliar

yang aktif dan
yang dicabut
dengan
mengelola
sistem
verihkasi
Sertifikat
Elektronik
Pemilik
Sertihkat
Elektronik
(ualidation
autlaritgl

7. Memelihara
dokumen
arsip secara
sistematik dan
dapat
dipertanggung
jawabkan baik
dalam bentuk
tertulis Qtaper
ba.sedl
dan/atau
elektronik

SK No 143828 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.u.15

Ilo Kode
I(BLI

Judul
KBLI

Ruaag
Ltnglup

Slrala
Usaha

Tinglet
Rlsiko

Perlzinen
Benrsrha Persyeratan

Jangta
trIeLtu

Pcnerbitea
Kcwqflban PB

UMKI' Paramctcr Kewenengan

(U t2t (3t (4) (5) (6t t7t (81 (el (10) (ru lr2l (13)

rupiah) dan
menyerahkan
bukti
kemampuan
keuangan
berupa salinan
neraca
keuangan yang
sudah diaudit
oleh auditor
independen

8.Memiliki paling
sedikit 11
(sebelas) orang
peran
terpercaya
dalam
pengoperasian
fasilitas dan
peralatan

9.Memiliki
Pernyataan
Penyelengga-
raan Sertifikasi
Elektronik

lelectronic
basedl

8. Memeriksa
kebenaran
identitas calon
pemilik
dan/atau
Pemilik
Sertihkat
Elektronik

9. Meminta
persetujuan
Menteri dalam
hal tedadi
perubahan
layanan PSrE
Indonesia
yang berbeda
dengan
ketentuan
dalam
Kebijakan
Sertifikat
Elektronik
(Certificate

SK No 143829 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.16

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

glrqta
Useha

Tingket
Risiko

Perlzlnan
Bcrusahe Persyareten

Jangle
Wektu

Penerbltaa
Kewqflban PB

UMKT' Parameter Kewenengan

l1) t2t t3) (4) (s) (6t 17l (8t (e) (rol (rrl lt2l (13)

(Certification
Practice
Statementl
PSrE yang
mengacu pada
Kebijakan
Sertifikat
Elektronik
(Certificate
Policy) PSrE
Induk

l0.Memiliki
prosedur dan
metode untuk
mengelola dan
mengoperasi-
kan fasilitas
dan peralatan

l l.Menyampaikan
memiliki
proposal PSrE
sesuai dengan
format
sebagaimana
tercantum

Policy) PSrE
Induk

10. Memperbarui
Tanda Lulus
PSrE yang
akan habis
masa
berlakunya

1 l. Mempublika-
sikan
Pernyataan
Penyelenggara
an Sertifikasi
Elektronik
(Certification
Practice
Statementl
Penyelengga-
raan
Sertifrkasi
Elektroniknya
di situs resmi
layanannya

12. Mengelola dan
mengamankan

SK No 143830 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONEgIA

T.U.T7

IYo
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

Stda
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perlzlnan
Bcrusaha Persyaratan

Jangka
Wektu

Pcnerbltrn
Kewajiban PB

UMKII Pararncter Kewenengan

(U t2t (3) (4! (st (6t 17l (E) (e) (101 (ru lt2l (13)

dalam
Lampiran II
yang
merupakan
bagian tidak
terpisahkan
dari Peraturan
Menteri tentang
Penyelengga-
raan Sertifikasi
Elektronik

l2.Menyerahkan
salinan bukti
integritas dan
rekam jejak
direksi dan
dewan
komisaris PSrE
Indonesia

l3.Menyerahkan
salinan rekam
jejak PSrE
Indonesia tidak
dalam kondisi
berperkara

sistem yang
menyimpan
identitas
Pemilik
Sertifikat
Elektronik

13. Menjamin
kerugian
akibat
kegagalan
layanan
Penyelengga-
raan
Sertihkasi
Elektronik,
kesengajaan,
dan/atau
kelalaian
kepada orang,
badan usaha,
atau Instansi
karena
kegagalannya
dalam
mematuhi
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PRESlDEN
R,EPUBLIK INDONESIA

r.u.18

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skel.
Usaha

Tinglat
Rislho

Perlziann
Berusahe Persyareten

Jangta
WaLtu

Penerbitan
KeweJiben PB

IIUKT' Parameter Kewenangen

(U t2t t3t (4) (sl (6t t7t (8) (el l10l (1 1) lt2l (13)

atau pailit yang
dibuktikan
dengan surat
keterangan dari
pengadilan
negeri tempat
domisili badan
hukum berada

l4.Memiliki
fasilitas dan
peralatan yang
dibutukan
untuk
penyelenggara-
an sertifikasi
elektronik
dalam wilayah
hukum
Indonesia
sebagai
berikut:
a. Sistem untuk

mengelola
informasi
Pendaftaran

kewajiban
sebagai PSrE
sesuai dengan
ketentuan
perundang-
undangan

14. Menyampai-
kan laporan
kegiatan
Penyediaan
Identitas
Digital kepada
Menteri
sekurang-
kurangnya I
(satu) kali
dalam satu
tahun bedalan
atau sewaktu-
waktu apabila
diminta

15. Telah terdaftar
sebagai
Penyelenggara
Sistem
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PRESIDEN
REFUBLIK INDONEgIA

r.u.19

IlIo
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLrla
Usaha

Tiaglat
Rlsiko

Perlzlnan
Berusahe Porsyaraten

Janglra
Waktu

Peacrbltan
KewaJibaa PB

UMKI' Paremetcr Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (s) (6) 17l (8) (el (10) (1U lt2l (r3l

Pemilik
Sertifikat
Elektronik

b.Sistem untuk
membuat
dan
mengelola
data
pembuatan
Tanda
Tangan
Elektronik
dan Data
Verifikasi
Tanda
Tangan
Elektronik

c. Sistem untuk
menerbitkan
dan
mengelola
Sertifikat
Elektronik
yang
diberikan

Elektronik di
Kementerian
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PRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA

r.u.20

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Stela
Usaha

Ttngket
Rlslko

Perizlnrn
Bcruseha Persyeraten

Jangta
Waktu

Penerbitan
Kewajiben PB

IIDIKII Panmeter Kewcnangan

(1) t2t (3) t4t (st (6t 17l (8) (et (10) llu lt2l (r3l

kepada
Pemilik
Sertifrkat
Elektronik

d.Sistem untuk
menandai
waktu data
elektronik
(timestamp)

e. Sistem
perlindungan
untuk
menjamin
keamanan
fasilitas dan
peralatan
dalam
Penyelengga-
raan
Sertifrkasi
Elektronik

f. Sistem
verifikasi
Sertifikat
Elektronik

SK No 143834C



FRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.u.2t

No
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Ttnglrat
Rlslko

Pcrlzlnen
Bcrusehe Persyaraten

Jengka
Waktu

Penerbltaa
KewaJlben PB

IIUKU Peremeter Kewenangan

(1) t2l (3) (4t (s) (6) 17l (E) (et (10) (1U lt2l 113)

Pemilik
Sertifikat
Elektronik
(ualidation
authoitg)
yaitu:
i. Online

Certificate
Sfatus
Protocol
(ocsP)

Li. Certificate
Reuocation
,rst (CRL)

iii. Memiliki
atau
mem-
punyai
kontrol
penuh
atas
fasilitas
dan
peralatan
vang
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PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.u.22

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Useha

Tiaglat
Risilo

Perizinan
Berusaha Pcrsyaratea

Jangka
Wektu

Pcncrblten
Kcwqilbaa PB

UMKU Parameter Kcwcnangen

(1) l2l (3t (4) (sl (6) 17t (8) te) (rol (rr) lt2l (131

dibutuh-
kan dalam
menyedia-
kan
layanan
ter-
sertifikasi
yang
diseleng-
garakan-
nya dalam
wilayah
hukum
Indonesia,
antara
lain:
l.Tanda

Tangan
Elektro-
nik

2. Segel
Elektro-
nik

3.Penanda
Waktu

SK No 143836 C



FRESIDEN
REFUILIK INDONESIA

r.u.23

IYo
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

Slrala
Useha

Tinglrat
Risilo

Pcriziaen
Beruseha Pcrsyereten

Jangta
Wektu

Penerbltra
KewaJlban PB

IIMKU Perameter Kewenangan

(1) t2l (3) (4) (s) (6t 17l (E) (e) 110) (11) lt2l (13)

Elektro-
nik

4.l,ayanan
Pengiri
man
Elektro-
nik
Tercatat

5.Autenti-
kasi
Situs
Web
danl
atau

6. Pre-
servasi
Tanda
Tangan
Elektro-
nik
danl
atau
Segel
Elektro-
nik

SK No 143837 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.u.24

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltngkup

Stala
Usahe

Ttngkat
Risiko

Perlzlnan
Berusaha Persyeratea

Jeagle
WaLtu

Penerbltan
KewaJiben PB

IIMKU Perameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (5t (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (131

5.Memiliki
dokumen:
a. Rencana

bisnis
b.Rencana

keber-
langsungan
bisnis

c. Rencana
penanggulan
gan bencana

d.Laporan
pengujian
sistem
elektronik
(stress fest
dar: load test)
dan analisis
keamanan
informasi
Qtenetration
test),

l6.Mendapatkan
Tanda Lulus
penilaian

SK No 143838 C



PRESIDEN
REFIJELIK INDONESIA

r.u.25

No
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

gltsla
Usaha

TtngLat
Rlsilo

Perlzlnan
Berueaha Persyeratan

JengLa
Wahu

Penerbitrn
Kewqilban PB

UMI{I' Perameter Kewenengaa

(1) t2l (3) (41 (5t (6) 17l (Et (el (101 (ru lt2l 113)

kelaikan dari
Lembaga
Sertihkasi
Penyelenggara
Sertifrkasi
Elektronik,
yang
penilaiannya
mengacu pada:
a. Standar yang

diterbitkan
oleh
Kementerian
bidang
Komunikasi
dan
Informatika,
antara lain:
i. Standar

fasilitas
dan
peralatan
PSrE

SK No 143839 C



PRESIDEN
R,EPUELIK INDONESIA

r.u.26

(1)

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltagkup

SLala
Usrha

Ttnglat
Rlsito

Perizinan
Berusaha Pcrsyaretan

Jaagka
Wektu

Pcnerbitan
KewaJlben PB

UMKU Parametcr Kewcnangan

t2t (3) (4) (st (6) t7l (8! tet llo) (1U lt2l (13)

ii. Standar
inter-
operabilitas

iii. Standar
verifikasi
identitas

iv. Kebijakan
Sertifikat
Elektronik
(Certificate
Policy) PSrE
Induk

b.Panduan-
panduan
yang
diterbitkan
oleh
Kementerian
bidang
Komunikasi
dan
Informatika

c. Standar-
standar lain
yang

SK No 143840 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.u.27

No
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tinglret
Risiko

Perizinen
Bcrueaha Persyeratan

Jengta
Waktu

Pencrbitea
KewaJlban PB

UMKTI
Paramctcr Kewenangan

(u t2t t3) (4) (s) (61 17l t8l (e) (10) (1U (12) (13)

disebutkan
dalam
Peraturan
Menteri
tentang
Penyelengga-
raan
Sertifikasi
Elektronik

d,.Best practice
internasional
yang dipakai
PSrE
Indonesia
dalam
layanannya

lT.Menerapkan
sistem
manajemen
usaha yang
mengacu pada
panduan yang
diterbitkan oleh
Kominfo,
antara lain:

SK No 143841 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.u.28

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Pcrlzlaan
Beruaaha Pcrsyareten

Jangka
Waktu

Pcnerbltan
Kewqilban PB

IIMXU Perameter Kcwcnangan

(1) t2t (3t (4) (s) (6) 17l (8) tet (101 (1rl lt2l (13)

a. Standar
Fasilitas dan
Peralatan
Penyelengga-
ra Sertihkasi
Elektronik,
yang di
dalamnya
mensyarat-
kan
sertifrkasi
Sistem
Manajemen
Pengamanan
Informasi

b.Panduan
Operasional
Penyelengga-
ra Sertihkasi
Elektronik

c. Kebijakan
Sertihkat
Elektronik
lCertificate
Policu)

SK No 143842 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.u.29

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

glrala
Usaha

Tinglat
Rlslko

Perlzinan
Beruseha Pcrsyeretea

Janglra
Waktu

Peaerbitaa
Kewliiban PB

UMKT' Paramctcr Kcwenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6t 17l (8) (et (101 ( 11) lr2l (13)

Penyelengga-
ra Sertifikasi
Elektronik
Induk, yang
di dalamnya
mengatur
terkait
dengan
jaminan ganti
rugi, rencana
bisnis,
rencana
keber-
langsungan
bisnis,
rencana
penang-
gulangan
bencana
serta
panduan lain
yang
mengacu
pada best

SK No 143843C



PR,ESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.U.30

ItIo
Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LIngLup

Skrh
Usahr

Tingtat
Risilo

Periziaan
Benrsshe Persyereten

Jaagke
Wehu

Penerbitsn
KeweJlban PB

UMI(t' Paremctcr Kewenangen

IU tzt (3) (4) (5t (6t t7l (E) te) (101 ( 11) (12) (13)

practice
internasional

5 62024 (Aktvitas
konsul-
tasi dan
peran-
cangan
Internet
of Things
0or))

Seluruh Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis 1. Memenuhi
Standar
Aktivitas
Konsultasi
dan
Perancangan
Internet of
Things (toT)

2. Memenuhi
self-declare
untuk tenaga
ahli sesuai
Standar
Kompetensi
Keda
Nasional
Indonesia
(sKKNr)
Kategori
Informasi
dan
Komunikasi

Pen-
daftar-
an
Penye-
leng-
gara
Sistem
Elek-
tronik
Ling-
kup
Privat
(dalam
hal
memi-
liki
sistem
elek-
tronik
yang
diper-

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143844 C



PR,ESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.U.31

No
Kode
I(BLI

t2t

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLah
Usahe

Tingtat
Risiho

Periziaen
Benrseha Pcrsyeratan

Jengta
Waktu

Pcncrbitan
KewaJiben PB

UMKU
Peremeter Kewenangan

(U (3t (4) (sl (6) t7t (8) (el (10) (ru lt2l (13)

Golongan
Pokok
Telekomuni-
kasi bidang
Internet of
Things (loTl

3. Pelaporan
kegiatan
usaha secara
berkala
setiap I
(satu) tahun
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

guna-
kan)
lzin
Pene-
tapan
Indust
ri Per-
taha-
nan
Serti-
fikat
Perse-
tujuan
Kelaik
an
Fasi-
litas
Produ
ksi
Perta-
hanan
(Certi-
ficate
ofApp-
roual

SK No 143845 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.u.32

IYo
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Liagkup

SLala
Ueahe

Ttnglrat
Rlslko

Perlzlnan
Bcrusaha Pcrsyerataa

Jengka
Waktu

Pcacrbitan
Kewqiibea PB

UMKII Parameter Kewenangaa

(u t2t (3) (4) l5l (6! 17l (81 (e) (ro) (11) lt2l (131

Facili-
tg Wor-
thi-
ness o/
De-
fence
Produc
tionl:
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/
atau
Moda
Udara

- lzin
Pro-
duksi
Alat
Pera-
latan
Perta-
hanan
dan

SK No 143846 C



PRESIDEN
REFUBLIK lNDONESIA

I.U.33

![o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

Skrla
Usaha

Tinglat
Risiko

Perizinan
Berusahe Persyeratan

Jangka
Wektu

Penerbitan
KewaJiban PB

UMKU Parameter Kewenangen

{1) t2l (3) (4) (s) (6) 17l t8l te) (101 (1U lr2l (r3l

Kea-
ma-
nan
lzin
Pema-
saran
Alat
Pera-
latan
Perta-
hanan
dan
Kea-
ma-
nan

6 58200 Penerbit-
an
Piranti
Lunak
(sof-
warel

Penerbitan
Gim

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Melakukan
pemenuhan
PB UMKU
Klasihkasi
Gim

2. Melakukan
pemenuhan
PB UMKU
Pendaftaran
Penyeleng-

Pen-
daftar-
an
Penye-
leng-
gara
Sistem
Elek-
tronik
Ling-

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143847 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.u.34

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueag
Lingkup

Stala
Useha

Tingkat
Rislko

Periziaan
Berusaha Persyaratan

Jenglra
Waktu

Pcacrbltaa
Kewqiiban PB

UMKU Peremetcr Kewcnangan

(U t2t (3) l4) (st (6t t7t (8t (et (101 111) lt2l (13)

gara Sistem
Elektronik
Lingkup
Privat

3. Melakukan
pemenuhan
uji
kesesuaian
Klasifikasi
Gim

4. Melakukan
pelaporan
secara
berkala

kup
Privat
Klasi-
fikasi
Pro-
duk
Gim
lzin
Pene-
tapan
Indust
ri Per-
taha-
nan
Serti-
fikat
Perse-
tujuan
Kelaik
an
Fasi-
Iitas
Produ
ksi
Perta-

SK No 143848 C



FRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.U.35

Ilo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Ltngkup

Stela
Usahe

Tinglat
Risilo

Perlziaan
Benrseha Persyaraten

Jengta
Waktu

Penerbitan
Kewqiiben PB

UMKI' Parametcr Kewenengen

(1) t2l (3t (41 (st (6) 17l l8t (et (ro) (r rl lt2l (131

hanan
(Certi-
ficate
ofApp-
roual
Facili-
tg Wor-
thi-
ness of
De-
fence
Produc
tionl:
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/
atau
Moda
Udara
lzin
Pro-
duksi
Alat

SK No 143849C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.u.36

IYo
Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SImla
Usaha

Ttngket
Rlsilo

Pcrlzlaaa
Bcruseha Persyaratan

Jeagta
Waktu

Pcacrbltaa
Kewqiiban PB

UMKII Peramctcr Kcwenangen

tu t2l (3) t4t (sl (6t 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (131

Pera-
latan
Perta-
hanan
dan
Kea-
ma-
nan
lzin
Pema-
saran
Alat
Pera-
latan
Perta-
hanan
dan
Kea-
ma-
nan

SK No 143850 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.V.1

V. PERIZINAN BERUSNIA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
No Kode

KBLI
Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLafa
Usahe

Tinglat
Rlsllo

Perlzinan
Berusaha

Persyaratan Jaagla Walrtu
Pcnerbltan

KeweJiben PB IIMKT' Paremetcr Kewenangan

(1) 12t t3l 141 (st I tol t7l t8t tet t1()t ( 11t tt2t tr3)
1 381 10 Pe-

ngum-
pulan
Sampah
Dan
Limbah
Tidak
Berba-
haya

Pengum-
pulan
Sampah
Rumah
Tangga
Dan
Sampah
Sejenis
Sampah
Rumah
Tangga
Oleh Bank
Sampah
Induk
(BSr),
Wira-
usaha/
Wira-
swasta,
Dan Socro-
preneur
Baik
Konven-
sional

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Pelaku
usaha
berben-
tuk
badan
usaha

2. Memiliki
sarana
untuk
menge-
lompok-
kan
sampah
berdasar-
kan jenis
sampah

3. Sarana
dileng-
kapi
dengan
label atau
tanda

4. Luas
lokasi

Pengumpul-
an sampah
dengan
wilayah
pelayanan
dalam I
Kabupaten/
Kota

Bupati/
WaliKota

Pengumpul-
an sampah
dengan
wilayah
pelayanan
lintas
Kabupaten/
Kota dalam I
Provinsi

Gubernur

SK No 143519 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.v.2

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

sLela
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangle Waktu
Pcnerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Perameter Kcwenangan

t1) t2t (3t (4) (st t6t t7t (8t t9t t10l t11t tl2t (13t
Maupun
Platform
Digital

dan
kapasitas
pengelo-
laan
sampah
sesuai
kebutuh-
an

5. l.okasi
mudah
diakses

6. Tidak
mence-
mari
lingkung-
an

7. Memiliki
sarana
pengolah-
an
sampah

8. Memiliki
alat
trans-
portasi
pengum-

SK No 143520 C



PRES!DEN
REFUELIK INDONESIA

I.V.3

No Kode
KBLI

Judul
XBLI

Ruang
Lingkup

gLcla
Usaha

Tinglat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyaretan Jengla Waktu
Pcncrbiten

Kewqiiban PB IIMKTI Perametcr Kewenangan

(1t t2l t3t t4) (sl (6t 17t l8l (et l1()t tru tl,2t (13)
pulan
sampah

9. Memiliki
struktur
kelemba-
gaan
sesuai
kebutuh-
an

10. Cakupan
pelayan-
an di
Tingkat
Provinsi,
Kota/
Kabupa-
ten

11. Memiliki
Prosedur
operasio-
nal
standar
penye-
lenggara-
an bank
sampah

SK No 143521C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.V.4

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingket
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangla Waktu
Peaerbitan

KewaJiban PB UMITU Peremetcr Kewenangan

til t2t t3t t4t t5l t6t 17t (8t tet t10l ( 11) tt2t t13t
12. Meme-

nuhi
sarana
minimal
pengolah-
an air
lindi
sampah
seder-
hana,
sesuai
ketentu-
an Per-
aturan
per-
undang-
undang-
an
(selama
men-
jalankan
kegiatan
usaha
apabila
terdapat
kegiatan

SK No 143522 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.5

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Useha

Tingkat
Risiko

Pcrlziaan
Bcrusaha

Persyareten Jangka Wettu
Penerbitrn

Kcwqiiban PB IIMKTI Parameter Kcwcnangan

tlt tzl t3t t4t t5t t6t t7t t8t tet t10t trlt tt2l t13t
pencucl-
an
sampah)

13. Menyam-
paikan
Laporan
Pengelo-
Iaan
Sampah
kepada
Pemerin-
tah
Daerah,
termasuk
pencatat-
an data
jenis,
jumlah
dan/
sumber
sampah
yang di
kumpul-
kan,
dipilah
dan

SK No 143523 C



FRESIDEN
R,EPUBLIK INDONESIA

I.V.6

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltngkup

Skata
Ueaha

TingLat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jaagla lf,aktu
Penerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Parameter Kcwcnangan

t1) t2t (3t (4t tst t6t t7t (81 (e) (10) t 1lt tt2l (13t
diangkut
(2 kali
dalam
setahun,
setiap
bulan
Januari
dan Juli)

Pe-
ngumpul-
an Limbah
Tidak
Berbahaya
(Tidak
Mencakup
Limbah
Non-B3
Sebagai-
mana
Dimaksud
Lampiran
xIv
Peraturan
Pemerin-
tah Nomor
22 Tahun

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Pelaku
usaha
berbentuk
badan
usaha

2. Memiliki
sarana
untuk
me-
ngelom-
pokkan
sampah
berdasar-
kan jenis
sampah

3. Dileng-
kapi label
atau

Pengumpul-
an sampah
dengan
wilayah
pelayanan
dalam 1

Kabupaten/
Kota

Bupati/
WaliKota

Pengumpul-
an sampah
dengan
wilayah
pelayanan
lintas
Kabupaten/
Kota dalam I
Provinsi

Gubernur

SK No 143524C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.v.7

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltagkup

Shala
Useha

Ttnglat
Rlsilo

Pcrizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka Waktu
Pcnerbltaa

KeweJiban PB TIMKU Peramctcr Kewcnangaa

tll 12t t3l (4) (sl (6t 17t (E) (et tlot t 11t tt2l (r3t
202t
Tentang
Penyeleng-
garaan
Perlindu-
ngan Dan
Pengelola-
an Ling-
kungan
Hidup)
Oleh
Bank
Sampah
Induk
(BSr),
Wira-
usaha/
Wira-
swasta,
Dan Soab-
preneur
Baik
Konven-
sional
Maupun

tanda
pada
sarana

4. Luas
Iokasi dan
kapasitas
pengelo-
laan
sampah
sesuai
kebutuh-
an

5. lokasi
mudah
diakses

6. Tidak
mence-
mari
Lingku-
ngan

7. Memiliki
sarana
pengola-
han
sampah

SK No 143525 C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.V.8

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LlngLup

Skala
Usaha

Ttngket
Rlslko

Pcrizlnea
Bcrusaha

Persyarataa Jangke Welrtu
Penerbiten

KewaJiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

tlt t2t t3t t4t tst t6l t7l t8t (91 lrot t 11t tt2t t13l
Platlorm
Digital

8. Memiliki
alat trans-
portasi
pengum-
pulan
sampah

9. Memiliki
struktur
kelemba-
gaan
sesuai
kebutuh-
an

l0.Cakupan
pelayan-
an di
Tingkat
Provinsi,
Kota/
Kabupa-
ten

l l.Memiliki
Prosedur
opera-
sional
standar

SK No 143526C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONEgIA

I.V.9

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLela
Usahe

Tinglat
Risiho

Perlzirrn
Berusahe

Pcrsyaratan Jaagta Waktu
Penerbiten

Kewejiban PB IIMKT' Perameter Kcwcnangan

tlt l2t t3t t4l t5) t6t t7t (81 tet trol tlu tr2t t13t
pe-
nyeleng-
garaan
bank
sampah

12.Meme-
nuhi
sarana
minimal
pengolah-
an air
lindi
sampah
seder-
hana,
sesuai
ketentu-
an per-
aturan
per-
undang-
undang-
an
(selama
menjalan-
kan

SK No 143527 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.10

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llnghup

gLela
Usahe

Tingket
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangla Wattu
Penerbitan

Kewajiban PB UMKTI Paranctcr Kewenangan

tlt t2t t3l t4l t5t t6t t7t t8l (91 t10l llil tt2t (13t
kegiatan
usahal
Iapabila
terdapat
kegiatan
pencuci-
an
sampah)

l3.Menyam-
paikan
Laporan
Pengelo-
laan
Sampah
kepada
Pemerin-
tah
Daerah,
termasuk
pencata-
tan data
jenis,
jumlah
dan
sumber
sampah

SK No 143528 C



PRES!DEN
R,EFUELIK INDONESIA

I.V.11

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skah
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaraten Jangka Waltu
Pcnerbiten

Kcwajiban PB IIMKT' Parameter Keweneagan

(rt t2l (3) t4l (st (6t t7l (8t t9l (101 (1U tt2l t13)
yang di
kumpul-
kan,
dipilah
dan
diangkut
(2 kali
dalam
setahun),
setiap
bulan
Januari
dan Juli

2 38 120 Pe-
ngum-
pulan
Limbah
Berba-
haya

Pengum-
pulan
Sampah
Yang Me-
ngandung
B3
dan/atau
Limbah
83 Yang
Ber-
sumber
dari
Rumah

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Memiliki
peralatan
pena-
nganan
ke-
daruratan
[pada saat
memulai
kegiatan
usahal,
termasuk:
kendara-

Pengumpul-
an sampah
yang
mengandung
E}3 dan/atau
Limbah E}3
yang
bersumber
dari rumah
tangga
dengan
wilayah
pelayanan

Bupati/
WaliKota

SK No 143529 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONEgIA

t.v.r2

![o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLqla
Usaha

Tinglat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka Welrtu
Penerblten

Kewqiiban PB I'MKT' Perameter Kewenengaa

(1) t2t t3l t4l (5t t6t t7t t8l t9t t10t tru tt2t (13t
Tangga di
Fasilitas
Pengelola-
an
Sampah
Spesihk

an, timba-
ngan, log-
book, dan
sarana K3

2. Memiliki
bangunan
dan
sarana
untuk
me-
nampung
sampah
yang
mengan-
dung 83
dan/atau
Limbah
B3

3. Memiliki
lokasi
penam-
pungan
sampah
yang

dalam 1

Kabupaten/
Kota
Pengumpul-
an sampah
yang
mengandung
E}3 dan/atau
Limbah E}3

yang
bersumber
dari rumah
tangga
dengan
wilayah
pelayanan
lintas
Kabupaten/
Kota dalam I
Provinsi

Gubernur

SK No 143530 C



FRESIDEN
REFUELIK INDONEgIA

I.V.13

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Stala
Usaha

TingLat
Rlslho

Perizinan
Bcrusaha

Pcrsyaratan Jangla Waktu
Penerblten

Kcwajiban PB UMKII Perameter Kewenangan

tlt t2l (3t t4t tst (6t t7t t8t t9t (10t t 1lt tt2l (13t
mudah
diakses

4. Memiliki
sistem
drainase

5. Memiliki
struktur
kelemba-
gaan

6. Memiliki
dan
menjalan-
kan
Standard
Operating
Procedure
(soP)
Pengum-
pulan
Sampah
Spesif,rk
(selama
men-
jalankan

SK No 143531C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.V.14

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

TingLat
RisiLo

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaraten Jangla Wektu
Penerbltan

KewaJiban PB UMKTI Perameter Kewcnangan

(1t t2t t3t (4t (st (6t t7t t8t t9t (101 (1U tt,2t t13t
kegiatan
usaha)

7. Memiliki
sarana
pen-
cegahan
pen-
cemaran
lingkung-
an

8. Memiliki
tata kelola
pengang-
kutan dan
pengum-
pulan
sampah

9. Menyam-
paikan
Laporan
Pengelo-
laan
Sampah
kepada

SK No 143532C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.V.15

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

Skala
Usaha

Ttngkat
Rlsiko

Perizinen
Benrsahe

Pcrsyaraten Jangka Waltu
Penerbiten

Kewqiiben PB IIMKT' Perameter Kewenangan

l1t t2t t3t t4l (5t t6l t7l {81 tet t10t t11t tt2l (13t
Pemerint-
ah
Daerah,
termasuk
pencata-
tan data
jenis,
jumlah
dan
sumber
sampah
yang di
kumpul-
kan,
dipilah
dan
diangkut
(2 kali
dalam
setahun,
setiap
bulan
Januari
dan Juli)

SK No 143533 C



FRESIDEN
REFUELIK INDONE3IA

LV.16

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

St ale
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangta Waltu
Penerbitan

Kewajiban PB UMKTI Paramcter Kewenangan

llt t2t t3t t4t tst t6t t7t l8l t9t t10l tllt tt2l (13l
Pe-
ngumpul-
an Limbah
B3

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Surat
kelaya-
kan
Opera-
sional

2. Bukti
kepemi-
likan atas
dana
Penang-
gulangan
Pen-
cemaran
Lingku-
ngan
Hidup
dan/
atau Ke-
rusakan
Lingku-
ngan
Hidup
atau dana
penjamin-
an Pe-
mulihan

10 Hari 1. Mengum-
pulkan
Limbah
83 sesuai
dengan
nama dan
karakte-
ristik
Limbah
B3

2. Menyim-
pan
Limbah
83 yang
dikum-
pulkan ke
dalam
tempat
Penyim-
panan
Limbah
El3 sesuai
dengan
kapasitas
tempat
Penyim-

Pengumpul-
an Limbah
E}3 Skala
Kabupaten/
Kota

Bupati/
WaliKota

Pengumpul-
an Limbah
83 Skala
Provinsi atau
lintas
Kabupaten/
Kota

Gubernur

Pengumpul-
an Limbah
83 Skala
Nasional,
lintas
Provinsi

Menteri/
Kepala Badan

SK No 143534C



FRESIDEN
R,EFUELIK INDONESIA

r.v.L7

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Useha

Tingtat
Risiko

Perizlnan
Bcrusaha

Persyaretan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban PB IIMKII Perameter Kewenangan

(U t2l (3t t4l tst t6t t7l (8) t9t t10t l11l lt2t (13t
Fungsi
Lingku
nga.n
Hidup

3. Perse-
tujuan
Teknis

panan
Limbah
B3

3. Melaku-
kan
pengema-
san
Limbah
83 sesuai
dengan
karak-
teristik
Limbah
B3

4. Melekat-
kan la.bel
Limbah
E}3 dan
Simbol
Limbah
E}3 pada
kemasan
Limbah
B3

5. Melaku-
kan

SK No 143535 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.V.18

IlIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Strale
Usahe

Tingkat
Risito

Perizinen
Bcrusaha

Persyaratea Jenglre WeLtu
Pencrblten

Kewqfiban PB UMKII Parameter Kcwenangan

(1t t2l (3t t4t (st t6t t7l (8t t9t t10t t 11l tt2t (13t
identifi-
kasi
Limbah
El3 yang
dikum-
pulkan

6. Melaku-
kan
Penyim-
panan
Limbah
E}3 yang
dikum-
pulkan
paling
lama 90
(sembilan
puluh)
hari

7. Melaku-
kan
segregasi
Limbah
El3 sesuai
dengan
ketentuan

SK No 143536C



PRESIDEN
REFUELIK INDONE5IA

I.V.19

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slreh
Usaha

Tinglnt
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyarataa Jangla Waktu
Penerbitan

Kewajiban PB UMKI' Parameter Kcwenangan

(11 t2t t3t t4t tst t6l t7l t8t (9t trol t 11t 1t2t (13l
apabila
diperlu-
kan

8. Melaku-
kan
pencatat-
an nama,
sumber,
karakte-
ristik,
dan
jumlah
Limbah
83 yang
di-
kumpul-
kan

9. Men5ru-
sun dan
Menyam-
paikan
laporan
Kegiatan
Pengum-
pulan

SK No 143537 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.v.20

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rurng
Ltngkup

St ala
Usaha

TingLat
RisiLo

Perlzlnan
Bcrusaha

Persyaraten Jangle Waktu
Pcnerbitan

KewaJiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

tlt t2t t3l (4t tst t6t t7t (8) tet trot t 1lt 1t2t (13t
Limbah
B3

10. Melaku-
kan
kegiatan
pencega-
han
pencema-
ran dan
kerusa-
kan
lingku-
ngan
hidup
sesuai
dengan
peraturan
per-
undang-
undangan

3 382LT Treat-
ment
dan
Pem-
buang-

Pengolah-
an
Sampah
Yang
Tidak

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Doku-
men
studi
kelaya-
kan yang

10 Hari 1. Menjalan-
kan
pengelola-
an
sampah

L,okasi
Pengolahan
di
Kabupaten/
Kota

Bupati/
WaliKota

SK No 143538 C



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

t.v.2l

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

SLala
Usaha

TtngLet
Risiko

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jengla WeLtu
Penerbitea

Kewqflban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1t t2t (3t t4t (5t t6t t7t t8t 19t (rol ( 11) tt2l l13t
an
Limbah
dan
Sampah
Tidak
Ber-
bahaya

Berbahaya
Meng-
hasilkan
Produk
Berupa
Bahan
Bakar
Alternatif/
Substi-
tusi,
Biofuel,
Biogas,
Dan
Lainnya

paling
sedikit
memu-
at:
a. Jum-

lah
sam-
pah
yang
akan
di-
olah
da-
lam
sa-
tuan
ton
per
hari,
kom-
po-
sisi,
dan
kara-
kteri-
stik

sesuai
dengan
Standard
Operating
Procedure
(soP)

2. Melaku-
kan pe-
ngendali-
an pence-
maran
lingkung-
an sesuai
dengan
ketentu-
an Per-
aturan
Per-
undang-
undangan

3. Melaku-
kan
pencatat-
an
sampah
Yang

DKI Jakarta Gubernur

SK No 143539C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONEgIA

\.V.22

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tinglat
Risiko

Perizinaa
Berusaha

Persyaratea Jangka Waktu
Pencrbltan

KewaJiban PB IIMKII Parameter Kcwenangan

tll t2t (31 (4t (st {6t t7t (Et tet trol ll rl tt2l l13l
sam-
pah

b. Kela-
ya-
kan
tek-
nis,
eko-
nomi,
dan
keua-
ngan

c. Ka-
jian
ling-
ku-
ngan,
so-
sial,
hu-
kum,
dan
kele-
mba-
gaan

masuk
dan
terkelola

4. Menyam-
paikan
laporan
kepada
Pemerin-
tahl
Pemerint-
ah Daerah
mengenai
hasil
pengelola-
an
sampah
serta
pengelola-
an dan pe-
mantauan
lingkung-
an hidup
sesuai
dengan
Persetuju-
an

SK No 143540C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.v.23

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tingtat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka Welrtu
Penerbiten

KewaJiban PB UMKTI Paremeter Kcwenangan

t1) t2t t3t t4l tsl t6t t7t t8t t9t (10t trlt tt2t t13)
2. Peren-

canaan
teknik
yang
paling
sedikit
memuat:
a. Site-

plan
b. Gam-

bar
tek-
nis

c. Spe-
sih-
kasi
tek-
nis

d. Memo
dis-
ain

e. Volu-
me
pe-
keda-
an

Lingkung-
an dan
ketentuan
Peraturan
Per-
undang-
undang-
an setiap
6 (enam)
bulan
sekali

SK No 143541 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.v.24

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLqla
Useha

Tinglrat
Risiko

Perlzinan
Berusahe

Persyaretaa Jangka Wektu
Pencrbltan

Kewejiban PB IIMKI' Peramcter Kewenangan

(1t 121 (31 t4t tsl t6l t7t t8l t9t (1Ot ( 1lt tr2t t13t
f. Ren-

cana
ang-
garan
biaya

g. Jad-
wal
pe-
lak-
sana-
an

h. Spe-
sifi-
kasi
pro-
duk
yang
diha-
sil-
kan
dari
hasil
pe-
ngo-
lahan
(cont-

SK No 143542C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.v.25

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Ltngkup

SLola
Usaha

Tingket
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jangla Waktu
Pcnerbiten

Kewajiban PB UMKTI Perameter Kewcnangan

(11 tzl t3l (4t tst t6t 17t 18t tet tlo) ( 11) tt2l t13t
oh:
spe-
sifi-
kasi
ba-
han
bakar
subs-
titusi
yanS
di-
hasil-
kan
be-
serta
ren-
cana
pe-
man-
faat-
an-
nya)

3. Dokumen
Standard
Operating
Procedure

SK No 143543C



FRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA

r.v.26

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

Skala
Usaha

Tingket
Rislko

Perizinen
Berusahe

Persyarataa Jangta Waltu
Penerbitan

KcwaJiban PB T'MKI' Parameter Kcweaangan

tll t2t t3t t4t tst t6t 171 t8t t9t trot ( 11t tt2t t13t
(soP)
pengelo-
laan
sampah
dan
sistem
tanggap
darurat

Pengolah-
an Limbah
Dan
Sampah
Yang
Tidak
Berbahaya
Secara
Termal
Meng-
hasilkan
Produk
Berupa
Listrik

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Dokumen
studi
kelayakan
yang
paling
sedikit
memuat:
a. Jumlah

sampah
yang
akan
diolah
dalam
satuan
ton per
hari,
kom-
posisi,

10 Hari 1. Menjalan-
kan
pengelo-
laan
sampah
sesuai
dengan
Standard
Operating
Procedure
(soP)

2. Melaku-
kan pe-
ngendali-
an Pence-
maran
lingkung-
an sesuai

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143544C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.v.27

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Bcrusaha

Persyaretea Jangke Waktu
Penerbitan

KewaJiban PB I'MKII ParaECtcr Kewcnlngan

t1t t2t t3l t4t (st t6l t7t t8l t9l tlot t 11l tt2t t13l
dan
karak-
teristik
sampah

b. Kelaya-
kan
teknis,
eko-
nomi,
dan ke-
uangan

c. Kajian
lingku-
ngan,
sosial,
hukum,
dan
kelem-
bagaan

2. Perencana-
an teknik
yang
paling
sedikit
memuat:
a. Siteplan

dengan
ketentu-
an
Peraturan
Per-
undang-
undang-
an

3. Melaku-
kan
pencatat-
an
sampah
yang
masuk
dan
terkelola

4. Menyam-
paikan
laporan
kepada
Pemerin-
tah/
Pemerin-
tah
Daerah

SK No 143545C



FRESIDEN
REFIJBLIK INDONESIA

r.v.28

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngtrup

Skale
Usaha

Tingkat
Rlslko

Periziaan
Bcnrsaha

Persyareten Jangta trIektu
Pcncrbltea

Kewqiiban PB UMKTI Perametcr Kewenengen

tlt t2l (3t (4t (5t t6t t7l t8t (9t tlot t11t tt2t t13t
b. Gambar

teknis
c. Spesi-

fikasi
teknis

d. Memo
disain

e. Volume
peker-
jaan

f. Ren-
cana
angga-
ran
biaya

g. Jadwal
pelak-
sanaan

h. Spesi-
fikasi
produk
yang
dihasil-
kan
dari
hasil

mengenai
hasil
pengelo-
laan
sampah
serta
pengelo-
Iaan dan
peman-
tauan
lingkung-
an hidup
sesuai
dengan
Per-
setujuan
Lingkung-
an dan
ketentuan
Peraturan
Per-
undang-
undangan
setiap 6
(enam)

SK No 143546C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

\.v.29

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Strah
Usahe

Tingkat
Risilo

Perizinen
Benrsehe

Persyaraten Jangla trIaktu
Pencrblten

Kewqfiban PB IIMKII Parameter Kewcnangaa

(rt tzt t3t (4t tst t6l t7t t8t (91 trol t 1lt tl2t (13t
pengo-
Iahan
(contoh:
spesi-
hkasi
bahan
bakar
subs-
titusi
yang
dihasil-
kan ter-
masuk
rencana
peman-
faatan-
nya)

3. Dokumen
Standard
Operating
Procedure
(soP)
pengelola-
an sampah
dan sistem

bulan
sekali

SK No 143547 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONEEIA

r.v.30

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Useha

Ttngket
Rlslko

Perizinan
Berusahe

Persyareten Jangke Waktu
Penerbltan

KcwaJiban PB UMKU PeraEctcr Kewenangan

(1t t2t (3) t4t tst (6t t7t t8l t9t (10t t1lt tt2t t13t
tanggap
darurat

Pengolah-
an Limbah
Dan
Sampah
Yang
Tidak
Berbahaya
Secara
Termal
Tidak
Meng-
hasilkan
Produk
Berupa
Listrik

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

l.Dokumen
studi
kelayakan
yang paling
sedikit
memuat:
a. Jumlah

sampah
yang
akan
diolah
dalam
satuan
ton per
hari,
kompos
isi, dan
karak-
teristik
sampah

b. Ke-
layakan

10 Hari 1. Menjalan-
kan
pengelo-
laan
sampah
sesuai
dengan
Standard
Operating
Procedure
(soP)

2. Melaku-
kan
pengen-
dalian
pencema-
ran
lingkung-
an sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan

Seluruh Bupati/
WaliKota

SK No 143548 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.31

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Ueaha

Tingkat
Rlslko

Perizinea
Berusahe

Persyaratan Jengla trIektu
Penerbitrn

Kewejiban PB UMKTI Perameter Kewenangan

(U t2l (3t t4t t5l t6t 17t t8t {9t t10l t11t tL2t t13l
teknis,
eko-
nomi,
dan ke-
uangan

c. Kajian
lingku-
ngan,
sosial,
hukum,
dan
kelem-
bagaan

2. Peren-
canaan
teknik
yang
paling
sedikit
memuat:
a.Siteplan
b.Gam-

bar
teknis

Per-
undang-
undang-
an

3. Melaku-
kan
pencata-
tan
sampah
yang
masuk
dan
terkelola

4. Menyam-
paikan
laporan
kepada
Peme-
rintah/

5. Peme-
rintah
Daerah
mengenai
hasil
pengelo-

SK No 143549C



PRESIDEN
REFTJELIK INDONESIA

r.v.32

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Ueaha

Tinglat
RisiLo

Perizinan
Beruseha

Persyaratan Jangla Waktu
Pcaerbitan

KewaJiban PB UMKT' Peramcter Kewenangan

(1t l2l (3t (41 (st l6t 171 t8l (et tlot tlu tt2l t13t
c. Spesi-

fikasi
teknis

d.Memo
disain

e.Volume
peker-
jaan

f. Ren-
cana
angga-
ran
biaya
dan

g.Jadwal
pelak-
sanaan

3. Dokumen
Standard
Operating
Procedure
(soP)
pengelo-
laan

laan
sampah
serta
pengelo-
laan dan
peman-
tauan
lingkung-
an hidup
sesuai
dengan
Persetu-
juan
Lingku-
ngan dan
ketentuan
Peraturan
Per-
undang-
undangan
setiap 6
(enam)
bulan
sekali

SK No 143550 C



FRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.V.33

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltnglup

SLqla
Usaha

Tinglat
RisiLo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangla WaLtu
Penerbitan

KewaJiban PB IruKU Parameter Kewenangan

tlt t2t t3t 14t t5t t6l t7t t8t (et (10t t 1lt lrzt (131
sampah
dan
sistem
tanggap
darurat

4 38220 Treot-
ment
dan
Pem-
buang-
an
Limbah
Ber-
bahaya

Pe-
nimbunan
Limbah
B3

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Surat
kelayakan
Operasio-
nal

2. Bukti ke-
pemilikan
atas dana
Penang-
gulangan
Pen-
cemaran
Lingku-
ngan
Hidup
dan/atau
Kerusak-
an
Lingku-
ngan
Hidup
atau dana

l0 Hari 1. Melaku-
kan
identifi-
kasi
Limbah
E}3 yang
ditimbun

2. Melaksa-
nakan
Penim-
bunan
Limbah
El3 sesuai
dengan
standar
Penim-
bunan
Limbah
B3

3. Melaku-
kan

- Dekomi-
sioning
Fasilitas
Pengelo-
laan
Limbah
Radioaktif

- Kons-
truksi
Fasilitas
Pengelo-
laan
Limbah
Radioaktif

- Operasi
Fasilitas
Pengelo-
laan
Limbah
Radioaktif

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143551C



FRESIDEN
REPUELIK INDONEgIA

I.V.34

Itto Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltagkup

Slrala
Usaha

Ttnglat
RlsiLo

Pcrlzinen
Bcrusahe

Pcrsyaratan Jangke Wattu
Pencrbltea

Kewqflban PB IIMKT' Parametcr Kewenangen

(1t t2l t3l t4) ts) (6t t7l l8t tet (10) t1lt 1t2t t13t
pen-
jaminan
Pemulih-
an Fungsi
Lingku-
ngan
Hidup

3. Per-
setujuan
Teknis
dari
Dirjen
PSLB3

pencata-
tan nama
dan
jumlah
Limbah
83 yang
ditimbun

4. Menyim-
pan
Limbah
E}3 yang
berasal
dari
pihak
lain yang
akan
ditimbun
ke dalam
tempat
Pengum-
pulan
Limbah
83 atau
langsung
ke
fasilitas

Per-
nyataan
Pem-
bebasan
Fasilitas
Pengelo-
laan
Limbah
Radioaktif

SK No 143552 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.35

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLale
Usahe

Tingkat
Risiko

Periziuan
Berusaha

Persyaratan Jangka Waktu
Peaerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Parameter Kcwenangan

t1t t2l (3t (4t ts) t6t t7t t8t (e) tlo) ( 1lt tt2l t13t
Penimbu-
nan
Limbah
B3

5. Meme-
nuhi
standar
lingku-
ngan
hidup
dan/atau
baku
mutu
lingku-
ngan
hidup
mengenai
pelak-
sanaan
Penim-
bunan
Limbah
B3

6. Menaati
baku
mutu air

SK No 143553 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.v.36

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

Skala
Usaha

Tingket
Rlsiko

Perizinaa
Berusaha

Persyaratan Jangke Waktu
Pcnerbltan

Kewajiban PB I'MKII Parametcr Kewenangau

(1t t2t t3t 141 tst t6t l7t (81 (9t (10t (1 1t ttzl (r3t
Limbah
sesuai
dengan
keten-
tuan per-
aturan
per-
undang-
undang-
an, jika
Penim-
bunan
Limbah
B3
mengha-
silkan air
limbah

7. Melaku-
kan
pemaga-
ran dan
memberi
tanda
tempat
Penim-
bunan

SK No 143554C



FRESIDEN
REPUELIK INDONEEIA

t.v.37

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

TtngLat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyareten Jengla Wettu
Penerbltaa

KewaJiban PB UMKTI Parameter Keweaangan

IU t2t (3t (4t ts) t6t t7t t8t t9t (rot ( 1lt tL2t t13t
Limbah
B3

8. Melaku-
kan
Peman-
tauan
kualitas
air tanah
dan
menang-
gulangi
dampak
negatif
yang
mungkin
timbul
akibat
keluar-
nya
Limbah
El3 ke
lingkung-
an hidup

9. Menutup
bagian
paling

SK No 143555 C



PR.ESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.V.38

I[o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Stala
Usaha

Ttngkat
Risiko

Perizinaa
Benrsaha

Persyaratan Jangke Wektu
Penerbiten

Kewejiban PB IIMKTI Perameter Kewenangan

tlt t2t (3t t4l tst t6l t7t t8l t9t t10t l11l tt2t t13t
atas
fasilitas
Penim-
bunan
Limbah
B3
setelah
selesai-
nya
kegiatan
Penim-
bunan
Limbah
B3

10. Menyu-
sun dan
Menyam-
paikan
laporan
Penim-
bunan
Limbah
B3

SK No 143556 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.V.39

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Ueaha

Tinglrt
RlsiLo

Perizlnan
Bcrusaha

Persyaratea Jangta Waktu
Penerbitsn

KewaJiban PB UMKI' Parameter Kewcnengen

tlt 12t (3t t4t (5t (61 t7l t8l t9t tlot (r 1t tt2t t13t
Pengolah-
an Limbah
B3

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi NIB dan
lzin

10 Hari 1. Melaku-
kan
identifi-
kasi
Limbah
El3 yang
diolah

2. Melaku-
kan
pencata-
tan nama
dan
jumlah
Limbah
El3 yang
diolah

3. Melaksa-
nakan
Pengolah-
an Limbah
El3 sesuai
dengan
standar
Pengolah-

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143557 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.V.40

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LtngLup

Skala
Usaha

Ttngkat
Rlsilo

Periziaan
Bcrusaha

Persyaratan Jangka Waltu
Penerbitan

KewaJiben PB TIMKTI Parameter Kewenangan

tl) t2t (3) t4t (st t6) t7t 18t t9t (10t ( 111 tL2t tr3t
an Limbah
B3

4. Memfung-
sikan
tempat Pe-
nyimpan-
an Limbah
83 sebagai
tempat Pe-
nyimpan-
an Limbah
B3

5. Menyimpan
Limbah E}3

yang akan
diolah ke
dalam
tempat Pe-
nyimpan-
an Limbah
B3

6. Melakukan
Pengum-
pulan

SK No 143558 C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONE9IA

I.V.41

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttngkat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangla Waktu
Pencrbitea

Kewajiban PB UMKT' Paramcter Kewenengaa

t1) t2l (3t t4t (5t l6l t7t t8l (9t t10l (1 1t tt2t t13)
Limbah El3

yang akan
diolah

7. Mengolah
Limbah 83
sesuai
dengan
teknologi
Pengolahan
Limbah E}3

yang
dimiliki

8. Men5rusun
dan me-
nyampai-
kan
laporan
Pengolahan
Limbah E}3

9. Memiliki
dan me-
laksanakan
Sistem
Tanggap

SK No 143559 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.v.42

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

Stala
Usaha

Tingket
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyareten Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(U t2t t3t t4t (st t6t t7t t8t tet (1Ot (1rt tt2l (r3l
Darurat
berupa
Dokumen
Program
kedarurat-
an Pengelo-
Iaan
Limbah E}3

l0.Memiliki
tenaga
kerja yang
memiliki
sertifikat
kompetensi
di bidang
Pengelo-
laan
Limbah El3

Pe-
manfaatan
Limbah
B3

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi NIB dan
lzin

10 Hari I Melaksa-
nakan
Peman-
faatan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143560 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONE5IA

I.V.43

ITo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltaglup

SLaIa
Usaha

Ttngket
Risiko

Perizlnan
Bcrusaha

Persyaretan Jangta Wektu
Penerbitan

Kcwqflban PB I'MKT' Paremeter Kewenengen

t1t t2l t3t t4t (sl t6t t7l t8t (e) t1()t (rlt tr2l t13)
Limbah
83 sesuai
dengan
standar
produk,
standar
lingku-
ngan
hidup,
dan/atau
baku
mutu
lingku-
ngan
hidup

2. Melaku-
kan
pencata-
tan nama
dan
jumlah
Limbah
B3 yang

SK No 143561 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

t.v.44

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risilro

Perizinaa
Beruseha

Persyaratan Jangla Waktu
Pcnerbitaa

KewaJiban PB UMKU Paramcter Kcwcnangan

tlt t2t t3t t4t (st (6t 17t t8t tet (rot t11l tt2t (13)
diman-
faatkan

3. Mem-
fungsi-
kan
tempat
penyim-
panan
Limbah
B3
sebagai
tempat
Penyim-
panan
Limbah
83 yang
dihasil-
kan

4. Menyim-
pan
Limbah
B3 dari
pihak
lain yang

SK No 143562 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.45

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llnglup

SLale
Usaha

Tingket
Risiko

Perizinaa
Berueaha

Persyaratan Jangla Waktu
Penerbltan

Kcwqilban PB UMKU Paremeter Kcweneagan

(1t t2t t3l t4t (st t6t t7t l8t t9t (101 t1u t12) {13t
akan di-
manfaat-
kan ke
dalam
Tempat
Pengum-
pulan
Limbah
B3

5. Meman-
faatkan
Limbah
B3 sesuai
dengan
teknologi
Pemanfa
atan
Limbah
83 yang
dimiliki

6. Menaati
baku
mutu air
Limbah,

SK No 143563 C



FR.ES IDEN
R,EFUELIK INDONESIA

I.V.46

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

SLala
Usaha

Tlnglat
Rlslko

Perizlnaa
Berusahe

Persyaratan Jangka Waltu
Peaerbiten

Kewajiban PB UMKI' Peremeter Kcwenangan

IU t2l t3l t4t tst t6t t7t t8t t9t t10t t 11) tt2t (13)
jika
Peman-
faatan
Limbah
83 meng-
hasilkan
air
Limbah
dan
ketentu-
an teknis
sesuai
dengan
ketentu-
an per-
aturan
per-
undang-
undang-
an

7. Menaati
baku
mutu
emisi

SK No 143564C



FRESlDEN
REFUELIK INDONESIA

I.V.47

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizlnan
Berusahe

Pcrsyareten Jangka Wahu
Penerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Paramctcr Kcwenangaa

tll t2t t3t t4t (st (6t 17t tEt t9t tlot ( 1lt tt2t (13t
udara
sesuai
dengan
ketentu-
an per-
aturan
per-
undang-
undang-
an, jika
Peman-
[aatan
Limbah
83 meng-
hasilkan
emisi
udara

8. Me-
nJrusun
dan me-
nyampai-
kan
Iaporan
Peman-

SK No 143565 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.V.48

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

St qla
Usaha

Tingket
Risiko

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jaagla Walrtu
Penerbitan

Kewajiban PB UMKT' Parameter Kewenangan

tlt t2t (3t (41 (5t (6t t7t t8) (et {101 t 11l tt2l t13l
faatan
Limbah
B3

Pengolah-
an Limbah
83 Untuk
Kegiatan
Tank
Cleaning
Yang
Tidak Ter-
integrasi
Dengan
Kegiatan
Pengum-
pulan,
Pengolah-
an Dan
Peman-
faatan
Limbah
B3

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Surat
Kelaya-
kan
Opera-
sional

2. Persetu-
juan
Teknis
dari
Dirjen
PSLB3

3. Bukti
kepemili-
kan atas
dana
Penang-
gulangan
Pencema-
ran
Lingku-
ngan
Hidup
dan/atau

10 Hari l. Meng-
identifi-
kasi
Limbah
E}3 yang
dihasil-
kan

2. Melaku-
kan
pencatat-
an nama
dan
Jumlah
Limbah
83 yang
dihasil-
kan

3. Melaku-
kan pe-
ngemasan

Seluruh Menteri/Kepala
Badan

SK No 143566C



PRESlDEN
R.EFUBLIK INDONESIA

t.v.49

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

SLqla
Ueaha

Tingkat
Risiko

Perlzlnan
Berusaha

Persyaraten Jangke Wattu
Penerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(11 t2l t3t t4t lst (6t 17t t8t t9t (10t (11t tt2l (13t
Kerusa-
kan
Lingku-
ngan
Hidup
atau dana
pen-
jaminan
Pemulih-
an Fungsi
Lingkung-
an Hidup

Limbah
B3

4. Menye-
rahkan
Limbah
El3 hasil
kegiatan
pencuci-
an tangki
kapal
kepada
pe-
manfaat,
pengolah
dan/atau
pengum-
pul
Limbah
B3

5. Menyu-
sun dan
menyam-
paikan
rencana

SK No 143567 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.v.50

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Ttngket
Rlslko

Perizlnaa
Bcrusahe

Pcrsyaratan Jangla Waku
Penerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(1t t2t t3l t4t t5t t6t t7t t8l t9t (10t (1U tt2l (r3t
kegiatan
pekerjaan
tank
cleaning
kepada
Menteri
c.q.
Di{en
PSLB3
paling
lama2
(dua)
minggu
sebelum
kegiatan
dilaksana
kan
meliputi:
a. Jad-

wal
ke-
giatan
tank

SK No 143568 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESlA

I.V.51

I[o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tiagkat
Rlsiko

Perizinen
Benrsahe

Persyaretan Jengla Waktu
Pencrbltan

KewaJiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

tlt tzt t3l t4t tst (6t t7t t8l tet trot t 11l 1tzl t13l
clean-
ing

b. Nama
kapal
yang
diber-
sihkan

c. Lokasi
labuh
jang-
kar

d. Kapa-
sitas
ang-
kut
kapal
dalam
satuan
dead-
weight
ton-
nage
(Dwr)

SK No 143569 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.V.52

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LtngLup

SLala
Usaha

Ttngkat
Rlsiko

Perizinan
Benrsaha

Persyarataa Jangta Weltu
Penerbitaa

Kewajiban PB UMKT' Perameter Kcweuangan

tll t2t l3t (4t {sl t6t t7t t8l t9t trot tlu tt2l t13t
e. Per-

kiraan
jum-
lah
Lim-
bah
B3

f. Dana
pen-
jamin-
an
untuk
pemu-
lihan
fungsi
ling-
kung-
an
hidup
yang
masih
ber-
laku
den-

SK No 143570 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.V.53

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Lingtup

Skala
Usaha

Tinglat
Risiho

Perlzinan
Berusaha

Persyaratrn Jangla Waktu
Pencrbitan

Kewajiban PB IIMKT' Parameter Kewentngan

til t2l {3t (4t lst (61 t7l (8t t9) l10t t 1lt tt2t l13l
gan
nilai
perta-
nggu-
ngan
paling
sedikit
Rp
5.000.
000.00
0 (lima
milyar
rupi-
ah)

g. Salin-
an
sertih-
kat
kom-
peten-
si pe-
nge-
lolaan
Lim-

SK No 143571C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.V.54

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Linglup

SLala
Usahe

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangla Waktu
Pcncrbltan

Kewqiiban PB TIMKT' Parameter Kcwenangan

(1t t2l (3t (4t tst t6t t7l t8t te) tlot t 11t tt2l I 131
bah
B3

6. Menyam-
paikan
Iaporan
pelaksa-
naan tank
cleaning,
meliputi:
a. Melak-

ukan
pen-
catat-
an
nama
Lim-
bah
B3
dan
Jum-
lah
Lim-
bah
B3

SK No 143572 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.V.55

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llnglrup

Skala
Usaha

Tingket
Risilo

Perizinen
Berusahe

Persyaretea Jangta Waktu
Pencrbltan

KeweJlban PB UMKTI Paramctcr Kewenengen

tlt t2t t3t t4t t5t t6l t7t t8l t9t trot t11l ttzl t13t
yang
di-
hasil-
kan
dari
kegia-
tan
tank
clea-
ning

b. Mela-
kukan
pe-
nge-
masan
Lim-
bah
B3
yang
di-
hasil-
kan

c. Me-
nye-

SK No 143573 C



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

I.V.56

ilo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttngtrat
Rlslho

Perizinan
Berusehe

Persyaraten Jangla Walrtu
Penerbitea

Kewajiban PB IIIUKU Parameter Kewenangan

tll t2l 13t (4t (5t (6t t7l (8t t9t t10t t 11l tt2t l13t
rah-
kan
Lim-
bah
B3
yang
diha-
silkan
ke-
pada
pen-
gelola
Lim-
bah
B3
ber-
izin di-
sertai
den-
gan
kon-
trak
keq'a-
sama

SK No 143574 C



FRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.57

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Uerha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangke Waltu
Penerbitan

Kewajiban PB IIMKII Parameter Kcwcnangan

tlt t2t t3t t4l ts) t6t t7t (81 t9t l10t tl1l tt2l t13t
d. Mem-

buat
mani-
fes
elek-
tronik

Pada
pasca
pelaksa-
naan,
menyu-
sun dan
melapor-
kan hasil
pelaksa-
naan
kegiatan
tank
cleaning
kepada
Menteri
c.q.
Direktur
Jenderal

SK No 143575 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONE5IA

I.V.58

ItIo Kode
KALI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Skale
Ueaha

Tingkat
Rislko

Perlzinan
Bcrusahe

Persyaratan Jangka Waktu
Pcnerbiten

Kewqilban PB I'MKII Perameter Kcwcnengan

llt l2t t3l t4t tsl (61 t7t t8l tet tlol t 11t tt2l t13)
paling
lama2
(dua)
minggu
setelah
kegiatan
dilaksa-
nakan

5 46654 Per-
dagang-
an
Besar
B3

Per-
dagangan
Di Dalam
Negeri
Untuk
Distribusi
Bagi E}3
Yang
Dapat
Diper-
gunakan
Dan
Terbatas
Diper-
gunakan

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Tinggi NIB dan
lzin

1. Bukti
pengua-
saan
gudang
penyim-
panan 83

2. Disain
gudang
penyim-
panan El3

3. Disain
tata pe-
nyimpan-
an E}3

4. Surat pe-
nunjukan

20 Hari l. Mendis-
tribusi-
kan E}3

sesuai
rencana
distribusi

2. Memiliki
dan/atau
me-
nguasai
gudang
tempat
penyim-
panan B3
yang me-
menuhi

Penetapan
Pusat
Penyedia
Bahan Baku
dan/atau
Bahan
Penolong

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143576 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.v.59

IiIo Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llogkup

Slrala
Ueaha

Tinglat
Rlsiko

Perizlnen
Bcrusahe

Pcrsyaratan Jangke trIaktu
Penerbltan

Kewqfiban PB I'MKTI Parameter Kcwenangan

(1) tzl t3t (4t (5t (6t t7l (8t (e) t10t ll rl ttzl (131
dari pro-
dusen/
pemasok
B3

5. Mateial
Safetg
Data
Sheet
(MSDS)/
Lembar
Data Ke-
selamat-
an (LDK)

6. Disain
dan
spesifi-
kasi
kemasan
B3

7. Rencana
Distribusi
B3

persya-
ratan
untuk:
a. l-a-

kasi
dan

b. Kon-
stru-
ksi
ba-
n8u-
nan

3. Setiap
lokasi
penyim-
panan 83
wajib
diberikan
simbol
dan label
El3 sesuai
dengan
peraturan
per-

SK No 143577 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.V.60

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltagkup

Skala
Usaha

Tinglrat
Risiko

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangka Walrtu
Penerbitan

KewaJiban PB UMKII Perameter Kewenangan

tlt t2t (31 l4t tst t6t t7t tEt t9t tlol (1U tt2l t13t
undang-
undangan

4. Wajib
meng-
gunakan
pengang-
kutan 83
yang laik
operasi
serta
pelaksa-
naannya
sesuai
dengan
tata cara
pengang-
kutan
yang di
atur
dalam
peraturan
per-
undang-
undangan

SK No 143578 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.V.61

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

SLela
Usaha

TingLat
Risito

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka trIaltu
Pencrblten

Kewajibau PB UMKII Parameter Kewenangan

t1l tzl t3t t4t ts) (6t t7t (8t (et (lot tlu tt2l (13t
5. Setiap pe-

nanggung
jawab
pengang-
kutan,
penyim-
panan
dan
peredaran
(pendis-
tribusian)
E}3 wajib
menyerta
kan/di-
lengkapi
Lembar
Data Ke-
selamat-
an (LDK)

6. Setiap
kemasan
El3 wajib
diberikan
simbol
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PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.v.62

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slratg
Ueaha

Ttngket
Rlslko

Pcrizinen
Berueaha

Pcrsyaratan Jangla Weltu
Pencrbltan

Kcwqllban PB UMKTI Parameter Kcwcnengan

lll t2t t3t t4t (st t6l t7l t8t tet (101 llll tI,2t (13t
dan label
83,
Dalam
hal
simbol
dan label
83 me-
ngalami
kerusak-
an wajib
diberikan
simbol
dan label
yang baru

7. Dalam
hal
kemasan
E}3 me-
ngalami
kerusak-
an:
untuk 83
yang
masih

SK No 143580 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.63

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Tingkat
Risito

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jengka Wattu
Peaerbitan

Kcwqiiban PB UMKT' Peramcter Kewenangan

(1t t2l t3t t4t l5t t6t t7l (8) tet (1()t t 1lt tt2l (13t
dapat
dikemas
ulang
pengema-
sannya
dilakukan
oleh
distribu-
tor untuk
El3 yang
tidak
dapat
dikemas
ulang dan
dapat me-
nimbul-
kan pen-
cemaran
dan atau
kerusak-
an
lingkung-
an dan
atau ke-

SK No 143581 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.v.64

No Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

Skah
Usahe

Tingkat
Risiko

Perlzinen
Berusaha

Persyeretan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewqilban PB UMXU Paremeter Kewenangan

tU t2t t3t t4t (st t6t t7t t8l tet t10t (11t tt2l (13t
selamat-
an
manusia,
pengedar
wajib me-
lakukan
penang-
gulangan-
nya

8. 83 yang
kadalu-
warsa,
yang
tidak me-
menuhi
spesifi-
kasi
dan/atau
bekas
kemasan
E}3 wajib
dikelola
sesuai
dengan

SK No 143582 C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.V.65

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Ttngkat
Rlslko

Perizinen
Berusaha

Pcrsyeratan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKII Parameter Kewenangan

tll t2t t3t (4) (st t6t t7t (81 (91 t10t (1 1t tt2t t13)
peraturan
per-
undang-
undangan
di bidang
Pengelo-
laan
Limbah
B3

9. Menjaga
ke-
selamat-
an dan
ke-
sehatan
kerja

10. Menang-
gulangi
terjadinya
kecelaka-
an dan
atau
keadaan

SK No 143583 C



PRESIDEN
R,EFUBLIK INDONESIA

I.V.66

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usaha

Tiagkat
Rlsiko

Perlzinan
Bcrusaha

Persyeratan Jangla trIektu
Penerbiten

Kewqfiban PB UMKT' Parameter Kewenangan

(11 t2l (3t t4l (st t6l t7t (8t t9t t10t ( 1lt tt2t t13t
darurat
akibat B3

11. Menyam-
paikan
laporan
Pengelo-
laan E}3

secara
berkala
setiap 6
(enam)
bulan
kepada
Menteri
yang me-
nyeleng-
garakan
urusan
peme-
rintah di
bidang
lingku-
ngan
hidup

SK No 143584 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONE3IA

t.v.67

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltaghup

SLala
Usaha

Tingket
Rlsiko

Perizinen
Berusaha

Persyareten Jangka Waltu
Pencrbiten

KeweJiban PB UMKTI Parametcr Kewenangea

tll t2t (3t t4t (st (61 t7t (8t t9t trot It lt tt2l tr3t
12. Dalam

hal
terdapat
perubah-
an data,
Per-
usahaan
wajib
mengaju-
kan pem-
baharuan
data
melalui
Sistem
OSS

Per-
dagangan
Luar
Negeri
(Impor/
Ekspor)
Bagi E}3
Yang

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Tinggi NIB dan
lzrn

1. Bukti
pengua-
saan
gudang
penyim-
panan El3

20 Hari 1. Memiliki
dan/atau
mengua-
sai
gudang
tempat
penyim-

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 143585 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.68

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

St ala
Usaha

Ttnglat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jeagte Wattu
Pencrbltan

Kewajiban PB IIMKTI Perameter Kewenangan

tlt t2t t3l (4t (st (6t t7l t8t t9t t10t t11t 1r2t (13t
Dapat
Diper-
gunakan
Dan
Terbatas
Diper-
gunakan

2. Disain
gudang
penyim-
panan El3

3. Disain
tata
penyim-
panan El3

4. Surat
Keterang-
an
Registrasi
B3

panan 83
yang me-
menuhi
persya-
ratan
untuk:
a. Lokasi

dan
b. Kon-

struk-
si ba-
ngun-
an

2. Setiap
penyim-
panan El3

wajib
diberikan
simbol
dan label
83 sesuai
dengan
peraturan
per-

SK No 143586 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

t.v.69

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Lingkup

SLlla
Useha

Ttngkat
Rlslto

Perizinan
Benrsahe

Persyeratan Jenglre Waktu
Pencrbltan

KewqJiban PB UMKTI Perameter Kewenrngan

(1) t2t t3t t4t tsl t6t t7t t8) te) tlol t1il t,,2t tr3l
undang-
undangan

3. Wajib
meng-
gunakan
pengang-
kutan 83
yang laik
operasi
serta
pelaksa-
naannya
sesuai
dengan
tata cara
pengang-
kutan
yang di
atur
dalam
peraturan
per-
undang-
undangan

SK No 143587 C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.V.70

No Kode
I(BLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLel,a
Ueaha

TtngLat
RIsiko

Perizinaa
Berusaha

Persyaretan Jangta Waltu
Penerbitan

Kewajiban PB UMKI' Parameter Kewenangan

t1t t2t t3l t4) t5t t6) t7l t8t t9t trot (ru tr2l t13t
4. Setiap

kemasan
E}3 wajib
diberikan
simbol
dan label
E}3,

Dalam
hal
simbol
dan label
83 me-
ngalami
kerusak-
an wajib
diberikan
simbol
dan label
yang baru

5. Dalam
hal
kemasan
83 me-
ngalami

SK No 143588 C



PRESIDEN
REFIJELIK INDONESIA

r.v.7l

Itto Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Ueahe

TingLat
Rlslho

Perlzlnan
Bcrusahe

Persyaretan Jangla Waltu
Penerblten

KeweJiban PB UMKII Parameter Kcwenengan

{11 t2l (3t t4t tst (6t t7t t8t tet t10t trrt tr2l l13t
kerusak-
an:
untuk 83
yang
masih
dapat
dikemas
ulang
pengema-
sannya
dilakukan
oleh
importir/
eksportir
untuk El3

yang
tidak
dapat
dikemas
ulang dan
dapat me-
nimbul-
kan pen-
cemaran

SK No 143589 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

\.V.72

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLale
Usaha

Tingkat
Risiko

Pcrlzlnan
Bcrusaha

Persyeratan Jangla Wahtu
Penerbitan

Kewajiban PB IIMKII Paremeter Kewenangan

tll tzt l3t 14t t5t t6l t7l (8) tet (101 t11t tr2t t13l
dan/atau
kerusak-
an
lingkung-
an
dan/atau
kesela-
matan
manusia,
importir/
eksportir
wajib
melaku-
kan
penang-
gulangan
sesuai
dengan
peraturan
per-
undang-
undangan

6. El3 yang
kada-

SK No 143590 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.V.73

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llnglrup

Skale
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jengta Waktu
Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKTI Parameter Kewcnangan

(11 t2t (3t t4t (st (61 t7l t8l t9t (10t tlu lt2t (13t
luwarsa,
yang
tidak
meme-
nuhi
spesih-
kasi dan
atau
bekas
kemasan
E}3 wajib
dikelola
sesuai
dengan
peraturan
per-
undangan
di bidang
pengelo-
laan
limbah
B3

7. Menjaga
kesela-

SK No 143591 C



PH,ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.v.74

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Stala
Usaha

Tingkat
Risiko

Pcrlzlnan
Berusaha

Pcrsyarataa Jangka Weltu
Penerbitan

Kcwqfiban PB UMKTI Paremeter Kewenangan

tlt 12t t3l t4l (st (6t 17t (8t (et t10t ( 11) tt2t t13t
matan
dan
kesehatan
kerja

8. Menang-
gulangi
terjadinya
kecelaka-
an dan
atau
keadaan
darurat
akibat E}3

9. Menyam-
paikan
laporan
Pengelo-
laan B3
secara
berkala
setiap 6
(enam)
bulan
kepada

SK No 143592 C



PRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

r.v.75

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

SLala
Usaha

Tingkat
RlslLo

Perizinea
Berusaha

Persyaratan Jenglra Wettu
Peaerbitan

Kewqiiban PB IIIIIKT' Perameter Kewenaagan

(rl t2t (3) t4t (s) t6t t7t l8t t9t t10t (1lt tL2l (13t
Menteri
yang me-
nyeleng-
garakan
urusan
pemerin-
tahan di
bidang
Lingku-
ngan
hidup

10. Dalam
hal
terdapat
peruba-
han data,
Perusa-
haan
wajib
menga-
jukan
pemba-
haruan

SK No 143593C



PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.v.76

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tinglat
Risilo

Pcrlzlnan
Bcrusaha

Persyaretan JangLe Waltu
Penerbitan

Kcwqfiban PB UMKTI Plrameter Keweneagen

tlt t2l (3t (4) (st (61 t7l t8t (et l10l (ru tt2t t13l
perubah-
an data

6 37021 Treat-
ment
dan
Pem-
buang-
an Air
Limbah
Tidak
Ber-
bahaya

Instalasi
Pengolah-
an
Lumpur
Tinja
(rPLr)
Termasuk
Fasilitas
Penun-
jangnya
Dengan
Kapasitas
<50
m3lHari

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Persetu-
juan
teknis
pem-
buangan
dan/atau
peman-
faatan air
limbah

2. Dokumen
kontrak
kerja
sama
dengan
penghasil
dan/atau
peng-
angkut
lumpur
tinja

5 Hari Melaksana-
kan
ketentuan
sebagaimana
yang tertuang
di dalam
Persetujuan
teknis
pembuangan
dan/atau
pemanfaatan
air limbah

1. Skala
industri
kecil dan
menengah,
dan Skala
Kabupaten
/Kota

2.Skala
industri
kecil dan
menengah
lokasi
lintas
Kabupaten
f Kota,
Skala
Provinsi
dan Skala
Industri
besar

1 Bupati/
WaliKota

2.Gubernur

l.Skala
industri
kecil dan

Menteri/Kepala
Badan

SK No 143594C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.v.77

No Kode
KBLI

Judul
I{BLI

Ruang
Lingkup

Skale
Ueaha

Tingkat
Rlsilro

Perizinaa
Beruseha

Persyaratan Jangla Wektu
Peaerbiten

Kcwqflban PB UMKT' Parameter Kewenangan

(11 t2t (3t (4t (s) t6t t7t (8t t9l t10l ( 1lt tt2t tr3t
menengah
lokasi
lintas
Provinsi

2.Skala
industri
besar
lokasi
lintas
Provinsi

SK No 143595 C



FRESIDEN
R,EPUELIK INDONESIA

t.v.78

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Ttngkat
Rlsiko

Pcrlzlaan
Berusaha

Persyaratan Jaagke Waktu
Penerbltaa

Kcwqflben PB UMKTI Perameter Kewenangan

tlt t2l t3t t4l (sl t6t t7t t8l (9t trol t 11l tt2l (131

Instalasi
Pengolah-
an Air
Limbah
(rPAL)
Domestik
Termasuk
Fasilitas
Penun-
jangnya
Dengan
Kapasitas
Melayani s
2OOOO/
Hari

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Persetu-
juan
teknis
pem-
buangan
dan/atau
peman-
faatan air
limbah

2. Kontrak
kerja
sama
dengan
penghasil
dan/atau
air peng-
angkut
air
limbah
domestik

5 Hari Melaksana-
kan
ketentuan
sebagaimana
yang tertuang
di dalam
Persetujuan
teknis
pembuangan
dan/atau
pemanfaatan
air limbah

1. Skala
Kabupaten
/Kota

2. Skala
Provinsi

l.Bupati/
WaliKota

2.Gubernur

Skala
Nasional

Menteri/
Kepala Badan

7 37022 Treat-
ment
dan
Pem-

Instalasi
Pengolah-
an
Lumpur

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

i. Perse-
tujuan
teknis
pembu-

5 Hari Melaksana-
kan
ketentuan
sebagaimana

l.Skala
industri
kecil dan
menengah

l.Bupati/
WaliKota

2.Gubernur

SK No 143596 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.v.79

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangka Waktu
Penerbiten

Kewqfiban PB UMKII Parameter Kewenangan

(1t t2t t3l t4l (5t (6t t7t t8t (et (rot (111 tt2l (13t
buang-
an Air
Limbah
Ber-
bahaya

Tinja
(rPLT)

Besar angan
dan/
atau
peman-
faatan
air
limbah

2. Doku-
men
kontrak
kerja
sama
dengan
peng-
hasil
dan/
atau
lumpur
tinja
peng-
angkut

yang tertuang
di dalam
Persetujuan
teknis
pembuangan
dan/atau
pemanfaatan
air limbah

dan lokasi
Kabupaten
/Kota

2.Skala
industri
kecil dan
menengah
lokasi
lintas
Kabupaten
/Kota atau
skala
industri
besar
dalam satu
Provinsi

l.Skala
industri
kecil dan
menengah
Iokasi
lintas
Provinsi

Menteri/
Kepala Badan

SK No 143597 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESlA

I.V.80

IiIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltagkup

Skale
Usehe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyareten Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban PB UMKI' Paremcter Kewenangaa

(1t t2l (31 t4l tsl t6t t7t t8t t9l l10l ( 1lt tr2t t13t
2.Skala

industri
besar
lokasi
lintas
Provinsi

Instalasi
Pengolah-
an Air
Limbah
(rPAL)
Domestik

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Perse-
tujuan
teknis
pem-
buangan
danl
atau
Peman-
faatan
air
limbah

2. Kontrak
kerja
sama
dengan
peng-
hasil
dan/

5 Hari Melaksana-
kan
ketentuan
sebagaimana
yang tertuang
di dalam
Persetujuan
teknis
pembuangan
dan/atau
pemanfaatan
air limbah

l.Skala
Kabupaten
/Kota

2.Skala
Provinsi

l.Bupati/
WaliKota

2.Gubernur

Skala
Nasional

Menteri/
Kepala Badan

SK No 143598 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.V.81

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglrup

Slrala
Usahe

Ttngkat
Rieito

Perlzinan
Berusaha

Persyaratan Jangke Weltu
Penerbltea

Kewqjiban PB UMKTI Paremetcr Kcwenangan

tll t2t t3t t4t t5t t6l t7t t8t t9t tlol (rr) tt2l (13t
atau air
peng-
angkut
air
limbah
domestik

Instalasi
Pengolah-
an Air
Limbah
(rPAL)
Industri

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Perse-
tujuan
teknis
pembu-
angan
dan/
atau
peman-
faatan
air
Iimbah

2. Kontrak
keda
sama
dengan
peng-
hasil
dan/

5 Hari Melaksana-
kan
ketentuan
sebagaimana
yang tertuang
di dalam
Persetujuan
teknis
pembuangan
dan/atau
pemanfaatan
air limbah

l.Skala
Kabupaten
lKota

2.Skala
Provinsi

l.Bupati/
WaliKota

2.Gubernur

Skala
Nasional

Menteri/
Kepala Badan

SK No 143599 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.v.82

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Ttnglat
Rislho

Perlzinen
Berusahe

Pcrsyarataa Jengka Waktu
Penerbltan

Kcwajiban PB UMKII Paremeter Kcwcnaagan

(U t2l t3t t4t (s) (6t t7t (8t tet t10t (111 tt2t t13t
atau air
peng-
angkut
air
limbah

Instalasi
Pengolah-
an Air
Limbah
(rPAL)
Terpadu
(Air
Limbah
Domestik
Dan Air
Limbah
Proses
Dari
Usaha
Dan/ Atau
Kegiatan)

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Perse-
tujuan
teknis
pem-
buangan
danl
atau
peman-
faatan
air
limbah

2. Kontrak
keq'a
sama
dengan
peng-
hasil
danl

5 Hari Melaksana-
kan
ketentuan
sebagaimana
yang tertuang
di dalam
Persetujuan
teknis
pembuangan
dan/atau
pemanfaatan
air limbah

l.Skala
Kabupaten
/Kota

2.Skala
Provinsi

l.Bupati/
WaliKota

2.Gubernur

Skala
Nasional

Menteri/
Kepala Badan

SK No 143600 C



PRESIDEN
R,EPUEUK INDONESIA

r.v.83

No Kode
KBLI

Judul
XBLI

Ruang
Lingkup

Skrh
Usaha

TingLat
RlslLo

Perizlnaa
Beruseha

Pcrsyaratan Jangle Waktu
Penerbltan

KewaJiban PB UMKII Paremcter Kewenangea

tlt tzl t3t t4t (st (6t t7t t8t t9t t10t (1lt tt2l trst
atau air
peng-
angkut
air
limbah

PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan

Hukum,

tK

<
t!3
*

SK No 130342

Djaman


